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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Pembangunan Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu pilar 

utama pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya ini mencakup sebuah sistem 

yang komprehensif dan berkesinambungan, meliputi aspek promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. Untuk mengarahkan seluruh sumber daya dan upaya secara 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan mulia tersebut, diperlukan sebuah 

dokumen perencanaan yang visioner dan terukur, yaitu Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah. 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun Tahun 2025-2029 hadir dalam 

sebuah konteks yang sangat dinamis. Dokumen ini merupakan respons strategis 

terhadap tantangan-tantangan kesehatan faktual yang dihadapi oleh masyarakat 

Kota Madiun. Di tengah berbagai kemajuan, Kota Madiun masih dihadapkan pada 

beban ganda penyakit (double burden of disease). Di satu sisi, penyakit menular 

masih menjadi ancaman signifikan; kasus Tuberkulosis (TB), termasuk yang 

menyerang balita penderita stunting, masih tinggi. Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) juga menunjukkan tren peningkatan kasus dan kematian, sementara 

kasus HIV terus memerlukan perhatian khusus terkait penemuan kasus baru dan 

kepatuhan pengobatan. Di sisi lain, terjadi eskalasi penyakit tidak menular (PTM) 

yang erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Prevalensi 

hipertensi dan diabetes melitus terus meningkat, dan stroke kini menjadi salah satu 

penyebab kematian tertinggi di kota ini. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

melakukan deteksi dini menjadi akar masalah yang memperburuk kondisi ini. 

Menghadapi tantangan penyakit tersebut, sistem pelayanan kesehatan Kota 

Madiun dituntut untuk terus berbenah. Evaluasi kinerja periode sebelumnya 

menunjukkan bahwa meskipun banyak target tercapai, beberapa aspek fundamental 

masih memerlukan optimalisasi. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 

penderita hipertensi dan terduga tuberkulosis masih menjadi tantangan yang 

memerlukan intervensi inovatif. Kualitas pelayanan publik, yang tercermin dari 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas, turut dipengaruhi oleh faktor-

faktor pendukung seperti ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Kinerja 
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Puskesmas yang diukur melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) menunjukkan 

dinamika yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui tata kelola yang lebih baik. 

Oleh karena itu, Renstra ini dirancang untuk mendorong transformasi layanan 

kesehatan primer melalui implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) secara 

paripurna di seluruh Puskesmas, serta penguatan sistem rujukan yang efektif dan 

efisien. 

Upaya penanganan kesehatan tidak akan optimal jika hanya berfokus pada 

aspek kuratif di fasilitas kesehatan. Paradigma kesehatan modern menuntut 

penguatan upaya di hulu, yaitu promotif dan preventif yang berpusat pada 

masyarakat. Salah satu tantangan terbesar di Kota Madiun adalah rendahnya 

implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini tercermin dari 

capaian indikator Rumah Tangga Sehat yang terhambat oleh masih tingginya 

perilaku merokok di dalam rumah tangga. Upaya penegakan regulasi Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR) di tujuh tatanan yang diamanatkan juga belum berjalan optimal. 

Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat melalui wadah Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Poskestren dan Saka Bakti Husada, 

perlu direvitalisasi agar menjadi motor penggerak kesehatan di lingkungannya. 

Fokus pembangunan kesehatan juga diarahkan pada seluruh siklus kehidupan 

(life course), memastikan setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional dan daerah yang 

tak terelakkan, menuntut intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi. Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meskipun terkendali, tetap 

menjadi indikator krusial yang menuntut kewaspadaan dan kualitas pelayanan ibu 

dan anak yang paripurna, mulai dari kehamilan hingga pasca persalinan. Di 

kalangan remaja, isu kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, dan 

bahaya NAPZA menjadi agenda penting yang diadvokasi melalui program Generasi 

Berencana (GenRe). Seiring dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup, 

penyiapan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat (SMART) 

menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan populasi menua tidak menjadi beban, 

melainkan sumber daya yang berharga. 

Selaras dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, urusan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana memegang peranan strategis. 

Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung 

pada kemampuan mengelola laju pertumbuhan penduduk. Di Kota Madiun, capaian 

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) perlu dijaga pada level yang ideal untuk 
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mempertahankan struktur penduduk yang proporsional. Tantangannya kini adalah 

meningkatkan kualitas program KB, yaitu dengan mendorong pergeseran dari 

metode kontrasepsi jangka pendek ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penguatan program Pembangunan 

Keluarga melalui kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat (seperti Bina Keluarga 

Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)) 

menjadi kunci untuk membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi terkecil 

bangsa. 

Seluruh tantangan dan potensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berada 

dalam konstelasi isu strategis yang lebih luas. Secara global, dunia menghadapi tren 

penuaan populasi dan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Secara 

nasional, agenda besar menuju Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing sebagai prioritas 

utama. Visi ini selaras dengan arah kebijakan regional Provinsi Jawa Timur yang 

juga berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan dan 

kesehatan yang merata. Renstra ini diposisikan untuk menjawab tantangan lokal 

tersebut seraya berkontribusi aktif terhadap pencapaian target-target di tingkat 

regional, nasional, dan global. 

Atas dasar kondisi dan tantangan strategis tersebut, serta sebagai pemenuhan 

amanat regulasi, maka disusunlah Renstra ini. Penyusunannya berpedoman pada 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis dan 

operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Madiun Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan Rencana Induk Bidang 

Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 untuk memastikan 

sinkronisasi perencanaan vertikal dan horizontal. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Dengan demikian, nilai strategis Renstra Dinkes PPKB Kota Madiun ini 

terletak pada perannya sebagai: (1) Peta jalan fundamental yang menerjemahkan 

visi-misi Kepala Daerah dan sasaran RPJMD ke dalam langkah-langkah konkret di 

sektor kesehatan dan KB; (2) Instrumen akuntabilitas kinerja yang terukur kepada 
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Walikota Madiun dan seluruh masyarakat; (3) Alat untuk memastikan sinergi, 

integrasi, dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan; serta (4) Dasar alokasi 

sumber daya agar tepat sasaran dan berdaya ungkit tinggi. 

Proses penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan 

seluruh jajaran internal Dinkes PPKB, UPT, UOBK, serta pemangku kepentingan 

eksternal. Proses ini juga mendapatkan pendampingan dari Biro Perencanaan 

Anggaran Kementerian Kesehatan RI dan tim akademisi dari Fakultas Kedokteran, 

Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada 

(UGM) Yogyakarta untuk menjamin kualitas dan validitas dokumen. Pada akhirnya, 

Renstra ini diharapkan menjadi dokumen hidup yang memandu setiap langkah 

dalam mewujudkan masyarakat Kota Madiun yang lebih sehat, produktif, dan 

sejahtera. 

 

1.2 Dasar Hukum 
Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Madiun Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6987); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 bahwa 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur); 

15. Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045; 

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah 2025-2029; 

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 117); 
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18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 

1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 97);  

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2025- 2045 (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 130). 

20. Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

21. Peraturan Daerah Madiun Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025-

2029; 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 
Maksud dari disusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kesehatan, PP dan KB Kota Madiun Tahun 2025–2029 sebagai :  

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada renstra tahun 

sebelumnya yaitu renstra tahun 2019-2024; 

2. Memberikan gambaran rencana strategis Perangkat Daerah pada Tahun 

2025- 2029; 

3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan 

program, kegiatan, subkegiatan serta tolok ukur dari kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025-2029. 
 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah: 

a. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, serta 

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai 

tujuan pembangunan. 
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b. Tersedianya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun 

sebagai dasar Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah 

pada Tahun 2025- 2029. 

c. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait 

berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 
Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Rencana 

Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Madiun Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang 

1.2   Dasar  Hukum  

1.3   Maksud dan Tujuan 

1.4   Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH 

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

 

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS 
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA KOTA MADIUN 

3.1 Tujuan Renstra 

3.2 Sasaran Renstra 

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-

2029 

 

BAB IV  PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

4.1 Uraian Program 
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4.2 Uraian Kegiatan 

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas 

Pembangunan Daerah 

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui 

Indikator Kinerja Utama 

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-

2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

BAB V  PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN  

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
 

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Madiun menetapkan Peraturan 

Daerah Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Madiun tersurat didalam Perda Nomor Nomor 8 tahun 

2020 pasal 2, bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Tipe A mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah 

bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 

tahun 2020 tersebut Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

Kepala  Dinas  mempunyai tugas membantu Walikota Melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan 

tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan layanan 

kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM), peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan,  pengendalian penduduk, 

keluarga berencana dan keluarga  sejahtera; 

2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan layanan 

kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM), peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan,  pengendalian penduduk, 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
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3. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan bidangnya. 

 b. Sekretariat ; 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan 

administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, 

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan 

administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat 

mempunyai fungsi: 

1. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat; 

2. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif 

dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

3. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; 

4. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan 

Dinas; 

5. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan 

Dinas; 

6. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di 

lingkungan Dinas; 

7. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi 

sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas; 

8. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan 

sarana di lingkungan   Dinas; 

9. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan  yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

Sekretariat terdiri dari : 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b) Sub Bagian Perencanaan 

c) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

  

c.  Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Upaya Kesehatan 

Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 
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Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, 

Balita, Dan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia 

Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Napza, Pengelolaan Pelayanan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular. Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya 

Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai 

fungsi : 

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan 

Upaya Kesehatan Perseorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat; 

2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita, dan Gizi Masyarakat, 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan 

Napza, Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 

3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Layanan 

Kesehatan Ibu, Anak, Balita, Dan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa Dan Napza, Pengelolaan 

Pelayanan Penyakit Menular Dan Tidak Menular; 

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Layanan 

Kesehatan Ibu, Anak, Balita, Dan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa Dan Napza, Pengelolaan 

Pelayanan Penyakit Menular Dan Tidak Menular; 

5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan  yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri  atas: 

a) Seksi Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat; 

b) Seksi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa 

Dan Napza; 

c) Seksi Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular Dan Tidak Menular. 

Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang  

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyediaan 
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Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

 d. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan 

Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya 

Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan dan Operasional Puskesmas Dan Rumah Sakit. Bidang 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi: 

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Kesehatan; 

2. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Farmasi, Alat 

Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia 

dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit; 

3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Farmasi, Alat 

Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia 

dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit; 

4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Farmasi, Alat 

Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia 

dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit; 

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Farmasi, Alat Kesehatan 

dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan 

Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

dan Operasional Puskesmas Dan Rumah Sakit; 

6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan  yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan terdiri atas: 

a. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 

b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan; 

dan 
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c. Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional 

Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang  

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Kesehatan. 

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ; 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, 

Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang Kesehatan mempunyai fungsi: 

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas padaBidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, 

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga, 

Pengembangan UKBM; 

2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, 

Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM; 

3. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah 

Raga, Pengembangan UKBM; 

4. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah 

Raga, Pengembangan UKBM; 

5. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah 

Raga, Pengembangan UKBM; 

6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah 

Raga, Pengembangan UKBM; 

7. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri atas: 

a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif; 
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b) Seksi Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga; dan 

c) Seksi Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat. 

Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 

  

f.   Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional di bidang pelayanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga 

Sehat, Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi 

Kependudukan, dan Pembinaan Keluarga Berencana. Bidang Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi: 

1. penyusunan kebijaksanaan teknis, perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas–tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera; 

2. penyiapan perumusan kebijakan operasional Bidang Pemberdayaan 

Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk 

dan advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan 

Keluarga Berencana; 

3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional Bidang Pemberdayaan 

Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk 

dan advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan 

Keluarga Berencana; 

4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi Bidang Pemberdayaan Keluarga 

dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan 

advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan 

Keluarga Berencana; 

5. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan 

Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk 

dan advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan 

Keluarga Berencana; 

6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 
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Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

terdiri  atas: 

a. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi 

Kependudukan 

c. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana 

Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera. 

  

g.    Unit Organisasi Bersifat Khusus 

Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Rumah Sakit Umum Daerah.Sebagai 

Unit Organisasi Bersifat Khusus, Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi 

dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 

kepegawaian. RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

Susunan Organisasi RSUD terdiri atas: 

a)    Unsur Pimpinan      : Direktur 

b)    Unsur Pembantu     : Bagian Tata Usaha 

c)    Unsur Pelaksana  :      

1. Bidang Pelayanan 

2. Bidang Penunjang 

3. Bidang Keuangan 

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna. Rumah Sakit mempunyai fungsi: 

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

standar pelayanan rumah sakit; 

2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis; 

3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 
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4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

 h.    UPTD 

UPTD adalah Puskesmas dan merupakan Unit Organisasi Yang Bersifat 

Fungsional. UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 

dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada DinasKesehatan. 

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan 

untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam 

rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. 

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi: 

1.    penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 

2.  penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. 

UPTD Puskesmas, terdiri atas: 

1. UPTD Puskesmas Manguharjo Kecamatan Manguharjo; 

2. UPTD Puskesmas Ngegong Kecamatan Manguharjo; 

3. UPTD Puskesmas Demangan Kecamatan Taman; 

4. UPTD Puskesmas Banjarejo Kecamatan Taman; 

5. UPTD Puskesmas Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo; 

6. UPTD Puskesmas Sukosari Kecamatan Kartoharjo. 

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas: 

1. Kepala Puskesmas; 

2. Kepala Tata Usaha; 

3. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan 

Masyarakat; 

4. Penanggung Jawab UKM Pengembangan; 

5. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium; 

6. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring 

Puskesmas; 

7. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan; 

8. Penanggung Jawab Mutu dan PPI. 
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 i.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan keahliannya. 

2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja. 

3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Struktur organisasi Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun sudah 

menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah. Meskipun demikian, diperlukan reviu terhadap struktur organisasi Dinas 

Kesehatan PP  

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perangkat daerah 
b. Sumber Daya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Madiun 

Komposisi pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Madiun terdiri dari sejumlah personil yang di Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan UPTD-nya, 

masing-masing mengisi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan 

fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah 

ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Kesehatan, 
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun menunjukkan 

data pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Madiun per Mei 2025 

Urusan Jumlah 
Pegawai 

Kualifikasi 
Pendidikan 

Pangkat 
dan 

Golongan 
Struktural/ 

Eselon 
Jabatan Staf Fungsional 

Umum Fungsional 
Tertentu 

BIDANG 
KESEHATAN  

PNS = 
321  
 
PPPK = 
149   
 

Dokter : 28 IV/c : 6 II   :  1     -  Dokter : 28 -  Penelaah Teknis 
Kebijakan : 1 

Tenaga 
Kontrak : 
97 
 

Dokter Gigi : 13 IV/b : 11 III  :  4 
  - Operator Layanan 

Operasional : 2 

  

Apoteker : 9 IV/a : 25 IV  : 2   -  Dokter Gigi : 
13 

-  Pengadministrasi 
Perkantoran : 6 
 
-  Pengolah Data 
dan Informasi : 13 

  Pasca Sarjana 
(S-2) : 12 
 

III/d : 44   
    

  Sarjana (S-1) : 
124 
 
D-III = 248 

III/c : 56 
  

-  Apoteker : 8  

   
D-IV = 18 III/b : 67      

  D-1 : 1 III/a : 49   -  Asisten 
Apoteker : 39  

  SMA/SMEA/SMF
/SPK/ STM : 15 II/d : 38      

  SMP : 2 II/c : 25   -  Bidan : 68  

  
 

II/b : 1 
 
IX : 43 

    

    
VII : 100 

  -  Epidemiolog 
Kesehatan : 12 
 

 

     X : 5   -  Administrator 
kesehatan : 42 
 

 

        -  Nutrisionis : 21  
        -  Penyuluh 

Kesehatan 
Masyarakat : 28 

 

        -  Perawat : 67  
        -  Perawat Gigi : 

21   

        -  Pranata 
Labkes : 23 

  

        -  Sanitarian : 23   
        -  Teknisi Elektro 

Medis : 5 
 

      Perekam Medis : 
40 
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Urusan Jumlah 
Pegawai 

Kualifikasi 
Pendidikan 

Pangkat 
dan 

Golongan 
Struktural/ 

Eselon 
Jabatan Staf Fungsional 

Umum Fungsional 
Tertentu 

         
Perencana : 1 
 
Analis SDM 
Aparatur  : 1 
 
Pengelola 
Pengadaan 
Barang/Jasa : 1 

  

          
Jumlah 567 470 470 7 441 22 

BIDANG 
PENGENDALIA
N PENDUDUK 
DAN KB 

PNS = 
22 

 
 
Dokter Gigi : 1 
 
Sarjana (S-1) : 
19 
 
Pasca Sarjana 
(S-2) = 1 
 
D-IV : 5 

IV/c : 9 III  : 1 

-  Administrator 
Kesehatan   : 11 
 

-  Penyuluh KB  : 
14 

 - Pengolah Data 
dan Informasi : 1 

PPPK = 
5 
 
Tenaga 
Kontrak 
= 8 

 IV/b : 1  

 

  SMA : 1 IV/a : 3    
    III/d : 3     
    III/c : 1    
    III/b : 3     
    III/a : 1 

II/d : 1 
IX : 5 

  
 

         
Jumlah 35 27 27 1 25 1  

 

Berdasarkan tabel di atas, sumber daya manusia di atas, kebutuhan 

sumber daya manusia di Dinas Kesehatan PP dan KB sudah sesuai dengan 

kompetensi yang diperlukan. Selain itu terdapat tambahan tenaga PPPK dan 

CPNS baru memperkuat sumber daya manusia yang tentunya perlu 

pengoptimalan kinerja sesuai dengan tenaga yang ada. Namun demikian perlu 

adanya reviu terhadap struktur organisasi Dinas Kesehatan PP dan KB Kota 

Madiun untuk menyederhanakan organisasi, yaitu dengan merubah sistem kerja 

dari yang berjenang menjadi tim kerja sehingga lebih kolaboratif dan dinamis 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. 
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Tabel 2. 2 Data Kepegawaian RSUD Kota Madiun 

No. Jabatan 
Status Kepegawaian Pendidikan Terakhir 

CPNS 
dan PNS PPPK Kontrak BLUD SD/SMP SMA D1/D3 D4/S1 S2/S3 

1 Pejabat Eselon II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Pejabat Eselon III 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 Pejabat Eselon IV 9 0 0 0 0 0 0 6 3 
4 Pejabat Sub 

Koordinator 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Fungsional Umum 
(JFU) 

11 9 6 208 1 228 1 4 0 

6 Fungsional Tertentu 
(JFT) 

220 149 0 54 0 0 257 125 41 

7 Pelaksana          
 TOTAL 244 158 6 262 1 228 258 135 48 

Berdasarkan data kepegawaian RSUD Kota Madiun, komposisi sumber daya 

manusia menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada tenaga non-PNS. Dari total 

670 pegawai, sebanyak 262 orang (39%) berstatus BLUD dan 6 orang (1%) berstatus 

kontrak. Tenaga BLUD ini mendominasi jabatan fungsional umum (JFU) dengan jumlah 

208 orang. Meskipun mayoritas tenaga fungsional tertentu (JFT) telah berstatus PNS 

(220) dan PPPK (149), jumlah JFT berstatus BLUD masih cukup besar, yakni 54 orang. 

Ketergantungan pada tenaga non-PNS ini dapat menimbulkan tantangan terkait 

stabilitas dan pengembangan karier jangka panjang bagi pegawai. Dari sisi pendidikan, 

kualifikasi staf mayoritas berada pada jenjang D3 hingga S1 (393 orang), yang sesuai 

untuk menunjang pelayanan teknis medis dan administrasi. Namun, jumlah staf dengan 

pendidikan SMA yang cukup tinggi (228 orang) perlu diimbangi dengan program 

peningkatan kompetensi berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan yang 

optimal. 

Tabel 2. 3 Fasilitas Kesehatan di Kota Madiun 

No. Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah Satuan 

1 Jumlah Rumah Sakit Umum 8 RS 

2 Jumlah Rumah Sakit Khusus 2 RS 

3 Jumlah Puskesmas Rawat Inap 0 Puskesmas 

4 Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap 6 Puskesmas 

5 Jumlah Puskesmas Keliling 6 Puskesmas keliling 
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No. Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah Satuan 

6 Jumlah Puskesmas pembantu 18 Pustu 

7 Jumlah Apotek 99 Apotek 

8 Jumlah Klinik Pratama 38 Klinik Pratama 

9 Jumlah Klinik Utama 6 Klinik Utama 

10 RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1 100 % 
 

Analisis terhadap infrastruktur fasilitas kesehatan di Kota Madiun menunjukkan 

ketersediaan jaringan yang komprehensif, mencakup fasilitas tingkat primer hingga 

rujukan. Struktur ini didominasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang 

terdiri dari 6 Puskesmas, 18 Puskesmas Pembantu, dan 38 klinik pratama, yang 

mengindikasikan aksesibilitas pelayanan dasar yang memadai bagi masyarakat. 

Pada tingkat rujukan, terdapat 10 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 

(FKRTL), yang terdiri dari 8 Rumah Sakit Umum dan 2 Rumah Sakit Khusus. 

Keberadaan rumah sakit pemerintah dan swasta menunjukkan adanya keseimbangan 

antara sektor publik dan privat dalam penyediaan layanan spesialistik. Struktur ini 

diperkuat oleh 99 apotek yang esensial untuk mendukung diagnosis dan terapi. Secara 

keseluruhan, arsitektur sistem kesehatan kota telah membentuk hierarki pelayanan yang 

jelas, dari deteksi dini di tingkat primer hingga penanganan kasus kompleks di tingkat 

rujukan. Meskipun demikian, optimalisasi integrasi dan distribusi geografis layanan 

masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan pemerataan dan efisiensi.. 

Tabel 2. 4 Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Madiun 

No. Sumber Daya Manusia Kesehatan L P L+P Satuan 

1 Jumlah Dokter Spesialis 97 76 173 Orang 

2 Jumlah Dokter Umum 70 180 250 Orang 

3 
Rasio Dokter (spesialis+umum) 

  
210 per 100.000 

penduduk 

4 Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi 
Spesialis 

30 68 98 Orang 
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No. Sumber Daya Manusia Kesehatan L P L+P Satuan 

5 Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi 
Spesialis) 

  
49 per 100.000 

penduduk 

6 Jumlah Bidan 
 

356 
 

Orang 

7 
Rasio Bidan per 100.000 penduduk 

 
176 

 
per 100.000 
penduduk 

8 
Jumlah Perawat 

442 1.01
6 

1.458 Orang 

9 
Rasio Perawat per 100.000 penduduk 

  
723 per 100.000 

penduduk 

10 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat 11 102 113 Orang 

11 Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan 11 28 39 Orang 

12 Jumlah Tenaga Gizi 9 63 72 Orang 

13 Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium 
Medik 

28 140 168 Orang 

14 Jumlah Tenaga Teknik Biomedika 
Lainnya 

44 43 87 Orang 

15 Jumlah Tenaga Keterapian Fisik 8 38 46 Orang 

16 Jumlah Tenaga Keteknisian Medis 51 140 191 Orang 

17 Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian 26 247 273 Orang 

18 Jumlah Tenaga Apoteker 31 152 183 Orang 

19 Jumlah Tenaga Kefarmasian 52 494 546 Orang 
 

Berdasarkan data "Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Madiun", 

tergambar profil kuantitatif tenaga kesehatan (nakes) yang didominasi oleh perawat dan 

bidan, mencerminkan tulang punggung sistem pelayanan kesehatan primer. Tingginya 

persentase kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) di kalangan nakes 

mengindikasikan tingkat kepatuhan regulasi dan standardisasi kompetensi profesional 

yang solid. 

Distribusi nakes menunjukkan konsentrasi yang signifikan pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama di Puskesmas, yang selaras dengan 

fungsi strategisnya dalam memberikan layanan promotif, preventif, dan kuratif dasar. 

Sementara itu, tenaga medis spesialis terkonsentrasi di Fasilitas Kesehatan Rujukan 
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Tingkat Lanjut (FKRTL), yaitu rumah sakit, sesuai dengan hierarki sistem rujukan 

kesehatan. Data ini secara agregat menunjukkan ketersediaan SDM kesehatan yang 

terstruktur, meskipun analisis lebih mendalam terkait rasio nakes per populasi dan 

distribusi geografis per kelurahan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan 

dan merumuskan kebijakan alokasi sumber daya yang lebih presisi. Keberadaan 

apoteker yang tersebar di apotek juga menjadi komponen vital dalam menjamin 

farmakoekonomi dan keamanan farmasi bagi masyarakat. 

Tabel 2. 5 Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Madiun 
NO UNIT KERJA DOKTER 

SPESIALIS 
DOKTER TOTAL DOKTER 

GIGI 
DOKTER 

 GIGI 
SPESIALIS 

TOTAL 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 
A PUSKESMAS       

1 Manguharjo 0 5 5 2 0 2 
2 Ngegong 0 4 4 2 0 2 
3 Banjarejo 0 5 5 3 0 3 
4 Demangan 0 4 4 2 0 2 
5 Tawangrejo 0 6 6 2 0 2 
6 Sukosari 0 5 5 2 0 2 

 TOTAL PUSKESMAS 0 29 29 13 0 13 

B RUMAH SAKIT       

1 Rs Umum Daerah Dr. Soedono 
Madiun 

66 29 95 2 3 5 

2 Rs Umum Daerah Kota Madiun 22 14 36 1 1 2 
3 Rs Umum Santa Clara 30 9 39 3 0 3 
4 Rs Umum Islam Siti Aisyah 40 17 57 2 0 2 
5 Rs Umum Griya Husada 

Madiun 
43 8 51 3 0 3 

6 Rs Umum TNI Ad Tk. IV 
05.04.01 Kota Madiun 

10 8 18 2 1 3 

7 Rs Ibu dan Anak Al Hasanah 8 5 13 0 0 0 
8 Rs Paru Manguharjo Madiun 17 12 29 1 1 2 
9 Rs Umum Darmayu Madiun 25 8 33 3 1 4 

10 Rs Hermina Madiun 25 10 35 3 6 9 
 TOTAL RUMAH SAKIT 286 120 406 20 13 33 

C SARANA FASILITAS 
PELAYANAN KESEHATAN 
LAINNYA 

      

1 Klinik 15 108 123 23 0 23 
2 Praktek Nakes Mandiri 18 28 46 41 6 47 
3 Sarana Kefarmasian dan Alkes 0 0 0 0 0 0 
4 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0 0 
5 Laboratorium Kesehatan 5 1 6 0 0 0 
6 Optik 0 0 0 0 0 0 
7 PSC 119 0 0 0 0 0 0 
8 UPT Transfusi Darah 0 5 5 0 0 0 
9 Balai Besar Kekarantinaan 

Kesehatan 
0 0 0 0 0 0 

10 Balai Kesehatan Kulit, Kelamin 
dan Komestik 

0 0 0 0 0 0 

11 Balai Pengobatan/ Kesehatan 
Masyarakat 

0 0 0 0 0 0 
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NO UNIT KERJA DOKTER 
SPESIALIS 

DOKTER TOTAL DOKTER 
GIGI 

DOKTER 
 GIGI 

SPESIALIS 

TOTAL 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 
12 Institusi Diklat dan 

Pengembangan SDMK 
0 0 0 0 0 0 

13 Institusi Pendidikan Tenaga 
Kesehatan 

0 0 0 0 0 0 

14 Pengobatan Tradisional 0 0 0 0 0 0 
15 Pusat Pelayanan Kesehatan 

Gigi dan Mulut 
0 0 0 0 0 0 

16 Fasyankes lainnya 0 0 0 0 0 0 
 TOTAL SARANA 

FASYANKES LAINNYA 
38 142 180 64 6 70 

Jumlah berdasarkan Pelayanan 
(A+B+C) 

271 310 581 109 16 125 

Jumlah Berdasarkan Wilayah (STR) 173 250 423 87 11 98 
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk 85,7 123,9 209,6 43,1 5,5 48,6 

 

Berdasarkan data tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota 

Madiun, terlihat adanya konsentrasi tenaga dokter spesialis di rumah sakit, yang 

sesuai dengan fungsinya sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 

(FKRTL). Dari total 233 dokter spesialis yang berpraktik di rumah sakit, distribusi 

terbesar berada di RS Umum Daerah Dr. Soedono (64 dokter), RS Umum Islam 

Siti Aisyah (41 dokter), dan RS Umum Santa Clara (25 dokter). 

Di tingkat layanan primer, 6 puskesmas di Kota Madiun didukung oleh total 42 

dokter umum dan 20 dokter gigi, tanpa adanya dokter spesialis. Puskesmas 

Manguharjo dan Tawangrejo memiliki jumlah dokter umum terbanyak, masing-

masing 11 dan 10 dokter. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, 

seperti klinik dan praktik mandiri, juga menjadi tempat praktik bagi sejumlah besar 

tenaga medis, dengan total 142 dokter umum dan 64 dokter gigi. 

Data juga menunjukkan perbedaan antara jumlah tenaga medis yang tercatat 

berdasarkan fasilitas pelayanan (581 dokter umum dan spesialis, serta 125 dokter 

gigi dan gigi spesialis) dengan jumlah yang terdaftar berdasarkan Surat Tanda 

Registrasi (STR) di wilayah tersebut (423 dokter umum dan spesialis, serta 98 

dokter gigi dan gigi spesialis). Perbedaan ini mengindikasikan kemungkinan 

adanya dokter yang memiliki lebih dari satu tempat praktik di berbagai jenis 

fasilitas kesehatan. Rasio tenaga medis terhadap 100.000 penduduk 

menunjukkan angka 209,6 untuk dokter secara umum dan 48,6 untuk dokter gigi, 

yang memberikan gambaran mengenai ketersediaan tenaga medis di Kota 

Madiun 
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Berdasarkan data sampai dengan Januari 2024, jumlah aset tetap Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

tercatat sebagai berikut : 

Tabel 2. 6 Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Madiun 

Gol Bid Nama Bidang Barang 
Keadaan Per April 2025 

Jumlah Harga (Rp.) 

1   Tanah 1 100.000.000,00 

  1.01 Tanah 1 100.000.000,00 

2   Peralatan Dan Mesin 2290 28.304.638.944,54 

  2.01 Alat Besar 4 67.517.400,00 

  2.02 Alat Angkutan 130 7.461.592.681,00 

  2.03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 27 357.696.251,42 

  2.04 Alat Pertanian 9 182.295.204,00 

  2.05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga 589 2.297.514.683,75 

  2.06 Alat Studio, Komunikasi Dan 
Pemancar 91 900.260.301,06 

  2.07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan 937 8.076.919.600,93 

  2.08 Alat Laboratorium 204 5.925.812.402,93 

  2.09 Alat Persenjataan 5 158.730.000,00 

  2.10 Komputer 268 2.643.532.419,45 

  2.11 Alat Eksplorasi 0 0,00 

  2.12 Alat Pengeboran 0 0,00 

  2.13 Alat Produksi, Pengolahan Dan 
Pemurnian 0 0,00 

  2.14 Alat Bantu Eksplorasi 0 0,00 

  2.15 Alat Keselamatan Kerja 8 22.000.000,00 

  2.16 Alat Peraga 0 0,00 

  2.17 Peralatan Proses/Produksi 0 0,00 

  2.18 Rambu-Rambu 18 210.768.000,00 

  2.19 Peralatan Olahraga 0 0,00 

3   Gedung Dan Bangunan 24 2.467.193.547,00 

  3.01 Bangunan Gedung 6 2.235.361.547,00 

  3.02 Monumen 18 231.832.000,00 

  3.03 Bangunan Menara 0 0,00 

  3.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti 0 0,00 

4   Jalan, Jaringan Dan Irigasi 0 0,00 

  4.01 Jalan Dan Jembatan 0 0,00 

  4.02 Bangunan Air 0 0,00 
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Gol Bid Nama Bidang Barang 
Keadaan Per April 2025 

Jumlah Harga (Rp.) 

  4.03 Instalasi 0 0,00 

  4.04 Jaringan 0 0,00 

5   Aset Tetap Lainnya 0 0 

  5.01 Bahan Perpustakaan 0 0,00 

  5.02 Barang Bercorak 
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0 0,00 

  5.03 Hewan 0 0,00 

  5.04 Biota Perairan 0 0,00 

  5.05 Tanaman 0 0,00 

  5.06 Barang Koleksi Non Budaya 0 0,00 

  5.07 Aset Tetap Dalam Renovasi 0 0,00 

6   Kontruksi Dalam Pengerjaan  1 462.825.000,00 

  6.01 Kontruksi Dalam Pengerjaan  1 462.825.000,00 

    Jumlah 2.316 31.334.657.491,54 
 

Berdasarkan data per April 2025, Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun memiliki total 

aset tetap senilai Rp 31.334.657.491,54. Portofolio aset ini didominasi oleh 

kategori Peralatan dan Mesin, yang mencerminkan fokus utama dinas pada 

operasional pelayanan kesehatan langsung. 

Rincian Komposisi Aset: 

a. Peralatan dan Mesin: Kategori ini merupakan komponen terbesar dengan nilai 

total Rp 28.304.638.944,54, atau sekitar 90% dari total nilai aset. Aset dalam 

kategori ini sangat vital untuk menunjang fungsi teknis pelayanan di fasilitas 

kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). 

Subkategori dengan nilai paling signifikan meliputi: 

1) Alat Kedokteran dan Kesehatan: Rp 8.076.919.600,93. 

2) Alat Angkutan: Rp 7.461.592.681,00, yang menunjukkan adanya 

investasi besar pada mobilitas tenaga kesehatan untuk program 

lapangan. 

3) Alat Laboratorium: Rp 5.925.812.402,93. 

4) Komputer: Rp 2.643.532.419,45. 
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b. Gedung dan Bangunan: Memiliki nilai total Rp 2.467.193.547,00. 

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan: Terdapat satu proyek konstruksi dengan 

nilai Rp 462.825.000,00. 

2) Tanah: Tercatat satu bidang tanah dengan nilai Rp 100.000.000,00. 

Meskipun memiliki aset operasional yang signifikan, data tersebut menyoroti 

sebuah anomali kritis: ketiadaan aset berupa gedung kantor permanen untuk unit 

kerja Dinkes PPKB itu sendiri. Gedung kantor lama telah dialihfungsikan menjadi 

Mal Pelayanan Publik. Kondisi ini menciptakan kerentanan operasional yang 

dapat menghambat efisiensi koordinasi administrasi, perencanaan, dan 

pengendalian program kesehatan. Oleh karena itu, pengadaan gedung kantor 

baru dianggap sebagai sebuah urgensi strategis untuk menjamin optimalisasi 

fungsi manajemen kesehatan publik di Kota Madiun 

c. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Madiun 

Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjelaskan memuat indikator 

SPM untuk Urusan Wajib, Indikator Kinerja Daerah (IKD), indikator Tujuan dan 

Indikator Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dan jajaran kesehatan diseluruh Kota Madiun. 

Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Walikota Madiun dan masyarakat Kota 

Madiun capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. 7 Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun (T-C.23) 

NO INDIKATOR 
KINERJA 

TARGE
T NSPK 

TARGET 
IKK/IKD 

TARGET 
INDIKATOR 
LAINNYA 

  REALISASI CAPAIAN THN KE- RASIO CAPAIAN THN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

1 Umur Harapan Hidup   √           72,81 72.83 73.13 73.44 75.67           

2 Persentase Keluarga 
Sehat     √   50.00% 52.00% 54.00% 57.00%   51.00% 55.00% 57.00% 59.00%   102.00% 105.77% 105.56% 103.51% 

3 Persentase rumah 
tangga sehat     √     70.00% 71.00% 71.00%     64.88% 71.00% 72.14%     92.69% 100.00% 101.61% 

4 Persentase rumah 
sehat     √     88.00% 89.00% 90.00%     88.33% 89.70% 90.02%     100.38% 100.79% 100.02% 

5 

Persentase rata-rata 
upaya kesehatan 
bersumber 
masyarakat berstrata 
puri 

    √ 

  

  62.00% 62.50% 86.43%     80.67% 86.43% 88.20%     130.11% 138.29% 102.05% 

6 Indeks Keluarga 
Sehat     √   0.5 0.52 0.54 0.57   51.00% 55.00% 57.00% 59.00%   102.00% 105.77% 105.56% 103.51% 

7 
Persentase tenaga 
kesehatan yang 
teregristrasi 

    √ 
  

  90.00% 91.00% 92.00%     90.00% 95.50% 92.00%     100.00% 104.95% 100.00% 

8 

Persentase capaian 
aplikasi sarana 
prasarana kesehatan 
(ASPAK) Puskesmas 

    √ 

  

  84.60% 84.80% 85.00%     85.76% 86.13% 88.00%     101.37% 101.57% 103.53% 

9 

Persentase 
peningkatan sarana 
pelayanan 
kefarmasian yang 
beroperasi sesuai 
standart 

    √ 

  

  74.00% 76.00% 78.00%     75.00% 78.00% 79.00%     101.35% 102.63% 101.28% 

10 

Persentase 
masyarakat Kota 
Madiun yang memiliki 
jaminan kesehatan 

    √ 

  

  98.00% 99.00% 100.00
%     98.73% 100.30% 101.02

%     100.74% 101.31% 101.02% 
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NO INDIKATOR 
KINERJA 

TARGE
T NSPK 

TARGET 
IKK/IKD 

TARGET 
INDIKATOR 
LAINNYA 

  REALISASI CAPAIAN THN KE- RASIO CAPAIAN THN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

11 

Rata-rata Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
(IKM) puskesmas se- 
Kota Madiun 

    √ 

  

  86.20 86.40 86.60     86.02 87.66 87.10     99.79% 101.46% 100.57% 

12 
Persentase rata - rata 
nilai Penilaian Kinerja 
Puskesmas (PKP) 

    √ 

  

  86.92% 87.53% 88.11%     97.71% 96.71% 97.84%     112.41% 110.49% 111.04% 

13 

Persentase Upaya 
Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM)  
yang mengalami 
kenaikan strata 

    √ 

  

  62.00% 62.50% 86.43% 60.38% 59.67% 80.67% 86.43% 88.20%     130.11% 138.29% 102.05% 

14 

Persentase indikator 
SPM (Standar 
Pelayanan Minimal) 
Kesehatan mencapai 
target 

    √     66.67% 75.00% 83.33%     91.67% 91.67% 100.00
%     137.49% 122.22% 120.00% 

15 

Persentase kualitas 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) 
Kesehatan yang 
sesuai standar 

    √   89.00% 90.00% 91.00% 92.00%   85.47% 95.00% 95.50% 96.00%   96.03% 105.56% 104.95% 104.35% 

16 

Persentase Fasilitas 
Pelayanan Farmasi, 
Industri Rumah 
Tangga Pangan 
(IRTP), Tempat 
Pengelolaan Pangan 
(TPP) dan Depot Air 
Minum (DAM) sesuai 
Standar 

    √   86.00% 87.00% 88.00% 90.22%   87.88% 90.72% 88.50% 90.32%   102.19% 104.28% 100.57% 100.11% 

17 Contraception 
Prevalency Rate     √     62.54% 63.00% 68.00%   69.84% 73.32% 75.51% 71.00%     117.24% 119.86% 104.41% 
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NO INDIKATOR 
KINERJA 

TARGE
T NSPK 

TARGET 
IKK/IKD 

TARGET 
INDIKATOR 
LAINNYA 

  REALISASI CAPAIAN THN KE- RASIO CAPAIAN THN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
diatas rata-rata 
nasional 

18 Persentase Unmet 
Need     √   16.93% 8.00% 7.50% 6.74%   11.90% 6.74% 4.73% 5.58%   129.71% 115.75% 136.93% 117.21% 

19 

Persentase 
Kepesertaan Anggota 
Tribina PUS yang ber-
KB 

    √   80.25% 81.00% 82.00% 86.16%   81.00% 87.37% 87.51% 97.10%   100.93% 107.86% 106.72% 112.70% 

20 Jumlah SSK      √   4 7 8 13   4 11 13 13   100.00% 157.14% 162.50% 100.00% 

21 
Jumlah Kampung KB 
yang berstandar 
paripurna 

    √   3 4 5 7   3 7 7 7   100.00% 175.00% 140.00% 100.00% 

22 Pelayanan kesehatan 
ibu hamil     √ 100% 100% 100% 100% 100% 

 
99.31% 100% 100% 100.12% 100.50

% 99.31% 100.00% 100.00% 100.12% 100.50% 

23 Pelayanan kesehatan 
ibu hamil     √ 100% 100% 100% 100% 100% 

100.04% 
100.29% 100.13% 100.38% 100.10

% 100.04% 100.29% 100.13% 100.38% 100.10% 

24 Pelayanan kesehatan 
bayi baru lahir     √ 100% 100% 100% 100% 100% 

100.72% 
101.19% 100.53% 101.30% 101.10

% 100.72% 101.19% 100.53% 101.30% 101.10% 

25 Pelayanan kesehatan 
balita     √ 100% 100% 100% 100% 100% 98.82% 99.78% 100.62% 100.20% 100.70

% 98.82% 99.78% 100.62% 100.20% 100.70% 

26 
Pelayanan kesehatan 
pada usia pendidikan 
dasar 

    √ 100% 100% 100% 100% 100% 
79.41% 

89.26% 100% 100% 100% 79.41% 89.26% 100.00% 100.00% 100.00% 

27 Pelayanan kesehatan 
pada usia produktif     √ 100% 100% 100% 100% 100% 

104.63% 
118.39% 110.81% 100.00% 108.30

% 104.63% 118.39% 110.81% 100.00% 108.30% 

28 Pelayanan kesehatan 
pada usia lanjut     √ 100% 100% 100% 100% 100% 

76.10% 
99.33% 102.03% 102.57% 104.60

% 76.10% 99.33% 102.03% 102.57% 104.60% 

29 Pelayanan kesehatan 
penderita hipertensi     √ 100% 100% 100% 100% 100% 

55.85% 
54.99% 56.23% 62.03% 100.20

% 55.85% 54.99% 56.23% 62.03% 100.20% 
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NO INDIKATOR 
KINERJA 

TARGE
T NSPK 

TARGET 
IKK/IKD 

TARGET 
INDIKATOR 
LAINNYA 

  REALISASI CAPAIAN THN KE- RASIO CAPAIAN THN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

30 
Pelayanan kesehatan 
penderita diabetes 
melitus 

    √ 100% 100% 100% 100% 100% 
112.74% 

118.04% 121.45% 108.84% 102.40
% 112.74% 118.04% 121.45% 108.84% 102.40% 

31 
Pelayanan kesehatan 
orang dengan 
gangguan jiwa berat 

    √ 100% 100% 100% 100% 100% 
108.90% 

115.09% 106.19% 110.32% 105.20
% 108.90% 115.09% 106.19% 110.32% 105.20% 

32 
Pelayanan kesehatan 
orang terduga 
tuberkulusis 

    √ 100% 100% 100% 100% 100% 
63.78% 

52.68% 126.41% 113.53% 101.30
% 63.78% 52.68% 126.41% 113.53% 101.30% 

33 

Pelayanan kesehatan 
orang dengan resiko 
terinfeksi virus yang 
melemahkan daya 
tahan tubuh manusia 
(Human 
Immunodeficiency 
Virus) 

    √ 100% 100% 100% 100% 100% 

111.81% 

102.10% 118.49% 114.34% 119.90
% 111.81% 102.10% 118.49% 114.34% 119.90% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan indikator 

tujuan, sasaran dan program di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun mengalami 

perubahan dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022-2024. Hal tersebut dikarenakan 

Renstra Dinas Kesehatan, PP dan KB periode sebelumnya tahun 2019-2024, mengalami 

dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama karena adanya perubahan SOTK dari 

Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021. Kemudian perubahan renstra 

yang kedua karena adanya keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 

tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Peraturan tersebut mengalami 

perubahan kembali berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-

1317 tahun 2023.  

Adanya perubahan renstra tersebut membuat tidak semua indikator pelayanan 

di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun bisa dibandingkan selama 5 tahun, kecuali 

indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Capaian indikator SPM 

mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana tahun 

2020 hanya 50% indikator yang sesuai dengan target namun capaiannya meningkat 

seiring tahun hingga semua indikator bisa mencapai target pada tahun 2024. Hal 

tersebut menunjukkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sasaran SPM yang 

telah ditetapkan lebih mendekati sasaran riil. Hal tersebut tidak lepas dari upaya dan 

kerja sama lintas program dan semua fasilitas kesehatan yang ada di Kota Madiun untuk 

memberikan pelayanan terkait 12 sasaran SPM kesehatan serta melaporkan layanan 

yang telah diberikan. Namun demikian masih terdapat tantangan dalam mencapai target 

SPM ke depan yaitu, beberapa indikator berubah definisi operasionalnya sehingga 

layanan lebih kompleks untuk mencapai layanan standar, misalnya saja SPM Pelayanan 

kesehatan pada usia produktif. Pencapaian SPM Kesehatan tersebut tidak lepas dari 

dukungan dari Wali Kota Madiun, lintas program dan lintas sektor sehingga terdapat 

sinergi dalam pelayanan yang telah dimandatori dari pemerintah pusat tersebut. 

Capaian target tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pun 

menunjukkan hasil yang baik, yaitu semua indikator telah tercapai pada tahun 2023 dan 

tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 yang hanya tercapai 

85,7%. Pada tahun 2022, terdapat indikator Persentase Rumah Tangga Sehat. Hal ini 

disebabkan karena adanya perubahan Definisi Operasional (DO) dalam pelaksanaan 

kegiatan. Adapun DO awal dari “Tidak Merokok” ini adalah apabila tidak ada anggota 

rumah tangga umur 10 tahun ke atas yang merokok di dalam rumah. Indikator tersebut 
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berubah menjadi rumah tangga tidak merokok yaitu apabila tidak ada anggota rumah 

tangga umur 10 tahun ke atas yang merokok, tidak memperhitungkan di dalam maupun 

luar rumah. Hal tersebut mengakibatkan target yang telah ditetapkan berdasarkan DO 

yang lama di tahun 2021 tidak dapat tercapai. Merokok merupakan masalah yang serius, 

sehingga perlu peningkatan kegiatan advokasi, promosi dan penyuluhan kesehatan 

tentang bahaya merokok, dan peningkatan pemanfaatan layanan Upaya Berhenti 

Merokok di Puskesmas. 

Indikator Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas pada tahun 

2022 juga tidak tercapai, Hal tersebut dikarenakan :  

1. Seluruh puskesmas tidak memiliki lahan parkir 

2. Sebagian puskesmas tidak memiliki kantin karena lahan terbatas 

3. Belum meratanya pembagian tugas 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target yang telah dilakukan, 

antara lain dengan melakukan evaluasi internal secara berkala sehingga dapat diketahui 

factor penghambat capaian dan dapat disusun rencana tindak lanjut (RTL) untuk 

meningkatkan capaian.  
1) Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan PP dan KB 

Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan PP dan KB tahun 2020-2024 

mengalami fluktuasi. 

 

 
Gambar 2. 2 Grafik Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan PP dan KB 2020-2024 
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Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 capaian IPP 

Dinas Kesehatan PPKB mencapai 3,44 masuk di range : 3,01 – 3,50 : B- (kategori 
Baik dengan catatan) artinya unit pelayanan sudah menerapkan sebagian 

kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah 
memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. Pada tahun 2021 terjadi 

penurunan capaian IPP Dinas Kesehatan PPKB mencapai 3,26, masih di range 
3,01 – 3,50 : B - (Kategori Baik dengan Catatan) yang artinya bahwa unit 

pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik 
dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara 

optimal. Pada Tahun 2022 capaian IPP Dinas Kesehatan PPKB turun di nilai 2,8. 

Hai ini berarti bahwa nilainya masuk di range 2,51 – 3,00 : C (Cukup) Unit 
pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara 

optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum 
memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan. Tahun 2023 capaian IPP 

Dinas Kesehatan PPKB naik menjadi 4,38 di range 4,01 – 4,50 : A- (Sangat Baik) 

yang artinya unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-

undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator. Tahun 2024 

capaian IPP Dinas Kesehatan PPKB naik menjadi 4,58 di range 4,51 – 5,00 : A 
(Pelayanan Prima) artinya bahwa unit pelayanan sudah menerapkan seluruh 

aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan 

perundangan-undangan. 
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2) Persentase Rumah Tangga Sehat 
Capaian Kinerja Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat 

melalui penilaian 10 Indikator rumah tangga Tahun 2024 dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun sebelumnya memiliki tren yang fluktuasi, kadang naik, 

kadang turun Berikut grafik capaian Rumah Tangga Sehat. 
 

 
Gambar 2. 3 Grafik Persentase Rumah Tangga Sehat Kota Madiun 

 

Capaian kinerja perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penilaian 10 

indikator pada rumah tangga menunjukkan persentase rumah tangga sehat tahun 

2020 sampai tahun 2022 terjadi penurunan capaian kinerja dikarenakan adanya 

perubahan definisi operasional pada salah satu indikator yaitu indikator merokok. 

Dengan dilakukannya upaya advokasi dan promotif mengenai perilaku hidup 

bersih dan sehat melalui publikasi berbagai media pada tahun 2024 capaian 

kinerja perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat meningkat dari 71% menjadi 

72,14% sehingga terdapat peningkatan sebesar 1,14%. 
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3) Persentase Rumah Sehat 
Sebagai upaya pembaharuan data setiap tahun dan sebagai upaya 

pembinaan rumah sehat kepada masyarakat secara langsung, maka 

dilaksanakan kegiatan pendataan rumah setiap tahun oleh kader kesehatan 

lingkungan dengan pembinaan dari petugas sanitarian puskesmas.  Hasil 

pendataan akan di masukkan aplikasi Rumahku yang tetap digunakan dari tahun 

sebelumnya karena sangat mendukung untuk mengetahui kondisi rumah diakhir 

tahun untuk dilakukan evaluasi dan rencana pembinaan . Aplikasi Rumahku ini 

dapat diakses dan diunduh di handphone dan website Dinas Kesehatan PP KB 

Kota Madiun.  

Adapun pelaporan data  yang diperoleh dari kader akan diinput oleh 

pengelola program puskesmas pada aplikasi “Rumahku”. Melalui aplikasi 

tersebut, diperoleh data laporan yang bisa diakses oleh semua petugas 

puskesmas dan Dinas Kesehatan dimanapun berada. Saat ini aplikasi Rumahku 

tidak hanya data rumah sehat saja, namun ditambahkan indikator rumah dengan 

perilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Hasil pengolahan data 

rumah yang ditunjukkan pada prosentase rumah sehat dapat dilihat pada 5 tahun 

terakhir pada gambar berikut ;  

 
Gambar 2. 4 Grafik Perbandingan Persentase Rumah Sehat 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rumah sehat meningkat sejak 

Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Namun terjadi penurunan dari tahun 

2021 ke tahun 2022 karena adanya perubahan indikator rumah sehat. Perubahan 

tersebut terkait dengan penambahan data rumah ber STBM pada pilar 4 yaitu  

pengelolaan makanan yang aman. Meskipun demikian capaian tersebut sudah 
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diatas target Nasional dan target yang telah ditetapkan dan dengan Komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) terkait rumah sehat yang dilakukan secara terus 

menerus baik oleh petugas maupun Masyarakat yaitu kader kesehatan, 

prosentase rumah sehat meningkat di Tahun 2024. 

 

4) Persentase Rata-Rata UKBM Berstrata PURI 
Perbandingan capaian indikator Persentase rata-rata Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berstrata PURI tahun 2024 mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dalam 5 

(lima) tahun terakhir yakni tahun 2020 s.d. 2024. 

 
Gambar 2. 5 Grafik Persentase Rata-Rata UKBM Berstrata PURI Tahun 2020-2024 

Tabel di atas mengambarkan Capaian Persentase rata-rata Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berstrata PURI di Kota Madiun 

pada tahun 2024 lebih tinggi dibanding lima tahun sebelumnya. Peningkatan 

capaian kinerja indikator ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi dan komunikasi 

yang baik antar lintas program / lintas sektor, adanya perencanaan yang baik, dan 

tersedianya sumber dana yang cukup. Disisi lain juga terdapat faktor penghambat 

yaitu kegiatan kader yang dinamis, akan tetapi tidak mempengaruhi pencapaian 

peningkatan UKBM berstrata PURI. Untuk kedepannya diperlukan Rencana 

Tindak Lanjut (RTL) berupa Optimalisasi koordinasi, komunikasi serta 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kader di lapangan yang 

dinamis, sehingga jumlah UKBM berstrata PURI dapat meningkat secara 

berkesinambungan. 
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5) Indeks Keluarga Sehat 

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) adalah 

suatu upaya pelayanan kesehatan melalui pendekatan kepada keluarga dengan 

menggali faktor risiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status 

kesehatan keluarga. Persentase Keluarga Sehat adalah perhitungan 12 

indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 

sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam Keluarga Sehat adalah 

keluarga dengan IKS > 0,8. Melalui upaya intervensi terhadap faktor resiko 

penyakit dalam keluarga diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan 

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat” dengan indikator capaian 

kinerja adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Capaian IKS Kota Madiun tahun 

2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Gambar 2. 6 Indeks Keluarga Sehat Kota Madiun Tahun 2020-2024 

Dari tabel diatas menunjukan adanya indikasi bahwa terjadi peningkatan 

jumlah keluarga sehat di Kota Madiun yang berarti semakin baik juga derajat 

kesehatan masyarakat di Kota Madiun 
 

6)  Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi 
Nilai capaian kinerja dengan sasaran “Meningkatnya kualitas Sumber 

Daya Manusia Kesehatan” Indikator ini baru digunakan pada tahun 2022 

mengikuti perubahan Renstra Dinas Kesehatan PP dan KB tahun 2019-2024.  
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Gambar 2. 7 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas SDM 

Kesehatan Tahun 2022-2024 
 

Hasil perbandingan pada gambar di atas menunjukkan bahwa kualitas 

Sumber Daya Manusia Kesehatan mengalami penurunan pada tahun 2024 

sebesar 3,5%  dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan beberapa 

faktor antara lain adanya perubahan regulasi mengenai STR dan SIP pada 

Undang-undang Kesehatan no 17 tahun 2023. Perubahan regulasi ini 

mengakibatkan perubahan mekanisme pengurusan STR melalui aplikasi online 

yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan membutuhkan waktu untuk 

proses sosialisasi, adaptasi dan implementasi.  

 

7)  Persentase capaian Aplikasi sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) 
Puskesmas 

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas selalu 

dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan di 

Kota Madiun.  
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Gambar 2. 8 Grafik Perbandingan Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Kota 

Madiun Tahun 2020-2024 
 

Terbukti dari Persentase capaian ASPAK Puskesmas trennya cenderung 

meningkat dari tahun 2020-2024. Namun, terdapat penurunan Persentase ASPAK 

pada tahun 2022, hal ini karena dilakukan validasi data ASPAK secara menyeluruh 

di semua Puskesmas. Sehingga didapatkan data valid pada tahun 2022, meskipun 

capaiannya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun capaian indikator ini 

meningkat mulai tahun 2023 karena adanya tambahan petugas ATLM di 2 

Puskesmas. 

  

8) Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standar 
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap 

Pelayanan Kefarmasian” baru digunakan pada tahun 2022 karena pada tahun 

sebelumnya hanya ada 4 sasaran. Selain itu, pada tahun 2021 belum ada 

pelaporan pelayanan farmasi apotek sehingga belum bisa dihitung capaiannya. 

Untuk indikator “Persentase Peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang 

beroperasi sesuai standar” dihitung dengan rumus jumlah sarana pelayanan 

farmasi yang melakukan Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling dibagi 

jumlah sarana yang melapor.  
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Gambar 2. 9 Grafik Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Beroperasi 

Sesuai Standar Tahun 2022-2024 
 

Berdasarkan hasil diatas persentase sarana pelayanan kefarmasian yang 

beroperasi sesuai standar mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2024. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kualitas sarana pelayanan 

kefarmasian di Kota Madiun setiap tahunnya. 
 

9) Persentase Masyarakat Kota Madiun yang memiliki Jaminan Kesehatan 
Nilai capaian kinerja dengan sasaran “Terpenuhinya Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Kota Madiun” mengalami peningkatan capaian dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

 
Gambar 2. 10 Grafik Persentase Masyarakat Kota Madiun yang Memiliki Jaminan 

Kesehatan Tahun 2020-2024 
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Hasil perbandingan pada gambar di atas menunjukkan bahwa capaian 

kinerja di tahun 2020 lebih rendah yaitu mencapai angka 95,07% sedangkan di 

tahun 2022 mencapai angka 98,73%. Sempat terjadi peningkatan yang tajam di 

tahun 2021, dimana capaian UHC Kota Madiun sudah mencapai 100,76%, 

melebihi dari target. Akan tetapi terjadi penurunan kembali di tahun 2022 sebesar 

2,03% karena pada tahun tersebut dilakukan pembersihan data sebagai tindak 

lanjut atas temuan BPK Pada tahun 2024, capaian kepesertaan kembali 

mengalami peningkatan seiring upaya perbaikan data dan kegiatan rekonsiliasi 

bersama BPJS Kesehatan.  

 

10) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se- Kota Madiun 
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-Kota Madiun 

tahun 2024 menurun nilainya dibandingkan tahun 2023. 

 
Gambar 2. 11 Grafik Rata – Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-

Kota Madiun 2020-2024 
 

Hasil Grafik Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-

Kota Madiun menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi 

mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Salah satu faktor 

penyebab dari penurunan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah kurangnya 

sarana prasarana bagi masyarakat. Salah satu sarana prasarana yang dibutuhkan 

adalah lahan parkir bagi pasien yang berkunjung ke Puskesmas. 
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11) Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 
Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) puskesmas se- Kota Madiun 

tahun 2024 meningkat nilainya dibandingkan tahun sebelumnya 

 

 

 
Gambar 2. 12 Grafik Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)  

Tahun 2020-2024 
Hasil Grafik Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 

puskesmas se-Kota Madiun cenderung dinamis dari tahun 2020 sampai 2024. 

Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2020 adanya pandemi covid-19 yang 

mengakibatkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM). PPKM mengakibatnya banyaknya kegiatan Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM) yang tidak bisa berjalan sehingga nilai PKP juga mengalami 

penurunan. Pada Tahun 2021 hingga 2022 nilai PKP kembali meningkat karena 

kondisi Covid-19 sudah mulai terkdendali. Pada tahun 2021, kegiatan vaksinasi 

Covid-19 mulai dilaksanakan untuk menekan kasus Covid-19. Vaksinasi 

menyebabkan penurunan Covid-19 di tahun. Selain itu, kegiatan pelayanan 

upaya kesehatan masyarakat juga mulai dilakukan, meskipun masih ada 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga 

masyarakat sudah mulai beraktifitas melalui adaptasi kebiasaan baru dengan 

tetap mematuhi protokol kesehatan. 
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Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai PKP karena capaian pelayanan 

kesehatan penderita Hipertensi belum memenuhi target, sehingga angka capaian 

rata-rata PKP di Puskesmas Kota Madiun menurun menjadi 96.71%. Hal ini 

terjadi karena kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 

atau kontrol secara rutin. Peningkatan Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas 

(PKP) tidak lepas dari kerjasama yang baik antar pegawai di Puskesmas, 

dukungan dari Lintas Sektor dalam setiap kegiatan dalam gedung maupun luar 

gedung. 

12)   Contraception Prevalence Rate (CPR)  
Berdasarkan capaian kinerja, Contraception Prevalence Rate (CPR) 

tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2022, yaitu menurun 4,51%. 

Perkembangan CPR di Kota Madiun dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 
. Gambar 2. 13 Grafik Perkembangan Contraception Prevalence Rate (CPR) Kota 

Madiun Tahun 2020 – 2024 

Grafik CPR Kota Madiun Tahun 2020-2024 dinamis karena CPR di tahun 

2020 dan 2021 adalah dampak dari Pandemi covid 19 dimana pada saat itu 

adanya ketentuan khususnya bagi layanan KB di fasilitas kesehatan. CPR di 

Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan hasil capaian tahun 2021. Hal ini harus 

menjadi dasar acuan upaya yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya, meskipun 

capaian CPR Kota Madiun tahun 2022 sudah melebihi target Nasional. CPR Kota 

Madiun masih terkendali dan harus dipertahankan pada posisi angka > 63,41% 

(target Nasional 2024) agar dapat mempertahankan angka Ber KB nya.               

Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan 
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menyebutkan bahwa untuk mempertahankan struktur penduduk agar dapat 

mempertahankan “Bonus Demografi”, maka diperlukan upaya Contraception 

Prevalence Rate (CPR). Sementara itu, Pertumbuhan Penduduk Seimbang bila 

CPR   bisa dipertahankan di angka angka > 63,41%. Artinya dengan CPR diatas 

angka > 63,41% berarti pasangan usia muda sudah banyak yang mengetahui 

masalah kontrasepsi dan alat kontrasepsi yang mantap maupun jangka Panjang. 

Dan selain hal tersebut, kemudahan jangkauan layanan dan ketersediaan alat 

kontrasepsi tercukupi.  Namun CPR juga harus tetap terkendali, tidak boleh terlalu 

tinggi sehingga Total Fertility Rate (TFR) penduduk seimbang ada di sekitaran 

angka 1,9-2,1. Bila TFR terlalu rendah akan menyebabkan komposisi penduduk 

lansia menjadi naik (Aging population) sehingga bonus demografi akan hilang. 

 
PIRAMIDA JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR    

DAN JENIS KELAMIN KOTA MADIUN 

 
Sumber : Data Aplikasi Siperindu  

Gambar 2. 14 Grafik Piramida Penduduk Kota Madiun berdasarkan    Usia Produktif 
dan Non Produktif Tahun 2024 

 

Alasan penurunan Contraception Prevalence Rate (CPR) di Kota Madiun yaitu : 

1. Adanya peningkatan jumlah peserta Baru KB MKJP dari 46,37% (Tahun 2023) 

menjadi 59,12% (Tahun 2024), dan Peningkatan Peserta KB Aktif MKJP dari 

39,97% (Tahun 2023) menjadi 43,35% (Tahun 2024)  
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2. Meningkatnya kesadaran masyarakat  tentang pemilihan metode kontrasepsi , 

sehingga masyarakat memilih KB MKJP yang paling efektif 
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Tabel 2. 8 (T-C24) Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dak Keluarga Berencana Kota Madiun 

 

Uraian  

Anggaran pada Tahun ke- 
  Realisasi Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 
ke- 

  

Rata-Rata 
Pertumbuhan 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
Ang-
garan 

Reali
-sasi 

(1) (2) 
 (3)   (4)   (5)  (6)   (7) (8) (9)  (10)   (11) (12) (13) (14) (15)  (16) 

(17)  (18)  
102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 

10201 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA   

    68,817,477,025.00    
159,071,034,071.00  

  157,099,246,924.00    184,714,262,932.00        
50,332,721,586.00  

  149,000,829,850.40    152,240,755,421.00    180,499,249,325.00    73.14
% 

93.67
% 

96.91
% 

97.72
% 

28% 38% 

10202 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT   

  197,401,588,778.00    
101,308,583,574.00  

  100,956,564,930.00      76,532,897,399.00      
119,537,463,075.00  

    81,186,097,093.31      96,697,508,840.24      72,089,244,038.14    60.56
% 

80.14
% 

95.78
% 

94.19
% 

-21% -12% 

10203 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN   

         235,589,050.00           
385,299,800.00  

         893,645,000.00           442,559,000.00             
163,155,550.00  

         347,491,250.00           749,215,874.00           422,832,500.00    69.25
% 

90.19
% 

83.84
% 

95.54
% 

17% 27% 

10204 PROGRAM 
SEDIAAN FARMASI, 
ALAT KESEHATAN 
DAN MAKANAN 
MINUMAN   

         178,376,700.00             
97,249,200.00  

           91,395,000.00           305,327,000.00               
97,872,139.00  

           53,117,550.00             86,676,500.00           274,710,600.00    54.87
% 

54.62
% 

94.84
% 

89.97
% 

14% 29% 

10205 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
BIDANG 
KESEHATAN   

      1,130,949,900.00        
2,262,643,040.00  

      3,196,994,436.00        4,658,468,800.00             
349,904,035.00  

      1,968,645,700.00        3,125,354,466.00        4,579,537,529.00    30.94
% 

87.01
% 

97.76
% 

98.31
% 

42% 90% 

214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
  

 
21402 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

  

         300,956,040.00           
864,084,050.00  

         704,621,300.00           213,907,000.00             
175,162,753.00  

         846,425,654.00           701,551,430.00           212,849,653.00    58.20
% 

97.96
% 

99.56
% 

99.51
% 

-8% 5% 
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Uraian  

Anggaran pada Tahun ke- 
  Realisasi Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 
ke- 

  

Rata-Rata 
Pertumbuhan 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
Ang-
garan 

Reali
-sasi 

(1) (2) 
 (3)   (4)   (5)  (6)   (7) (8) (9)  (10)   (11) (12) (13) (14) (15)  (16) 

(17)  (18)  
21403 PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

  

      2,727,576,000.00        
2,203,600,800.00  

      2,674,264,000.00        1,355,866,000.00             
779,485,729.00  

      1,840,921,486.00        2,226,608,033.00        1,339,485,658.00    28.58
% 

83.54
% 

83.26
% 

98.79
% 

-16% 14% 

21404 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN PENINGKATAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA (KS)   

         257,495,200.00        
1,440,627,664.00  

      1,788,406,800.00        1,353,474,000.00             
152,620,655.00  

      1,086,081,950.00        1,409,184,260.00        1,311,751,450.00    59.27
% 

75.39
% 

78.80
% 

96.92
% 

51% 71% 
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Berdasarkan analisis data anggaran dan realisasi periode 2020-2024, kinerja 

fiskal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes 

PPKB) menunjukkan tren perbaikan dalam penyerapan anggaran, meskipun dihadapkan 

pada dinamika pagu yang fluktuatif. Tingkat realisasi anggaran secara konsisten 

membaik, dari 54,35% pada tahun 2021 menjadi 96,37% pada tahun 2024. Hal ini 

mengindikasikan peningkatan efektivitas perencanaan dan eksekusi program pasca-

pandemi COVID-19, yang sebelumnya menjadi kendala utama penyerapan akibat 

restriksi kegiatan dan penurunan kunjungan pasien. 

Secara diagnostik, struktur pendanaan Dinkes PPKB sangat bergantung pada 

dana transfer pusat (DAK Fisik dan Non-Fisik, DBHCHT) dan PAD dari BLUD RSUD, di 

samping alokasi APBD. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan fiskal. Sebagai 

contoh, hilangnya alokasi DAK Fisik dari BKKBN mulai tahun 2024 karena status fiskal 

daerah yang dinilai tinggi, secara langsung menyebabkan penurunan pagu anggaran 

pada urusan pengendalian penduduk dan berpotensi menghambat pemenuhan sarana 

prasarana di masa mendatang. 

Di sisi lain, terdapat peningkatan pagu yang signifikan pada beberapa program 

strategis. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami eskalasi 

anggaran akibat penambahan formasi pegawai (PNS dan PPPK) dan perubahan skema 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Program Pemberdayaan Masyarakat juga 

menunjukkan pertumbuhan anggaran positif, merefleksikan prioritas pada penguatan 

upaya promotif dan preventif, termasuk insentif bagi kader kesehatan. 

Anomali serapan rendah pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh realokasi 

anggaran untuk penanganan insentif tenaga kesehatan (INAKES) COVID-19 yang 

penyerapannya bergantung pada jumlah kasus, serta kebijakan double accounting 

antara DAK BOKB dan BPJS Kesehatan yang belum tersinkronisasi. Namun, 

permasalahan ini bersifat temporer dan telah teratasi pada tahun-tahun berikutnya. Ke 

depan, tantangan utama adalah menjaga stabilitas pendanaan program prioritas di 

tengah potensi penurunan dana transfer dan meningkatkan efisiensi belanja untuk 

mengoptimalkan outcome kesehatan.
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Tabel 2. 9 Sumber Anggaran Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun Tahun 2020-2024 

No Sumber Dana Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi 

1 APBD Kota 
(Belanja 
Operasi, 
Modal, dll) 

 Rp    47,919,836,412.00  Rp    44,358,585,415.00  Rp      133,786,662,287.00  Rp    114,709,047,925.00  Rp      142,202,917,268.00  Rp    103,166,369,448.00  Rp      149,120,357,927.00  Rp    104,756,767,676.50  Rp      140,192,608,419.00  Rp    119,989,780,860.00 

2 Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 
Fisik 

 Rp      3,880,332,203.00  Rp      3,205,232,850.00  Rp          1,919,689,725.00  Rp        1,873,434,662.00  Rp         1,765,840,000.00  Rp        1,458,350,600.00  Rp         2,963,047,000.00  Rp        2,822,916,782.00  Rp            583,326,000.00  Rp           522,580,320.00 

3 DAK Non-Fisik 
(BOK 
Kesehatan dan 
KB) 

 Rp      5,106,743,000.00  Rp      4,340,256,350.00  Rp          5,564,969,000.00  Rp        4,328,060,737.00  Rp         7,316,984,000.00  Rp        6,306,227,259.00  Rp        10,102,928,000.00  Rp        8,970,975,054.00  Rp         2,482,252,000.00  Rp        2,427,699,211.00 

4 Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) - 
Retribusi 
(BLUD) 

 Rp    11,097,314,000.00  Rp    10,172,642,051.00  Rp      106,114,810,916.00  Rp    101,308,162,915.00  Rp        95,449,436,673.00  Rp    107,747,034,463.71  Rp        87,296,764,163.00  Rp    123,044,062,138.74  Rp      105,013,801,868.00  Rp    117,068,332,784.14 

5 Dana Bagi 
Hasil Cukai 
Hasil 
Tembakau 
(DBHCHT) 

 Rp    13,709,879,250.00  Rp      8,775,545,700.00  Rp        23,663,876,765.00  Rp      21,240,084,543.00  Rp        20,897,944,258.00  Rp      17,651,628,763.00  Rp        17,922,041,300.00  Rp      17,642,133,173.00  Rp        21,304,773,844.00  Rp      20,721,267,578.00 

  TOTAL  Rp    81,714,104,865.00  Rp    70,852,262,366.00  Rp      271,050,008,693.00  Rp    243,458,790,782.00  Rp      267,633,122,199.00  Rp    236,329,610,533.71  Rp      267,405,138,390.00  Rp    257,236,854,824.24  Rp      269,576,762,131.00  Rp    260,729,660,753.14 
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Analisis terhadap struktur pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun periode 2020-2024 

menunjukkan komposisi anggaran yang multi Sumber dengan tingkat dependensi 

signifikan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Secara diagnostik, arsitektur fiskal 

ini memiliki beberapa implikasi strategis. 

Pertama, dominasi dana transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Fisik, DAK Non-Fisik, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 

menciptakan postur anggaran yang rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional 

dan kriteria alokasi pusat. Fluktuasi pagu DAK dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat 

pada data, secara langsung berdampak pada kapasitas dinas dalam merencanakan dan 

mengeksekusi program-program prioritas, terutama yang bersifat investasi sarana 

prasarana dan operasional non-rutin. Ketergantungan ini membatasi otonomi fiskal 

daerah dalam merespons kebutuhan kesehatan lokal yang dinamis. 

Kedua, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 
BLUD RSUD dan Puskesmas menandakan adanya kapasitas internal untuk 

menghasilkan pendapatan. Namun, volume kontribusinya perlu dianalisis lebih lanjut 

terhadap total biaya operasional. Peningkatan pendapatan BLUD merupakan sinyal 

positif kemandirian, tetapi juga menuntut efisiensi pengelolaan agar tidak membebani 

masyarakat. 

Ketiga, porsi APBD Murni menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang 

paling fleksibel. Alokasi APBD Murni merefleksikan komitmen pemerintah kota terhadap 

sektor kesehatan di luar program yang didanai pusat. Peningkatan atau penurunan 

alokasi pada pos ini menjadi indikator utama prioritas pembangunan daerah. 

Secara keseluruhan, struktur pendanaan Dinkes PPKB Kota Madiun 

menunjukkan model hibrida antara pendanaan pusat dan daerah. Tantangan utamanya 

adalah mitigasi risiko volatilitas dana transfer melalui penguatan sumber-sumber 

pendapatan asli dan optimalisasi alokasi APBD Murni. Diversifikasi sumber anggaran 

dan peningkatan efisiensi belanja menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan 

resiliensi sistem kesehatan daerah dalam jangka panjang. 

Berdasarkan tabel evaluasi anggaran, anggaran tahun 2020 tidak dapat 

dibandingkan karena program di tahun 2020 berbeda dengan tahun 2021-2024 karena 

menyesuaikan perubahan SOTK yang terbaru. Perubahan anggaran yang signifikan ada 

pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat perubahan struktur gaji pegawai karena ada penambahan pegawai 

dan terdapat perubahan skema pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan 
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Uang Kinerja Khusus (UKK), sehingga anggaran gaji meningkat dibanding tahun 

sebelumnya. Terlebih lagi terdapat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang 

menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berakibat meningkatnya 

pagu anggaran untuk gaji pegawai karena penambahan formasi pegawai. 

Peningkatan anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan dari tahun 2020 ke tahun 2024 karena adanya pemberian upah kader 

kesehatan sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan promotif dan preventif juga semakin 

menjadi perhatian sehingga pos anggaran untuk promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat di bidang kesehatan juga lebih ditingkatkan.  

Peningkatan anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan 

Makanan Minuman pada tahun 2024 karena adanya Dana Alokasi Khusus dari BPOM 

(Badan Pengawas Obat dan Makanan). Selain itu, peningkatan anggaran pada Program 

Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) karena adanya dana dari 

BOKB yang memfokuskan pada pemantauan dan pendampingan keluarga berisiko 

stunting. Stunting menjadi program perioritas nasional sehingga tidak hanya dari urusan 

kesehatan saja, tetapi urusan pengendalian penduduk dan keluarga juga turut serta 

berkontribusi dalam menekan prevalensi stunting. 

Penurunan anggaran pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera dikarenakan Kota Madiun sudah tidak mendapatkan 

DAK Fisik mulai tahun 2024 dari BKKBN karena Kota Madiun sudah dinilai fiskalnya 

tinggi. Hilangnya DAK Fisik ini akan menjadi permasalahan di tahun mendatang karena 

Kota Madiun masih memerlukan dukungan anggaran untuk pengadaan fisik di bidang 

keluarga berencana dan kesehatan mengingat Kota Madiun sudah tidak mendapat DAK 

fisik mulai tahun 2025. Penurunan anggaran ini juga berpotensi terjadi di tahun-tahun 

mendatang karena tahun 2025 sudah dilakukan efisiensi yang berdampak pada bidang 

kesehatan juga.  

Meskipun demikian, untuk penyerapan anggaran setiap tahun menunjukkan 

perbaikan, yaitu sebesar 54,35% pada tahun 2021 dan pada tahun 2024 mencapai 

96,37%. Hal ini menunjukkan bahwa berbaga kegiatan yang telah direncanakan dapat 

dilaksanakan sehingga anggaran bisa terserap. Penyerapan anggaran yang masih di 

bawah 80% pada tahun 2021 dikarenakan : 

1. Serapan insentif tenaga Kesehatan (INAKES) dan upah pemakaman Covid-19 

dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai dengan kasus yang ada 

sehingga ketika tidak ada kasus, maka insentif juga tidak bisa terserap 
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2. Ada beberapa kegiatan yang mendatangkan banyak orang  tidak bisa 

dilaksanakan karenan pandemi Covid-19; 

3. Pandemi Covid 19 menyebabkan berkurangnya kunjungan pasien ke 

Puskesmas (terutama  untuk penyakit non kronis dan rawat inap) sehingga 

pemakaian obat obatan, BMHP, Reagen (di luar penanganan Covid 19) juga 

berkurang, sementara stok di gudang perbekalan masih cukup sehingga 

beberapa item barang yang kadaluarsa 2021 tidak dapat terpakai; 

4. Adanya nota kesepahaman antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan seluruh fasilitas layanan KB di 

Kota Madiun untuk tidak melakukan double accounting anggaran yaitu antara 

DAK BOKB dan BPJS Kesehatan. Sementara Kota Madiun sudah termasuk kota 

dengan Universal Health Coverage (UHC) sehingga banyak kegiatan layanan KB 

yang bersumber dana DAK BOKB tidak terserap, misalnya dana jasa medis. 

Namun demikian, mulai tahun 2024 pelayanan KB sudah tidak ditanggung oleh 

BPJS jika tidak ada indikasi medis sehingga dana BOKB bisa diserap. 

Berdasarkan beberapa faktor yang menghambat penyerapan anggaran 

dikarenakan adanya pandemic Covid-19 dan mulai tahun 2023 sudah dicabut status 

pandemi dan berubah menjadi endemi. Sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap 

tahun mendatang. 

 

d. Kelompok Sasaran Pelayanan 
Sasaran yang digunakan pada tahun 2024 mengacu dari proporsi estimasi proyeksi 

dari jumlah penduduk dukcapil (semester II) dan KMK HK.01.07-MENKES-140-2024. 
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Tabel 2. 10 Sasaran Pelayanan  Kesehatan Kota Madiun Tahun 2024 

Kelurahan Jumlah 
Penduduk 

IBU 
HAMIL 

IBU 
NIFAS 

Bayi (0 
th) SI 

Bayi 
(0-5 

bulan) 

Bayi 6-
11 

bulan) 

Baduta 
(12-23 
bulan) 

Anak 
Balita 
(24-35 
bulan) 

Balita 
(6-23 

bulan) 

BAYI 
BARU 
LAHIR 

WUS 
(30 - 50 

TH) 

USIA 
PENDIDIKAN 

DASAR 

15 - 39 
tahun 

45 - 59 
tahun 

LANSIA 

≥ 60 TH 

HIPERTE
NSI 

DM ODGJ 

Nambangan Kidul 9,541 128 128 121 63 63 137 132 200 122 1,434 3,478 3,403 1,953 1,656 606 509 18 

Nambangan Lor 12,324 171 169 162 85 84 203 198 287 163 1,861 4,620 2,340 1,854 762 657 24 

Manguharjo 7,620 106 106 99 53 53 114 112 167 100 1,149 2,662 1,590 1,240 476 406 14 

Winongo 7,764 102 102 94 51 49 114 111 163 96 1,203 2,756 1,646 1,228 487 414 15 

Pangongangan 3,376 46 46 40 23 22 37 35 59 41 501 7,905 1,202 724 685 224 180 6 

Madiun Lor 7,128 87 86 80 42 41 92 89 133 81 1,061 2,471 1,446 1,187 441 380 13 

Patihan 4,911 85 84 77 41 40 78 75 118 78 735 1,737 1,007 903 312 261 10 

Ngegong 3,231 52 52 46 27 26 50 49 76 47 493 1,185 671 556 206 172 6 

Sogaten 4,247 78 77 71 41 39 66 65 105 72 647 1,602 916 603 264 226 8 

Kuncen 1,399 19 19 15 15 14 18 18 32 15 233 8,145 544 269 209 88 75 2 
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Kelurahan Jumlah 
Penduduk 

IBU 
HAMIL 

IBU 
NIFAS 

Bayi (0 
th) SI 

Bayi 
(0-5 

bulan) 

Bayi 6-
11 

bulan) 

Baduta 
(12-23 
bulan) 

Anak 
Balita 
(24-35 
bulan) 

Balita 
(6-23 

bulan) 

BAYI 
BARU 
LAHIR 

WUS 
(30 - 50 

TH) 

USIA 
PENDIDIKAN 

DASAR 

15 - 39 
tahun 

45 - 59 
tahun 

LANSIA 

≥ 60 TH 

HIPERTE
NSI 

DM ODGJ 

Demangan 9,527 151 150 143 82 81 180 174 261 145 1,513 3,537 1,826 1,254 577 508 18 

Pandean 9,899 114 113 105 50 49 123 119 172 106 1,514 3,579 2,243 1,625 638 528 19 

Taman 12,507 146 146 137 72 71 174 169 245 137 1,904 4,372 2,628 2,156 791 667 24 

Banjarejo 9,011 141 141 132 73 71 115 112 186 133 1,375 7,413 3,394 1,859 1,336 566 480 18 

Kejuron 9,148 124 124 115 57 57 85 83 142 117 1,360 3,131 1,935 1,871 596 487 17 

Mojorejo 11,327 147 146 137 79 77 104 100 181 139 1,662 4,121 2,590 1,847 733 604 21 

Manisrejo 15,785 198 197 191 100 98 189 184 287 191 2,397 5,835 2,926 2,925 1,004 841 30 

Kartoharjo 5,012 72 72 64 34 33 35 34 68 67 777 2,660 1,745 1,073 971 326 267 10 

Oro-Oro Ombo 6,875 97 97 91 44 44 84 82 128 92 983 2,540 1,383 1,163 433 366 13 

Klegen 8,400 122 121 115 62 61 127 124 188 116 1,168 2,942 1,698 1,516 528 448 16 

Kanigoro 9,197 147 146 138 82 81 140 136 221 140 1,454 3,361 1,799 1,375 570 490 17 

Sukosari 2,944 41 41 36 22 20 28 27 48 36 455 1,069 611 576 193 157 6 

Pilangbango 4,522 69 69 61 34 34 55 53 89 63 765 2,049 1,654 977 664 287 241 8 

Rejomulyo 10,211 144 143 136 73 72 158 154 230 137 1,543 3,727 2,056 1,554 635 545 19 
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Kelurahan Jumlah 
Penduduk 

IBU 
HAMIL 

IBU 
NIFAS 

Bayi (0 
th) SI 

Bayi 
(0-5 

bulan) 

Bayi 6-
11 

bulan) 

Baduta 
(12-23 
bulan) 

Anak 
Balita 
(24-35 
bulan) 

Balita 
(6-23 

bulan) 

BAYI 
BARU 
LAHIR 

WUS 
(30 - 50 

TH) 

USIA 
PENDIDIKAN 

DASAR 

15 - 39 
tahun 

45 - 59 
tahun 

LANSIA 

≥ 60 TH 

HIPERTE
NSI 

DM ODGJ 

Tawangrejo 4,107 67 66 58 32 31 41 40 72 60 658 1,516 871 720 266 219 8 

Kelun 4,522 68 68 61 35 34 61 59 95 62 696 1,646 1,000 697 287 241 9 

TOTAL KOTA 201,767 2,861 2,847 2,659 1,440 1,412 2,755 2,676 4,167 2,690 30,655 31,650 72,941 41,405 33,407 12,731 10,755 383 
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Analisis diagnostik terhadap data sasaran pelayanan kesehatan Kota Madiun tahun 

2024 menunjukkan profil demografis dan epidemiologis yang menjadi dasar alokasi 

sumber daya serta prioritas program. Data ini secara granular memetakan beban 

pelayanan kesehatan per kelurahan, yang esensial untuk perencanaan berbasis bukti 

(evidence-based planning). 

Struktur sasaran didominasi oleh kelompok usia produktif dan kelompok rentan 

pada siklus hidup. Terdapat 2.861 ibu hamil dan 2.659 bayi yang menjadi fokus utama 

dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 

serta pencegahan stunting. Jumlah balita yang mencapai 4.167 anak juga menegaskan 

pentingnya kontinuitas program gizi dan imunisasi. Di sisi lain, populasi lansia (≥ 60 

tahun) sebanyak 33.407 jiwa mengindikasikan transisi demografi yang menuntut 

penguatan layanan geriatri dan penanganan penyakit degeneratif. Data ini juga 

mengonfirmasi beban ganda penyakit (double burden of disease). Estimasi penderita 

hipertensi sebanyak 12.731 orang dan diabetes melitus sebanyak 10.755 orang 

menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) yang signifikan. Angka ini 

mengharuskan adanya penguatan program deteksi dini, promotif, dan preventif yang 

terintegrasi di layanan primer. Sementara itu, sasaran penderita gangguan jiwa berat 

(ODGJ) sebanyak 383 orang menandakan adanya kebutuhan layanan kesehatan jiwa 

yang tidak bisa diabaikan. 

Distribusi sasaran yang bervariasi antar kelurahan—misalnya, Kelurahan Manisrejo 

memiliki jumlah sasaran ibu hamil dan PTM tertinggi—secara langsung berimplikasi 

pada kebutuhan alokasi tenaga kesehatan, logistik, dan intensitas intervensi yang 

berbeda di setiap wilayah kerja puskesmas. Dengan demikian, data ini menjadi 

instrumen strategis untuk memastikan pemerataan akses dan efisiensi pelayanan 

kesehatan, serta untuk merancang intervensi yang presisi sesuai dengan karakteristik 

dan kerentanan spesifik di masing-masing kelurahan. 

 

e. Mitra Kerja dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Dalam menyelenggarakan pelayanan, Dinkes PPKB tidak bekerja sendiri melainkan 

berkolaborasi dengan berbagai mitra. 

1. Pemerintah Pusat: Kementerian Kesehatan (terkait DAK, RIBK, pendampingan), 

BKKBN (terkait DAK BOKB), BPOM (terkait DAK). 

2. Lembaga Pemerintah Lain: BPJS Kesehatan (terkait UHC dan jaminan 
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kesehatan), Kementerian Agama (terkait bimbingan pra-nikah). Dinas Pendidikan 

(program UKS/M), Dinas Sosial (penanganan ODGJ), BAPPEDA (sinkronisasi 

perencanaan), kecamatan dan Kelurahan (intervensi stunting).  

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta: Seluruh Rumah Sakit Swasta, Klinik 

Pratama, Praktik Mandiri Dokter, dan Bidan di Kota Madiun. 

4. Dunia Usaha: Apotek, Toko Obat, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). 

5. Organisasi Profesi: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia 

(PAFI), Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI), Ikatan 

Elektromedis Indonesia (IKATEMI), dll. 

6. Akademisi: Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra penyusunan renstra, 

dan potensi kerja sama dengan perguruan tinggi kesehatan lainnya di Madiun, 

Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun dalam bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

7. Masyarakat: Kader Kesehatan (Posyandu ILP), Saka Bakti Husada, dan 

kelompok masyarakat peduli kesehatan lainnya. 

 

f. Dukungan BUMD 
Hingga saat ini, belum terdapat dukungan spesifik dari Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) Kota Madiun dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

 
g. Kerja Sama Daerah 

Dalam periode lima tahun terakhir, belum terdapat program kerja sama daerah 

formal dengan pemerintah daerah lain (kabupaten/kota) yang secara khusus 

menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. Pelayanan rujukan pasien antar daerah berjalan sesuai dengan 

mekanisme sistem rujukan nasional yang berlaku. 
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2.5 Permasalahan Dinas Kesehatan PP dan KB 
Berdasarkan analisis data layanan dan pelaksanaan Forum Group Discussion 

dengan Pengampu Program, maka permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan PP 

dan KB yaitu : 

Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 
Pembangunan Daerah 

Masalah 
Pokok (Core 

Problem) 

Masalah (Problem) Akar Masalah (Root Cause) 

1. Tingginya 
Beban 
Penyakit 
Menular yang 
Belum 
Terkendali 
Sepenuhnya 

●        Kasus Tuberkulosis (TB) masih 
tinggi dan Indonesia menduduki 
peringkat no 2 di dunia. Pada Tahun 
2024 jumlah semua kasus 
Tuberkulosis yang ditemukan adalah 
sebanyak 1.268 kasus dari 201.767 
penduduk. CNR kasus TB di Kota 
Madiun Tahun 2024 sebesar 628,45 
per 100.000 penduduk. 

●        Banyaknya kasus TBC dari luar 
kota sehingga untuk kegiatan IK 
dikembalikan ke wilayah masing-masing. 
Sedangkan IK kasus TBC dalam kota 
juga masih belum maksimal karena 
masih ada stigma dan penolakan 

●        Kasus dan kematian akibat 
Demam Berdarah Dengue (DBD) 
terjadi peningkatan yang siginifikan 
pada tahun 2024 di seluruh wilayah 
Indonesia, tanpa terkecuali di wilayah 
Provinsi Jawa Timur khususnya di 
Kota Madiun.  

●  Pemberian TPT masih jauh dibawah 
target karena pemahaman masyarakat 
tentang pentingnya pengobatan 
pencegahan masih rendah, masyarakat 
masih belum menerima pengobatan saat 
kondisi tubh masih sehat tanpa gejala. 

●        Kasus HIV yang setiap tahun 
mengalami kenaikan dan tingginya 
kasus Lost to Follow-Up (LFU) ini 
dikarenakan ODHIV merasa masih 
sehat atau merasa tidak sakit 
sehingga tidak mau untuk berobat 

●        Pada tahun 2024, indikator 
perilaku hidup bersih dan sehat pada 
masyarakat di Kota Madiun secara 
umum sudah baik berdasarkan Angka 
Bebas Jentik (ABJ) yakni 98,45%. 
Namun secara bulanan, ABJ pada bulan 
Februari kurang menunjukkan hasil dari 
95% sehingga menunjukkan bahwa 
terdapat wilayah berisiko tinggi terhadap 
penyebaran Demam Berdarah Dengue 
(DBD) karena masih banyak rumah atau 
tempat umum yang ditemukan jentik 
nyamuk Aedes aegypti seiring tren kasus 
yang meningkat pada bulan tersebut. 

  ●        Domisili ODHIV tidak sesuai 
dengan data alamat di KTP, Gantinya No 
HP sehingga sudah tidak bisa terlacak 
lagi, ODHIV yang bekerja di Luar kota 
tidak mau dirujuk difasyankes dekat 
tempat kerja. 

2. 
Meningkatnya 
Beban 
Penyakit Tidak 

●        Kasus PTM seperti hipertensi 
dan diabetes melitus terus meningkat 
dan menjadi peringkat nomor 5 di 
dunia 

●        Pola hidup masyarakat yang tidak 
sehat (kurang aktivitas, diet tidak 
seimbang) 
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Masalah 
Pokok (Core 

Problem) 

Masalah (Problem) Akar Masalah (Root Cause) 

Menular (PTM) 
dan Faktor 
Risikonya 

●        Stroke dan penyakit jantung 
iskemik menjadi penyebab kematian 
terbanyak di Kota Madiun 

●        Rendahnya kesadaran masyarakat 
untuk melakukan deteksi dini PTM 

●        Rendahnya implementasi Perda 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 7 
tatanan. 

●        Belum adanya Peraturan Walikota 
dan Satgas KTR  sebagai langkah 
penegakkan PERDA   

    
3. Masih 
Adanya 
Tantangan 
dalam Siklus 
Hidup: 
Kesehatan Ibu, 
Anak, Remaja, 
dan Gizi  

●        Masih ditemukan kasus balita 
stunting di Kota Madiun, namun 
prevalensi stunting di Kota Madiun 
pada tahun 2024 menurun dari 12,8% 
menjadi 11,8% 

●        Kurangnya pengetahuan keluarga 
tentang pola asuh anak, gizi seimbang 
(PMBA), dan perawatan lansia  

●        Masih ada kematian bayi di Kota 
Madiun, namun dalam 3 tahun terakhir 
jumlah kematian bayi di Kota Madiun 
mengalami penurunan.  Jumlah kasus 
kematian bayi di Kota Madiun tahun 
2024 sebanyak 12 kasus Tidak ada 
kasus kematian ibu di Kota Madiun 
dari tahun 2023 sampai dengan Juni 
2025  

●        Keterkaitan kasus TB pada balita 
yang berkontribusi pada kejadian 
stunting 

●        Capaian Cakupan Kunjungan 
Neonatal (CKN) masih rendah di 
beberapa wilayah 

●        Kualitas dan jangkauan layanan 
kesehatan neonatal yang belum merata 
di semua wilayah 

●        Masih adanya kasus kehamilan 
pada remaja 

●        Kurangnya pemahaman remaja 
mengenai kesehatan reproduksi, yang 
berujung pada kehamilan tidak 
diinginkan dan pernikahan dini 

    
4. Kualitas 
Sistem 
Kesehatan 
yang Belum 
Optimal dan 
Merata 

●        Kualitas pelayanan publik 
(Indeks Pelayanan Publik, Indeks 
Kepuasan Masyarakat) masih perlu 
ditingkatkan 

●     Sarana dan prasarana yang kurang 
memadai. Sarana dan prasarana belum 
semuanya bisa terpenuhi seperti guiding 
block, parkir khusus , alat bantu tuna 
netra/tuna rungu 

●        Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) bidang kesehatan di RS belum 
optimal dan secara umum belum 
sesuai target 

●        Keterbatasan jumlah dan distribusi 
jenis SDM kesehatan  

●        Masih terbatasnya SDM 
kesehatan, terutama dokter spesialis 
dan tenaga fungsional tertentu 

●        Adanya permasalahan 
administrasi nakes (SIP dan STR) 

●        Implementasi sistem informasi 
(SIMRS, integrasi data BPJS) belum 
optimal 

●        Perlunya peningkatan akuntabilitas 
dan kualitas tata kelola (peningkatan nilai 
SAKIP dan IPP) 

●        Puskesmas masih memerlukan 
pendampingan dalam penerapan 
Integrasi Layanan Primer (ILP). 

●        Belum terintegrasinya berbagai 
sistem data kesehatan secara penuh 
(misalnya, data BPJS dan SIMRS) 
sehingga menghambat pengambilan 
keputusan berbasis data 
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Masalah 
Pokok (Core 

Problem) 

Masalah (Problem) Akar Masalah (Root Cause) 

  ●        Proses adaptasi dan implementasi 
kebijakan baru seperti ILP membutuhkan 
waktu dan pendampingan berkelanjutan 

5. Rendahnya 
Perilaku Hidup 
Sehat dan 
Kualitas 
Kesehatan 
Lingkungan 

●        Capaian sanitasi aman masih 
sangat rendah (8,34%) 

●        Rendahnya pemahaman dan  
kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya kesehatan lingkungan salah 
satunya menguras septictank kurang dari 
3 tahun sebagai salah satu upaya 
mewujudkan sanitasi aman 

●        Persentase rumah tangga sehat 
perlu ditingkatkan  

●        Kurang optimalnya peran dan 
aktivitas UKBM sebagai agen perubahan 
perilaku di masyarakat  

●        Kesadaran dan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) di 
masyarakat masih rendah 

●        Kurangnya edukasi dan 
pendampingan yang efektif bagi pelaku 
UMKM pangan mengenai standar 
keamanan pangan 

●        Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 
seperti Saka Bakti Husada dan 
Poskestren belum berjalan optimal 

●        Kepatuhan pelaku UMKM untuk 
memenuhi komitmen (mengikuti 
penyuluhan keamanan pangan) menurun  

●        Pelaku UMKM pangan belum 
sepenuhnya paham standar produksi 
makanan yang aman. 

  

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
1. Penurunan 
Signifikan 
Cakupan 
Peserta KB 
Aktif 

Terjadi penurunan persentase Peserta 
KB Aktif dari 76,3% pada tahun 2023 
menjadi 57,7% pada tahun 2024. 

Kebijakan Pemerintah Daerah: 
Penurunan ini merupakan upaya 
strategis Pemerintah Kota Madiun untuk 
menaikkan Angka Kelahiran Total (TFR) 
yang berada di angka 1,84, di bawah 
tingkat penggantian (replacement level). 
Hal ini dilakukan untuk menghindari 
pertumbuhan penduduk negatif dan 
menjaga keseimbangan piramida 
penduduk. 

2. Dominasi 
Penggunaan 
Alat 
Kontrasepsi 
Non-Jangka 
Panjang dan 
Rendahnya 
Partisipasi 
Pria 

●        Mayoritas peserta KB masih 
mengandalkan metode Non-Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (Non-
MKJP) seperti Suntik (28,5%), Pil 
(20,3%), dan Kondom (0,3%) pada 
tahun 2024. Sebaliknya, penggunaan 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) seperti AKDR/IUD, MOW, 
Implan, dan MOP secara akumulatif 
lebih rendah (43,68%). 

●        Kurangnya Pemahaman 
Masyarakat: Tingkat pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat mengenai 
keunggulan, efektivitas, dan keamanan 
MKJP masih rendah. 

●        Partisipasi pria dalam program 
KB sangat rendah. Penggunaan 
Kondom (0,3%) dan MOP/Vasektomi 
(0,1%) secara konsisten sangat minim 
dari tahun ke tahun. 

●        Faktor Sosial Budaya: Adanya 
anggapan bahwa Keluarga Berencana 
adalah tanggung jawab perempuan. 
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Masalah 
Pokok (Core 

Problem) 

Masalah (Problem) Akar Masalah (Root Cause) 

  ●        Program dan kampanye KB yang 
menargetkan pria sebagai akseptor 
masih kurang gencar. 

  ●        Ketakutan atau kekhawatiran 
terhadap prosedur medis MOP 
(vasektomi). 

3. Tingginya 
Angka Putus 
Pakai (Drop 
Out) Peserta 
KB 

Angka drop out peserta KB mengalami 
peningkatan signifikan dari 6,9% pada 
tahun 2023 menjadi 13,6% pada tahun 
2024 

●        Efek Samping dan 
Ketidakcocokan: Peserta mengalami 
efek samping atau merasa tidak cocok 
dengan metode kontrasepsi yang 
digunakan, terutama metode hormonal 
jangka pendek 
●        Kepatuhan Penggunaan: Metode 
Non-MKJP memerlukan disiplin dan 
kunjungan rutin, yang dapat menjadi 
kendala bagi sebagian peserta. 

 

 
Tabel pemetaan di atas berfungsi sebagai fondasi strategis dalam 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun. Tujuannya 

adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah utama secara 

sistematis, mulai dari masalah inti (core problem), menurunkannya menjadi 

masalah yang lebih spesifik (problem), hingga menemukan akar penyebabnya (root 

cause). Dengan demikian, setiap prioritas dan sasaran pembangunan yang 

ditetapkan dalam Renstra ini benar-benar didasarkan pada bukti dan kebutuhan 

nyata di lapangan. Sebagaimana tabel di atas, maka terdapat permasalahan-

permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan 

tersebut, yaitu: 

1. Masih Adanya Beban Ganda Penyakit (Double Burden of Disease) 
Ini adalah masalah pokok yang paling fundamental, di mana Kota Madiun 

secara simultan menghadapi tantangan dari penyakit menular yang belum 

sepenuhnya tuntas dan ledakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus 

meningkat. 

● Uraian Permasalahan: 
○ Penyakit Menular (PM): Meskipun beberapa indikator menunjukkan 

perbaikan, penyakit seperti Tuberkulosis (TB) dan Demam Berdarah 
Dengue (DBD) masih menjadi ancaman. Akar masalah utamanya 

adalah perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan 
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pencegahan, seperti belum optimalnya investigasi kontak erat bagi 

pasien TB dan kurangnya kesadaran dalam Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN). Data kinerja pada Bab II menunjukkan bahwa capaian 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan orang terduga TB 

sempat sangat rendah pada tahun 2021 (52,68%) dan meskipun 

membaik, hal ini mengindikasikan adanya tantangan persisten dalam 

penemuan dan penanganan kasus secara dini. 

○ Penyakit Tidak Menular (PTM): Ini adalah tantangan yang lebih besar 

karena trennya yang terus meningkat dan dampaknya pada 

produktivitas serta beban pembiayaan kesehatan. Kasus Hipertensi 
dan Diabetes Melitus menjadi sorotan utama. Akar masalahnya sangat 

kompleks, berakar dari gaya hidup masyarakat yang tidak sehat (kurang 

aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang) dan rendahnya kesadaran 

untuk deteksi dini. Hal ini terkonfirmasi secara telak oleh data kinerja 

SPM. Capaian layanan penderita Hipertensi pada tahun 2023 hanya 

62,03%, dan layanan penderita Diabetes Melitus hanya 45,34%, 

keduanya sangat jauh dari target 100%. Rendahnya capaian ini secara 

langsung berkontribusi pada penurunan nilai Penilaian Kinerja 

Puskesmas (PKP) pada tahun 2023. 

2. Kualitas Sistem Kesehatan dan Perilaku Masyarakat yang Belum Optimal 
Permasalahan ini menyoroti dua sisi mata uang: kualitas layanan yang 

diberikan oleh sistem kesehatan dan tingkat partisipasi serta kesadaran 

masyarakat dalam menjaga kesehatan. 

● Uraian Permasalahan: 
○ Kualitas Pelayanan Publik: Kualitas layanan yang diterima 

masyarakat belum konsisten. Data kinerja menunjukkan fluktuasi pada 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang sempat turun drastis ke kategori 

"Cukup" (nilai 2,8) pada tahun 2022. Demikian pula, Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) di puskesmas, meskipun secara umum baik, 

sempat tidak mencapai target pada tahun 2022. Akar masalah yang 

teridentifikasi sangat konkret: sarana dan prasarana yang belum 
memadai, seperti ketiadaan lahan parkir yang representatif di seluruh 

puskesmas dan belum adanya gedung kantor definitif bagi Dinkes 

PPKB, yang mengganggu fungsi koordinasi. Selain itu, keterbatasan 
SDM, khususnya dokter spesialis, dan kendala administrasi seperti 
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pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sempat menurun 

capaiannya pada tahun 2024, juga menjadi faktor penghambat. 

○ Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Tingkat kesadaran dan 

praktik PHBS di masyarakat masih rendah. Ini tercermin jelas pada 

data kinerja "Persentase Rumah Tangga Sehat" yang sempat tidak 

tercapai pada tahun 2022. Salah satu akar masalah utamanya adalah 

perilaku merokok yang masih tinggi dan belum efektifnya 

implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Selain itu, masalah 

sanitasi menjadi isu kritis lainnya. Capaian sanitasi aman di Kota 

Madiun baru mencapai 8,34%, angka yang sangat rendah. Data kinerja 

juga menunjukkan bahwa penurunan capaian Rumah Tangga Sehat 

salah satunya disebabkan oleh penambahan indikator Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) dalam penilaian, yang membuktikan 

bahwa kondisi sanitasi memang menjadi titik lemah. 

3. Belum Optimalnya Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (KB) 
Permasalahan di bidang ini bersifat unik karena tidak hanya berfokus pada 

peningkatan capaian, tetapi juga pada pengelolaan strategis untuk mencapai 

keseimbangan demografis yang ideal. 

● Uraian Permasalahan: 
○ Pengelolaan Laju Pertumbuhan Penduduk: Terjadi penurunan 

signifikan pada persentase Peserta KB Aktif (CPR), dari 76,3% (2023) 

menjadi 57,7% (2024). Namun, ini bukanlah kegagalan, melainkan 

hasil dari kebijakan strategis pemerintah daerah. Angka Kelahiran 

Total (TFR) Kota Madiun yang berada di angka 1,84 (di bawah 

replacement level 2,1) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya 

pertumbuhan penduduk minus dan aging population di masa depan. 

Oleh karena itu, penurunan CPR merupakan intervensi yang disengaja 

untuk menjaga keseimbangan demografi. 

○ Kualitas Program KB: Meskipun ada kebijakan strategis, beberapa 

masalah internal program masih perlu diatasi. Angka putus pakai 
(drop out) peserta KB meningkat tajam dari 6,9% menjadi 13,6% pada 

tahun 2024. Akar masalahnya adalah efek samping kontrasepsi dan 

ketidakpatuhan peserta. Selain itu, program KB masih didominasi oleh 

metode non-MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti 
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suntik (28,5%) dan pil (20,3%). Rendahnya partisipasi pria dalam 

program KB juga menjadi akar masalah yang berakar dari faktor sosial 

budaya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan konseling dan 

edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan metode 

kontrasepsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

 
2.6 Isu Strategis 

Hasil identifikasi tinjauan faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan, yang menjadi dasar perumusan isu 

strategis untuk Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes 

PPKB) Kota Madiun menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Kesehatan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

● Tugas dan Struktur Organisasi: Tugas utama Dinkes PPKB adalah 

membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya. Secara struktural, dinas ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat dan empat bidang teknis: (1) 

Penyediaan Layanan Kesehatan UKP dan UKM; (2) Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Kesehatan; (3) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 

dan (4) Pengendalian Penduduk, KB, dan Keluarga Sejahtera. Pelayanan 

langsung kepada masyarakat didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) yang terdiri dari 6 Puskesmas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus 

(UOBK) yaitu RSUD Kota Madiun. 

● Sumber Daya: 
○ Sumber Daya Manusia (SDM): Per Mei 2025, total SDM di bidang 

kesehatan sebanyak 567 orang (PNS, PPPK, Tenaga Kontrak) dan di 

bidang PPKB sebanyak 35 orang. Sementara itu, RSUD Kota Madiun 

memiliki 670 pegawai, dengan ketergantungan signifikan pada tenaga 

non-PNS (39% BLUD dan 1% Kontrak). Ketergantungan ini menjadi 

tantangan terkait stabilitas dan pengembangan karier pegawai. 

○ Aset dan Sarana: Total aset tetap dinas per April 2025 bernilai Rp 31,33 

miliar, didominasi oleh peralatan dan mesin (90%) yang vital untuk 

operasional layanan. Namun, terdapat permasalahan kritis, yaitu 
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 ketiadaan gedung kantor permanen untuk unit kerja Dinkes PPKB 

sendiri setelah gedung lama dialihfungsikan, yang berpotensi 

menghambat efisiensi koordinasi dan manajemen. 

○ Anggaran: Kinerja fiskal menunjukkan tren perbaikan penyerapan 

anggaran, dari 54,35% pada tahun 2021 menjadi 96,37% pada tahun 

2024. Struktur pendanaan sangat bergantung pada dana transfer pusat 

(DAK, DBHCHT) dan PAD dari BLUD, yang menciptakan kerentanan 

fiskal terhadap perubahan kebijakan nasional. 

● Kinerja Pelayanan: 
○ Capaian Positif: Beberapa indikator menunjukkan kinerja yang baik, 

seperti Usia Harapan Hidup (UHH) yang terus meningkat mencapai 

75,67 tahun pada 2024, dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang mendekati Universal Health Coverage (UHC). 

○ Tantangan Kinerja: Meskipun banyak target tercapai, beberapa 

permasalahan fundamental masih ada. Capaian  Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) untuk penderita hipertensi (62,03%) dan terduga TBC 

(52,68% di 2021) masih jauh dari target 100%. Indeks Pelayanan Publik 
(IPP) sempat turun drastis pada tahun 2022, dan Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) di Puskesmas juga mengalami fluktuasi, yang salah 

satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana seperti lahan parkir. 

Permasalahan perilaku, seperti rendahnya capaian Rumah Tangga 
Sehat akibat perilaku merokok, juga menjadi tantangan persisten. 

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga 
Renstra Dinkes PPKB Kota Madiun selaras dengan arah kebijakan kesehatan 

nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 
Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. RIBK merupakan penjabaran dari 

RPJMN 2025-2029 dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun 

perencanaan kesehatan. 

● Visi dan Sasaran Strategis Nasional: Visi kesehatan nasional adalah 

"Masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045". 

Visi ini diukur melalui empat indikator utama: Usia Harapan Hidup (UHH), 

Angka Harapan Hidup Sehat (HALE), Indeks Cakupan Layanan UHC, dan 

Angka Kelahiran Total (TFR). Untuk mencapai visi tersebut, Kemenkes 

menetapkan 

 enam sasaran strategis, yaitu: 
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○ Masyarakat Sehat 

○ Komunitas Gaya Hidup Sehat 

○ Layanan Kesehatan Baik, Adil, dan Terjangkau 

○ Sistem Kesehatan yang Kuat 

○ Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang Efektif 

○ Teknologi Kesehatan yang Maju 

● Target Indikator Nasional (Target 2029): 
○ Usia Harapan Hidup (UHH): 75,40 tahun. 

○ Angka Harapan Hidup Sehat (HALE): 65 tahun. 

○ Indeks UHC: 62 (setara rata-rata ASEAN). 

○ Angka Kematian Ibu (AKI): 77 per 100.000 kelahiran hidup. 

○ Prevalensi Stunting: 14,2%. 

○ Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG): 70%. 

● Program Prioritas Nasional: Arah kebijakan nasional sangat 

menekankan pada penguatan layanan primer dan upaya promotif-

preventif. Salah satu program unggulan yang menjadi amanat Presiden 

terpilih adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang menyasar 

seluruh siklus hidup dan dimulai pada 10 Februari 2025. Renstra daerah 

wajib menyelaraskan program dan anggarannya untuk mendukung 

keberhasilan program nasional ini. 

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi 
Penyusunan Renstra Dinkes PPKB Kota Madiun juga mengacu pada Rencana 

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, yang 

merupakan turunan dari RPJMD Provinsi Jawa Timur. 

● Visi dan Misi Provinsi: Visi Gubernur adalah "Bersama Jawa Timur 
Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, Dan Berkelanjutan Menuju 
Indonesia Emas 2045". Misi yang relevan dengan kesehatan adalah 

 Misi ke-6: Jatim Sehat, yaitu "Meningkatkan Derajat Kesehatan 

Masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang 

berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan serta sinergis dengan 

perwujudan Universal Health Coverage". 

● Tujuan dan Sasaran Provinsi: 
○ Tujuan: Meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas. 

○ Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, 

dan merata. 
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● Target Indikator Kinerja Provinsi (Target 2029): 
○ Usia Harapan Hidup (UHH): 76,23 tahun. 

○ Angka Kematian Ibu (AKI): 107-92 per 100.000 kelahiran hidup. 

○ Prevalensi Stunting: 12,00%. 

○ Angka Kematian Balita (AKBa): 9,39 per 1.000 kelahiran hidup. 

○ Cakupan Peserta JKN Aktif: 80-83,5%. 

○ Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB (TC): 82-95%. 

Arah kebijakan provinsi menekankan pada pemerataan fasilitas kesehatan, 

terutama di daerah afirmasi, serta peningkatan mutu layanan dan kompetensi 

SDM untuk mencapai standar global. Kota Madiun, sebagai bagian dari Jawa 

Timur, diharapkan berkontribusi dalam pencapaian target-target provinsi tersebut. 

4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah 
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun 2023-2043 memberikan kerangka 

spasial yang memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan dan 

penyelenggaraan pelayanan Dinkes PPKB. 

● Penyediaan Sarana Kesehatan: RTRW telah menetapkan alokasi ruang 

untuk Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, yang di dalamnya 

termasuk fasilitas kesehatan. Ini memberikan kepastian hukum bagi Dinkes 

PPKB untuk merencanakan pembangunan atau pengembangan fasilitas 

seperti Puskesmas, Pustu, atau bahkan mendukung pengembangan 

rumah sakit di lokasi yang telah ditetapkan, guna memastikan pemerataan 

akses layanan bagi seluruh penduduk. 

● Penguatan Kesehatan Lingkungan: Rencana Pola Ruang dan Struktur 

Ruang dalam RTRW secara eksplisit mengatur sistem-sistem vital yang 

sangat mempengaruhi kesehatan lingkungan, antara lain: 

○ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Rencana pengembangan 

jaringan perpipaan dan non-perpipaan menjadi dasar bagi Dinkes 

PPKB untuk program pengawasan kualitas air dan pencegahan 

penyakit yang ditularkan melalui air (waterborne diseases). 

○ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL): Pembangunan IPLT 
Winongo dan rencana pembangunan IPAL Non Domestik 

memberikan peluang bagi Dinkes PPKB untuk mengintensifkan 

program sanitasi dan higiene, serta mengurangi pencemaran 

lingkungan yang menjadi sumber penyakit. 
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○ Sistem Jaringan Persampahan: Penetapan lokasi TPA Winongo, 

TPST, dan TPS di seluruh kota menjadi acuan bagi Dinkes PPKB 

dalam program pengelolaan sampah medis dan edukasi 

pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah penyakit 

berbasis vektor dan lingkungan. 

○ Sistem Drainase: Pengembangan jaringan drainase primer, 

sekunder, dan tersier di seluruh kelurahan merupakan infrastruktur 

kunci untuk program pengendalian vektor penyakit seperti Demam 

Berdarah Dengue (DBD). 

● Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan: RTRW telah menetapkan Jalur 
Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana (memanfaatkan 

kantor kelurahan, RTH, dll.). Ini menjadi dasar bagi Dinkes PPKB untuk 

menyusun rencana kontingensi kesehatan, menyiapkan tim medis darurat, 

dan memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi bencana sesuai jalur 

yang telah ditetapkan. 

● Dukungan Upaya Promotif: RTRW mengalokasikan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) seluas kurang lebih 124 hektare, yang terdiri dari rimba kota, 

taman kota, dan jalur hijau. Keberadaan RTH ini secara langsung 

mendukung program promotif Dinkes PPKB dalam mendorong aktivitas 

fisik masyarakat, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas udara, 

yang semuanya berkontribusi pada pencegahan Penyakit Tidak Menular 

(PTM). 

5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terintegrasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang berimplikasi 

langsung pada kesehatan masyarakat dan menjadi arahan bagi program Dinkes 

PPKB. Berdasarkan tabel identifikasi permasalahan, isu-isu KLHS yang relevan 

meliputi: 

● Peningkatan Mitigasi Perubahan Iklim Kota: Perubahan iklim 

berdampak pada peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan. 

Implikasinya bagi kesehatan adalah meningkatnya risiko penyakit yang 

sensitif terhadap iklim, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat 

perluasan habitat vektor nyamuk, serta potensi meningkatnya penyakit 

infeksi saluran pernapasan (ISPA) dan penyakit terkait cuaca ekstrem. 

Oleh karena itu, Dinkes PPKB perlu memperkuat sistem surveilans 
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epidemiologi untuk penyakit-penyakit ini dan mengembangkan program 

adaptasi kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. 

● Peningkatan Implementasi Good Governance dalam Tata Kelola dan 
Pelayanan Publik: Isu ini menekankan adanya tuntutan dari masyarakat 

dan sistem pemerintahan untuk transparansi, akuntabilitas, dan kualitas 

layanan yang prima. Implikasinya bagi Dinkes PPKB adalah keharusan 

untuk terus memperbaiki tata kelola internal, meningkatkan Indeks 
Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta 

memastikan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (evidence-

based) dan berorientasi pada hasil (outcome). 

● Pengelolaan Pencemaran Lingkungan (Air, Tanah, Udara): 
Pencemaran lingkungan merupakan faktor risiko utama bagi berbagai 

penyakit. Implikasinya sangat luas bagi Dinkes PPKB: 

○ Pencemaran Air: Berisiko menyebabkan penyakit diare, tifoid, dan 

penyakit infeksi pencernaan lainnya. Ini menuntut penguatan 

program pengawasan kualitas air minum dan sanitasi dasar. 

○ Pencemaran Udara: Berkontribusi pada peningkatan kasus ISPA, 
asma, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Dinkes perlu 

meningkatkan program pengendalian penyakit ini dan berkolaborasi 

dalam advokasi kebijakan udara bersih. 

○ Pencemaran Tanah: Terkait dengan pengelolaan sampah dan 

limbah yang tidak saniter, dapat menjadi sumber penularan 

penyakit. Ini memperkuat urgensi program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM). 

Dengan demikian, isu-isu strategis dari KLHS mewajibkan Dinkes PPKB untuk 

tidak hanya berfokus pada layanan kuratif, tetapi juga secara proaktif memperkuat 

fungsi kesehatan lingkungan dan promotif-preventif melalui kolaborasi lintas 

sektor yang kuat. 

 

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan diprioritaskan menggunakan 

metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), beserta rencana penyelesaiannya. 

Dari 14 (empat belas) permasalahan pelayanan yang ada, setelah dilakukan 

analisis lebih lanjut dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi 

internal dan eksternal, serta isu-isu strategis di tingkat global, nasional, dan 
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regional, maka teridentifikasi 6 (enam) isu strategis. Penentuan prioritas dari 

keenam isu tersebut dilakukan melalui metode USG dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 12 Tabel Penentuan Isu Strategis Menggunakan Metode USG 

Isu Strategis Urgency 
(U) 

Seriousness 
(S) 

Growth 
(G) 

Total 
(U+S+G) Peringkat 

Tingginya Beban Ganda Penyakit 
Menular (PM) dan Penyakit Tidak 
Menular (PTM) 

5 5 4 14 1 

Optimalisasi Akses dan Kualitas 
Layanan Kesehatan Primer dan 
Rujukan yang Merata dan 
Berkelanjutan 

5 4 4 13 2 

Penguatan Kesehatan 
Lingkungan, Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS), dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

4 4 4 12 3 

Percepatan Penurunan Stunting 
dan Peningkatan Kesehatan Ibu, 
Anak, Remaja, dan Lansia 

4 3 4 11 4 

Optimalisasi Program Keluarga 
Berencana (KB) Berkualitas dan 
Pengendalian Kuantitas 
Penduduk 

3 3 3 9 5 

Penguatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga melalui 
Program Pembangunan Keluarga 
Berkualitas 

3 2 3 8 6 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka isu strategis yang akan ditangani dalam Renstra selama 

5 (lima) tahun dan prioritas penanganannya pada tahun rencana adalah: 

● Tingginya Beban Ganda Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular 

(PTM) dapat diselesaikan pada tahun ke 5 (lima). 

● Optimalisasi Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang 

Merata dan Berkelanjutan dapat diselesaikan pada tahun ke 5 (lima). 

● Penguatan Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 

dan Pemberdayaan Masyarakat dapat diselesaikan pada tahun ke 5 (lima). 
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● Percepatan Penurunan Stunting dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, 

Remaja, dan Lansia dapat diselesaikan pada tahun ke 5 (lima). 

● Optimalisasi Program Keluarga Berencana (KB) Berkualitas dan Pengendalian 

Kuantitas Penduduk dapat diselesaikan pada tahun ke 5 (lima). 

● Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Program 

Pembangunan Keluarga Berkualitas dapat diselesaikan pada tahun ke 5 (lima). 

 

  
Gambar 2. 15 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun 
Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis Perangkat Daerah sebagai 

upaya pengembangan untuk mendukung percepatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Tabel berikut menyajikan pemetaan komprehensif yang 

mengintegrasikan kekuatan dan kelemahan internal dengan tantangan dan 

tren eksternal untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Kesehatan Kota Madiun.
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Tabel 2. 13 Identifikasi Permasalahan Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun 

No 
Potensi Daerah yang 

menjadi Kewenangan 
Dinas Kesehatan 

Permasalahan Dinas Kesehatan 
(Kelemahan Internal) 

Isu KLHS yang 
Relevan dengan 
Dinas Kesehatan 

ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Isu Strategis 

Global  Nasional Regional  

A. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR   

  

Tuberkulosis (TB): ●    Kasus TB masih tinggi, termasuk 
pada balita stunting 

Peningkatan 
mitigasi 
perubahan iklim 
kota. 

Target Global "End TB 
Strategy" WHO: Eliminasi TB pada 
2030, menuntut penurunan insiden 
dan kematian secara drastis serta 
penanganan TB Laten dan TB 
Resisten Obat (TB-RO). 

Indonesia merupakan negara 
dengan beban TB tertinggi 
kedua di dunia. Program 
eliminasi TB 2030 menjadi 
prioritas utama pemerintah 
dengan fokus pada penemuan 
kasus, pengobatan sampai 
tuntas, dan pencegahan. 

Jawa Timur merupakan salah 
satu provinsi dengan beban kasus 
TB tertinggi di Indonesia, sehingga 
penemuan kasus aktif, investigasi 
kontak, dan keberhasilan 
pengobatan menjadi indikator 
kinerja utama provinsi. 

Penguatan Kewaspadaan 
Dini dan Respon Cepat 
untuk Menurunkan Beban 
Penyakit Menular Strategis 
(TB, HIV, DBD) 

●   Sudah ada tim 
percepatan penanganan 
Tuberkulosis 

●   Investigasi kontak kasus TB belum 
maksimal 

• SPM Kesehatan 
Tuberkulosis sudah 
mencapai target. 

●    Pemberian Terapi Pencegahan TB 
(TPT) pada kontak erat masih 
rendah. 

    

  

HIV/AIDS: ● Masih ditemukannya kasus ODHIV 
baru  

Target Global UNAIDS 95-95-
95: 95% ODHIV mengetahui 
statusnya, 95% yang tahu 
statusnya menjalani pengobatan 
ARV, dan 95% yang berobat 
mengalami supresi virus. Fokus 
pada pencegahan, deteksi dini, dan 
retensi pengobatan. 

Program Nasional "STOP 
HIV/AIDS": (Suluh, Temukan, 
Obati, Pertahankan). Fokus 
pada eliminasi HIV/AIDS pada 
2030, pencegahan penularan 
dari ibu ke anak, dan 
penjangkauan populasi kunci. 

Kota-kota besar di Jawa Timur, 
termasuk Madiun, menjadi pusat 
mobilitas penduduk yang 
meningkatkan risiko penularan. 
Perhatian khusus pada populasi 
kunci dan pencegahan loss to 
follow-up. 

• SPM Kesehatan HIV 
sudah mencapai target 
pada populasi berisiko 

●   Angka loss to follow up pada ODHIV 
yang memulai pengobatan ARV. 

●    SPM Kesehatan HIV 
secara umum sudah 
mencapai target. 

  

    

  

Demam Berdarah 
Dengue (DBD): 

Peningkatan kasus dan kematian 
akibat DBD. 

Pemanasan global memperluas 
habitat nyamuk Aedes aegypti, 
meningkatkan risiko dan musim 
penularan DBD di berbagai belahan 
dunia. Inovasi seperti vaksin dan 

Indonesia merupakan negara 
endemis DBD dengan siklus 
ledakan kasus setiap beberapa 
tahun. Kewaspadaan dini dan 
Pemberantasan Sarang 

Jawa Timur secara rutin 
menghadapi peningkatan kasus 
DBD, terutama saat musim 
penghujan. Diperlukan penguatan 
surveilans dan kesiapsiagaan di 
tingkat kabupaten/kota. 

● Surveilans DBD dengan 
jaringan dan jejaring sudah 
berjalan dengan baik 
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No 
Potensi Daerah yang 

menjadi Kewenangan 
Dinas Kesehatan 

Permasalahan Dinas Kesehatan 
(Kelemahan Internal) 

Isu KLHS yang 
Relevan dengan 
Dinas Kesehatan 

ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Isu Strategis 

Global  Nasional Regional  

●  Penyelidikan Epidemiologi 
sudah dilakukan. 

teknologi Wolbachia menjadi 
agenda global. 

Nyamuk (PSN) 3M Plus menjadi 
andalan. 

  

PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)   

  

Skrining & Penanganan 
PTM: 

 Kasus PTM seperti hipertensi dan 
diabetes melitus meningkat akibat pola 
hidup tidak sehat 

Peningkatan 
implementasi 
good governance 
dalam tata kelola 
dan pelayanan 
publik. 

Beban Global PTM: PTM 
(penyakit kardiovaskular, kanker, 
diabetes, penyakit pernapasan 
kronis) menjadi penyebab utama 
kematian global (lebih dari 70%). 
Fokus pada pengendalian faktor 
risiko (merokok, diet tidak sehat, 
kurang aktivitas fisik). 

Transformasi Layanan 
Primer: Penguatan skrining 
PTM di tingkat Puskesmas dan 
Posyandu menjadi pilar utama 
transformasi kesehatan nasional 
untuk deteksi dini dan 
pencegahan komplikasi. 

Prevalensi PTM di Jawa Timur 
menunjukkan tren peningkatan 
seiring perubahan gaya hidup 
masyarakat urban dan rural. 
Pencegahan dan pengendalian 
menjadi prioritas untuk menekan 
beban pembiayaan kesehatan. 

Penguatan Upaya Promotif 
dan Preventif Melalui 
Deteksi Dini dan 
Pengendalian Faktor Risiko 
PTM 

Program Cek Kesehatan 
Gratis (CKG) dan Posyandu 
ILP memfasilitasi skrining 
PTM 

 Kesadaran deteksi dini PTM masih 
rendah 

Posyandu Lansia yang 
terintegrasi ILP dapat 
melakukan skrining PTM. 

 Stroke dan penyakit jantung iskemik 
menjadi penyebab kematian terbanyak. 

    

  

Pengendalian Faktor 
Risiko (Rokok): 

Indikator "Tidak Merokok" pada rumah 
tangga sehat masih rendah. 

WHO Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC): 
Kerangka kerja global untuk 
pengendalian tembakau yang 
mendorong implementasi KTR, 
kenaikan cukai rokok, dan larangan 
iklan rokok secara komprehensif. 

Indonesia adalah salah satu 
negara dengan prevalensi 
perokok tertinggi di dunia. 
Implementasi KTR yang efektif 
menjadi tantangan besar di 
tingkat daerah. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
mendorong kabupaten/kota untuk 
memiliki dan 
mengimplementasikan Perda KTR 
secara tegas sebagai upaya 
melindungi masyarakat dari 
paparan asap rokok. 

Sudah ada klinik Upaya 
Berhenti Merokok (UBM) di 
puskesmas 

Implementasi KTR di 7 tatanan masih 
rendah. 

Sudah ada peraturan terkait 
Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) Kota Madiun. 
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No 
Potensi Daerah yang 

menjadi Kewenangan 
Dinas Kesehatan 

Permasalahan Dinas Kesehatan 
(Kelemahan Internal) 

Isu KLHS yang 
Relevan dengan 
Dinas Kesehatan 

ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Isu Strategis 

Global  Nasional Regional  

 
  

KESEHATAN IBU, ANAK & GIZI MASYARAKAT   

  

Kesehatan Ibu dan Anak: Masih adanya kasus kematian bayi dan 
riwayat kematian ibu  

Peningkatan 
kualitas dan daya 
saing 

Sustainable Development 
Goals (SDGs): Target 3.1 & 3.2 
adalah menurunkan Angka 
Kematian Ibu (AKI) dan Angka 
Kematian Bayi (AKB) secara 
signifikan. Fokus pada kualitas 
layanan antenatal, persalinan 
aman, dan neonatal. 

Penurunan AKI dan AKB 
adalah prioritas utama. 
Penguatan layanan di 
fasyankes, sistem rujukan, dan 
pemantauan ibu hamil berisiko 
tinggi menjadi strategi kunci. 

Jawa Timur terus berupaya 
menekan AKI dan AKB yang 
masih menjadi tantangan. 
Penguatan Puskesmas sebagai 
garda terdepan dan peningkatan 
kualitas layanan rumah sakit 
rujukan menjadi fokus. 

Percepatan Penurunan 
Stunting dan Peningkatan 
Kesehatan Ibu, Anak, 
Remaja, dan Lansia. 

SPM Kesehatan Ibu hamil, 
ibu bersalin, bayi baru lahir 
dan balita sudah tercapai  

Capaian Cakupan Kunjungan Neonatal 
(CKN) masih rendah di beberapa 
wilayah. 

Sudah dilaksanakan 
pemeriksaan Neonatal 
sesuai standar. 

  

    

  

Penurunan Stunting: 

Masih ditemukannya kasus balita 
stunting, termasuk stunting baru dan 
yang terkait TB 

Target Gizi Global (WHO): 
Mengurangi jumlah anak stunting 
sebesar 40% pada tahun 2025. 
Fokus pada intervensi gizi spesifik 
(pada 1000 Hari Pertama 
Kehidupan) dan sensitif (sanitasi, 
pendidikan). 

Percepatan penurunan 
stunting menjadi program 
prioritas nasional dengan target 
prevalensi 14% pada 2024. 
Melibatkan intervensi lintas 
sektor. 

Jawa Timur menargetkan 
penurunan stunting di seluruh 
kabupaten/kota melalui intervensi 
spesifik dan sensitif, termasuk 
penguatan peran TPPS di semua 
tingkatan. 

Percepatan Penurunan 
Stunting dan Peningkatan 
Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, 
dan Lansia 

Sudah ada Tim Percepatan 
Penurunan Stunting (TPPS) 

Adanya tim promosi 
kesehatan untuk makan 
bergizi di sekolah 

Sudah ada sosialisasi dan 
pelatihan PMBA. 

  

PENGUATAN SISTEM KESEHATAN   

  Kualitas Pelayanan & 
Tata Kelola: 

SPM di RS belum optimal & SPM 
kesehatan umum belum sesuai target 

Peningkatan 
implementasi 
good governance 

Universal Health Coverage 
(UHC): Gerakan global untuk 
memastikan semua orang memiliki 

Transformasi Kesehatan 6 
Pilar: Program Kemenkes RI 
yang mencakup transformasi 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
fokus pada peningkatan akreditasi 
fasyankes (Puskesmas dan RS), 

Optimalisasi Akses dan 
Kualitas Layanan Kesehatan 
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No 
Potensi Daerah yang 

menjadi Kewenangan 
Dinas Kesehatan 

Permasalahan Dinas Kesehatan 
(Kelemahan Internal) 

Isu KLHS yang 
Relevan dengan 
Dinas Kesehatan 

ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Isu Strategis 

Global  Nasional Regional  

Semua puskesmas sudah 
menerapkan ILP 

 Puskesmas masih perlu 
pendampingan penerapan ILP 

dalam tata kelola 
dan pelayanan 
publik. 

akses ke layanan kesehatan 
berkualitas tanpa mengalami 
kesulitan finansial. Menuntut sistem 
kesehatan yang kuat, efisien, dan 
akuntabel. 

layanan primer, layanan 
rujukan, sistem ketahanan 
kesehatan, sistem pembiayaan, 
SDM kesehatan, dan teknologi 
kesehatan. 

peningkatan Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM), dan 
pemenuhan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM). 

Primer dan Rujukan yang 
Merata dan Berkelanjutan 

Rumah sakit sudah 
terakreditasi  

Kualitas pelayanan publik (IPK, IKM) 
perlu terus ditingkatkan  

Selalu ada evaluasi capaian 
SPM  

Nilai PKP Puskesmas perlu dijaga dan 
ditingkatkan 

Sudah ada SOP pelayanan Perlu peningkatan nilai SAKIP dan IPP. 

Dinas Kesehatan menjadi 
nomor 1 nilai SAKIP terbaik 

  

Kerja sama antar pemegang 
program berjalan baik. 

  

  

SDM Kesehatan: 
Masih terbatasnya SDM kesehatan, 
terutama dokter spesialis dan tenaga 
fungsional tertentu Krisis SDM Kesehatan Global: 

WHO menyoroti kekurangan tenaga 
kesehatan global, terutama di 
negara berkembang. Isu 
maldistribusi (antara kota dan desa, 
serta antar spesialisasi) menjadi 
tantangan utama. 

Salah satu pilar transformasi 
kesehatan nasional adalah 
pemenuhan dan pemerataan 
SDM kesehatan berkualitas, 
termasuk penyederhanaan 
proses perizinan (STR/SIP) dan 
penambahan kuota pendidikan 
dokter spesialis. 

Jawa Timur menghadapi 
tantangan dalam pemenuhan 
dokter spesialis di beberapa 
daerah dan jenis nakes tertentu. 
Mendorong program beasiswa dan 
kemudahan perizinan. 

Pengembangan SDM 
Kesehatan Lokal  

Masih adanya permasalahan 
kepemilikan SIP dan STR nakes. 

Ada pendampingan dari 
Dinas Kesehatan PPKB.   

    

  

Sistem Informasi & Data: Implementasi SIMRS belum optimal Transformasi Kesehatan 
Digital: Strategi kesehatan digital 
global WHO mendorong 
pemanfaatan teknologi untuk 
meningkatkan efisiensi, 

Platform SATUSEHAT: 
Kemenkes RI mengembangkan 
platform integrasi data 
kesehatan nasional 
(SATUSEHAT) yang 

Provinsi mendorong integrasi 
sistem informasi kesehatan daerah 
(SIKDA) dengan sistem nasional 
(SATUSEHAT) dan sistem lainnya 
(BPJS, kependudukan) untuk 

Rumah sakit sudah 
menerapkan Rekam Medis 
Elektronik (RME) 

Data kepesertaan BPJS belum 
terintegrasi sepenuhnya 
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Potensi Daerah yang 

menjadi Kewenangan 
Dinas Kesehatan 

Permasalahan Dinas Kesehatan 
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Relevan dengan 
Dinas Kesehatan 

ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Isu Strategis 

Global  Nasional Regional  

Data BPJS sudah bridging 
dengan SISTB RO Dinas 
Kesehatan  

Database urusan pengendalian 
penduduk dan KB belum tersusun baik. 

aksesibilitas, dan kualitas layanan 
kesehatan, dengan interoperabilitas 
data sebagai kunci. 

mewajibkan semua fasyankes 
untuk terhubung, termasuk 
penerapan RME sebagai 
standar. 

mendukung pengambilan 
keputusan berbasis data. 

Sudah ada sistem surveilans 
yang terhubung antara RS, 
dinas, dan puskesmas. 

  

    

KESEHATAN LINGKUNGAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   

  
Sanitasi & Kesehatan 

Lingkungan: Ada Pokja 
PKP dan IPLT yang 
mendukung sanitasi aman. 

Capaian sanitasi aman masih rendah 
(8,34%)  

Pengelolaan 
pencemaran 
lingkungan (air, 
tanah, udara) 

Akses Sanitasi Aman (SDG 
6.2): Target global untuk mencapai 
akses sanitasi dan kebersihan yang 
memadai dan merata untuk semua, 
serta menghentikan buang air besar 
di tempat terbuka. 

Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM): Program 
nasional yang berfokus pada 
perubahan perilaku higienis dan 
saniter melalui pemberdayaan 
masyarakat dengan 5 pilar, 
termasuk Stop BABS dan 
pengelolaan air 
minum/makanan rumah tangga. 

Jawa Timur menargetkan 100% 
ODF di seluruh kabupaten/kota 
dan mendorong peningkatan 
akses terhadap sanitasi layak dan 
aman (jamban sehat dengan 
tangki septik). 

Penguatan Kesehatan 
Lingkungan, PHBS, dan 
Pemberdayaan Masyarakat.. 

Persentase rumah tangga sehat perlu 
ditingkatkan. 

  

  

Pemberdayaan 
Masyarakat: 

Kesadaran dan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) di masyarakat masih 
rendah 

Promosi Kesehatan dan 
Literasi Kesehatan: WHO 
menekankan pentingnya literasi 
kesehatan sebagai aset individu 
dan masyarakat untuk membuat 
keputusan yang tepat terkait 
kesehatan. Pemberdayaan 
masyarakat adalah kunci 
keberhasilan program kesehatan. 

Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (GERMAS): Instruksi 
Presiden yang fokus pada 
upaya promotif dan preventif 
dengan 3 pilar utama: 
peningkatan aktivitas fisik, 
konsumsi buah dan sayur, dan 
deteksi dini penyakit. 

Pemerintah Provinsi mendorong 
revitalisasi dan penguatan 
berbagai bentuk UKBM 
(Posyandu, Posbindu, Poskestren, 
SBH) sebagai mitra strategis 
pemerintah dalam menjangkau 
masyarakat secara langsung. 

Ada tim promosi kesehatan 
dan berbagai media 
penyuluhan 

Upaya Kesehatan Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) seperti Saka Bakti 
Husada dan Poskestren belum optimal  

Ada pendampingan Saka 
Bakti Husada dan 
Poskestren 

Pelaku UMKM pangan belum paham 
standar produksi makanan aman. 

Ada kelompok kegiatan 
UPPKA di setiap kelurahan.   
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PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB)   

  

Keluarga Berencana 
(KB) & Kesehatan 
Reproduksi: 

Persentase Peserta KB Aktif Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 
masih rendah 

Peningkatan 
kualitas dan daya 
saing 

Akses Universal terhadap 
Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi (SDG 3.7): Menjamin 
akses universal terhadap layanan 
KB, informasi, dan pendidikan. KB 
adalah kunci pemberdayaan 
perempuan dan pembangunan 
berkelanjutan. 

Program Bangga Kencana 
(BKKBN): Fokus pada 
pembangunan keluarga, 
kependudukan, dan KB untuk 
menciptakan keluarga 
berkualitas dan menjaga 
keseimbangan pertumbuhan 
penduduk serta bonus 
demografi. 

Provinsi Jawa Timur mendorong 
penguatan peran Petugas 
Lapangan KB (PLKB) dan kader 
untuk meningkatkan capaian KB 
MKJP dan mengoptimalkan 
kegiatan kelompok (Poktan) di 
masyarakat. 

Optimalisasi Program 
Keluarga Berencana untuk 
Menjaga Keseimbangan 
Pertumbuhan Penduduk dan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga 

Ada uang transport bagi 
peserta dan pendamping KB 
MKJP 

CPR perlu dijaga untuk 
mempertahankan bonus demografi  

Pembinaan faskes dan 
pelatihan CTU bagi bidan 
sudah dilakukan 

Layanan Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK-
R) belum optimal  

Ada kelompok kegiatan 
Tribina (BKB, BKR, BKL) 
dan UPPKA  

Angka Kelahiran Total (TFR) di 
Bawah Tingkat Penggantian: TFR 
Kota Madiun pada tahun 2024 sebesar 
1,84, yang berada di bawah angka ideal 
(2,1). 

Ada penyuluhan kespro 
remaja & MoU dengan 
Kemenag pra nikah. 

Partisipasi Pria dalam Program KB 
Sangat Rendah: Penggunaan metode 
kontrasepsi pria (Kondom dan 
MOP/Vasektomi) secara konsisten 
sangat rendah, yaitu hanya 0,3% dan 
0,1% pada tahun 2024. 



 

RENSTRA DINAS KESEHATAN PP DAN KB TAHUN 2025-2029 79 

 
 

 

No 
Potensi Daerah yang 

menjadi Kewenangan 
Dinas Kesehatan 

Permasalahan Dinas Kesehatan 
(Kelemahan Internal) 

Isu KLHS yang 
Relevan dengan 
Dinas Kesehatan 

ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Isu Strategis 

Global  Nasional Regional  

Infrastruktur Layanan KB 
yang Lengkap dan Tersebar: 
Ketersediaan layanan KB di 
6 Puskesmas, 10 Rumah 
Sakit, puluhan klinik, dan 
praktik bidan mandiri yang 
tersebar di seluruh wilayah 
kota 

Angka Putus Pakai (Drop Out) KB 
yang Tinggi: Angka drop out peserta 
KB pada tahun 2024 mencapai 13,6%, 
meningkat signifikan dari tahun-tahun 
sebelumnya 

Jaringan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) yang 
Kuat: Terdapat 269 
Posyandu yang 100% aktif 
pada tahun 2024, didukung 
oleh kader-kader yang dapat 
menjadi ujung tombak dalam 
penyuluhan dan edukasi KB 
di tingkat masyarakat 
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BAB III 
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

Dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi diperlukan Tujuan dan Sasaran 

Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya pada Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dapat 

terarah. Keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan mendukung 

pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun. Tujuan dan sasaran perangkat 

daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TUJUAN/ SASARAN 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 
ke- 

2026 2027 2028 2029 2030 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

1 Mewujudkan 
Masyarakat 
Kota Madiun 
yang Sehat, 
Produktif, dan 
Berdaya Saing 
dengan 
Keluarga 
Berkualitas dan 
Berketahanan 

  Angka Harapan 
Hidup (AHH) 

76 
Tahun 

76.27 
Tahun 

76.54 
Tahun 

76.79 
Tahun 

77.03 
Tahun 

Total Fertility Rate 
(TFR) 

1.86 
Anak 

1.87 
Anak 

1.88 
Anak 

1.89 
Anak 

1.9 Anak 

2 Meningkatnya 
status kesehatan 
masyarakat dan 
pemerataan 
pelayananan 
kesehatan yang 
bermutu 

Prevalensi stunting 10% 9.20
% 

8.40% 7.60
% 

7.00% 

Rata-rata nilai 
Penilaian Kinerja 
Puskesmas (PKP) 

91.00
% 

91.50
% 

92.00
% 

92.50
% 

93.00% 

Tingkat kepuasan 
pasien terhadap 
layanan kesehatan 

87.55 
Indeks 

87.8 
Indek
s 

88.05 
Indeks 

88.3 
Indek
s 

88.55 
Indeks 

Presentase Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan sesuai 
standar 

50.00
% 

55.00
% 

60.00
% 

65.00
% 

70.00% 
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No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TUJUAN/ SASARAN 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 
ke- 

2026 2027 2028 2029 2030 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

Rasio tenaga 
kesehatan dan 
tenaga medis 
terhadap populasi 

3.36 
per 
1000 
pendu
duk 

4.26 
per 
1000 
pendu
duk 

5.4 per 
1000 
pendu
duk 

6.85 
per 
1000 
pendu
duk 

8.68 per 
1000 
penduduk 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
sanitasi total 
berbasis masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase tempat 
pengelolaan pangan 
memenuhi syarat 

95.50
% 

96.00
% 

96.20
% 

96.40
% 

96.60% 

3 Terkendalinya 
pertumbuhan 
penduduk, 
kualitas program 
KB, serta 
ketahanan dan 
kesejahteraan 
keluarga. 

Angka Prevalensi 
Kontrasepsi Modern 
/ Modern 
Contraceptive 
(mCPR) 

70.55
% 

70.56
% 

70.57
% 

70.58
% 

70.59% 

Angka unmet need 
pelayanan KB 

4.20% 3.60
% 

3.00% 2.80
% 

2.50% 

Persentase Keluarga 
yang mengikuti 
kelompok kegiatan 
ketahanan keluarga 

34% 35% 36% 37% 38% 

4 Meningkatnya 
Pelayanan Publik 
Perangkat 
Daerah 

Indeks Pelayanan 
Publik Dinas 
Kesehatan PP dan 
KB 

4.53 
Indeks 

4.55 
Indek
s 

4.56 
Indeks 

4.58 
Indek
s 

4.6 Indeks 
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Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian tak 

terpisahkan dari kerangka logis perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memastikan 

adanya keselarasan dan sinergi, setiap tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini harus 

secara langsung berkontribusi pada pencapaian satu atau lebih sasaran RPJMD. 

Untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) 

memberikan kontribusi yang terukur terhadap visi pembangunan daerah, tujuan dan 

sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan harus selaras secara vertikal dengan 

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 

Tahun 2025-2029. Keterkaitan ini menunjukkan bagaimana pencapaian target kinerja 

Perangkat Daerah secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis yang lebih 

besar di tingkat kota. 

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinkes PPKB 

dengan sasaran RPJMD Kota Madiun secara rinci disajikan pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 
Dalam mendukung Sasaran RPJMD 

No Tujuan/ Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD 

-1 -2 -3 -4 
1 misi 1: Meningkatkan  

kualitas sumber daya  
manusia yang unggul  
dan berdaya saing  
global  

Mewujudkan Masyarakat 
Kota Madiun yang Sehat, 
Produktif, dan Berdaya 
Saing dengan Keluarga 
Berkualitas dan 
Berketahanan 
  
  

Meningkatnya status 
kesehatan masyarakat 
dan pemerataan 
pelayananan kesehatan 
yang bermutu 

2 Tujuan 1 : Meningkatkan 
kualitas sumber daya  
manusia yang unggul dan 
berdaya saing global 

Terkendalinya 
pertumbuhan penduduk, 
kualitas program KB, 
serta ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga. 

3 Sasaran 2 : Meningkatnya 
kualitas kesehatan 
masyarakat berstandar 
global; 

Meningkatnya Pelayanan 
Publik Perangkat Daerah 
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Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Dinas 
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) tidak 

hanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

tetapi juga wajib mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepatuhan terhadap NSPK memastikan bahwa 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas, 

keamanan, dan kebijakan nasional yang berlaku. 

Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) ini telah diselaraskan untuk mendukung implementasi NSPK 

tersebut. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkes PPKB dengan 

NSPK yang relevan disajikan secara rinci pada Tabel 3.3. 

Tabel 3. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 
Dalam mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah 

No. Norma, Strandar, Prosedur, dan 
Kriteria (NSPK) 

Tujuan Perangkat 
Daerah 

Sasaran Perangkat Daerah 

1 - UU No. 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan 

- UU No. 59 Tahun 2024 tentang 
RPJPN 2025-2045: 
Mengamanatkan pembangunan 
SDM unggul sebagai pilar 
transformasi menuju Indonesia 
Emas 2045 

- Permenkes No. 6 Tahun 2024 
tentang SPM Kesehatan: 
Menetapkan 12 jenis pelayanan 
dasar bidang kesehatan yang 
wajib disediakan oleh pemerintah 
daerah beserta standar teknis 
pemenuhannya 

- Rencana Induk Bidang 
Kesehatan (RIBK) Kemenkes 
2025-2029: Menjadi acuan teknis 
dalam sinkronisasi perencanaan 
program kesehatan antara pusat 
dan daerah, dengan 6 pilar 
transformasi kesehatan 

Mewujudkan 
Masyarakat Kota 
Madiun yang Sehat, 
Produktif, dan Berdaya 
Saing dengan Keluarga 
Berkualitas dan 
Berketahanan 

Meningkatnya status kesehatan 
masyarakat dan pemerataan 
pelayananan kesehatan yang 
bermutu 

2 - Undang-Undang Nomor 52 
Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga: 

Terkendalinya pertumbuhan 
penduduk, kualitas program KB, 
serta ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga. 
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No. Norma, Strandar, Prosedur, dan 
Kriteria (NSPK) 

Tujuan Perangkat 
Daerah 

Sasaran Perangkat Daerah 

Merupakan landasan hukum 
utama dalam penyelenggaraan 
program pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana 

- Perpres No. 111 Tahun 2022 
tentang TPB/SDGs: 
Mengarahkan program KB untuk 
mendukung pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, 
terutama terkait kesehatan dan 
kesetaraan gender. 

- Program Bangga Kencana 
(BKKBN) 

3 
● Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2025: 
Memberikan arahan dan pedoman 
spesifik untuk penyusunan 
RPJMD dan Renstra Perangkat 
Daerah periode 2025-2029. 

● Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019: 
Menetapkan klasifikasi, kodefikasi, 
dan nomenklatur perencanaan 
pembangunan dan keuangan 
daerah untuk memastikan 
keseragaman dan integrasi sistem 
penganggaran. 

● Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 7 Tahun 2022: 
Mendorong penyederhanaan 
birokrasi melalui perubahan 
sistem kerja yang lebih dinamis 
dan kolaboratif untuk 
meningkatkan efektivitas 
pelayanan 

 Meningkatnya Pelayanan Publik 
Perangkat Daerah 

 

Guna memastikan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai 

secara efektif, perlu dilakukan proses penjabaran kinerja secara berjenjang (cascading) 

ke seluruh level organisasi. Proses ini menerjemahkan sasaran strategis dan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) di tingkat Perangkat Daerah menjadi sasaran dan indikator kinerja 
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yang lebih operasional di tingkat di bawahnya, mulai dari pejabat Eselon III, Eselon IV, 

hingga ke level staf fungsional. 

Dengan demikian, setiap unit kerja dan individu dalam lingkup Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki target yang jelas, terukur, 

dan selaras dengan tujuan besar organisasi. Alur sistematis proses cascading kinerja ini 

diilustrasikan pada Gambar 3.2 berikut. 

 

 
Gambar 3. 1 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun 

 

Setelah melalui tahapan analisis keterkaitan dengan sasaran RPJMD dan NSPK 

serta penjabaran kinerja, langkah selanjutnya adalah merumuskan secara konkret 

Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana untuk periode 2025-2029. Rumusan ini merupakan inti dari Rencana Strategis 

(Renstra) yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan 

kegiatan selama lima tahun ke depan. 

Tujuan dan Sasaran ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

terukur untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaiannya. 

Rumusan lengkap Tujuan, Sasaran, beserta Indikator Kinerja dan targetnya disajikan 

secara sistematis pada Tabel 3.4 berikut.



 

Tabel 3. 4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

No. NSPK dan 
Sasaran RPJMD 

yang Relevan 

Tujuan Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Baseline 
Tahun 
2024 

Target Tahun Ket. 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

1 Tujuan 1 = 
Terwujudnya 
 Pembangunan 
Sumber 
 Daya Manusia 
yang 
 Unggul dan 
Berdaya 
 Saing Global 

Mewujudkan 
Masyarakat Kota 
Madiun yang 
Sehat, Produktif, 
dan Berdaya 
Saing dengan 
Keluarga 
Berkualitas dan 
Berketahanan 

  Usia Harapan 
Hidup (UHH) 

75.67 
75.74 76 76.27 76.54 76.79 77.03 

  

  Sasaran 2 = 
Meningkatnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
berstandar global 

    Total Fertility Rate 
(TFR) 

1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.9 

  

  Indikator Sasaran 
2= Usia Harapan 
Hidup 

  Meningkatnya 
status kesehatan 
masyarakat dan 
pemerataan 
pelayananan 
kesehatan yang 
bermutu 

Prevalensi 
stunting 

11.80% 11% 10% 9.20% 8.40% 7.60% 7.00% 

  

        Rata-rata nilai 
Penilaian Kinerja 
Puskesmas (PKP) 

97.84% 91.00% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 93.00% Indikator penilaian PKP setiap tahun 
bisa berubah sehingga angka 90% 
sebenarnya sulit dicapai, karena ada 
perubahan BPJS yang dinamis, ada 
perubahan ILP, CKG dan perubahan 
struktur organisasi di puskesmas 
yang berdasarkan klaster-klaster 



 

No. NSPK dan 
Sasaran RPJMD 

yang Relevan 

Tujuan Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Baseline 
Tahun 
2024 

Target Tahun Ket. 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

        Tingkat kepuasan 
pasien terhadap 
layanan 
kesehatan 

87.05 
Indeks 

87.30 
Indeks 

87.55 
Indeks 

87.8 Indeks 88.05 
Indeks 

88.3 Indeks 88.55 Indeks 

  

        Presentase 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan sesuai 
standar 

50.00% 50.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 

 

        Rasio tenaga 
kesehatan dan 
tenaga medis 
terhadap populasi 

2.09 per 
1000 
penduduk 

2.65 per 
1000 

penduduk 

3.36 per 
1000 
penduduk 

4.26 per 
1000 
penduduk 

5.4 per 
1000 
penduduk 

6.85 per 
1000 
penduduk 

8.68 per 
1000 
penduduk 

  

        Persentase 
Desa/Kelurahan 
sanitasi total 
berbasis 
masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

        Persentase 
tempat 
pengelolaan 
pangan memenuhi 
syarat 

94.00% 95.00% 95.50% 96.00% 96.20% 96.40% 96.60% 

 

      Terkendalinya 
pertumbuhan 
penduduk, 
kualitas program 

Angka Prevalensi 
Kontrasepsi 
Modern / Modern 

70.46% 70.50% 70.55% 70.56% 70.57% 70.58% 70.59% 

  



 

No. NSPK dan 
Sasaran RPJMD 

yang Relevan 

Tujuan Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Baseline 
Tahun 
2024 

Target Tahun Ket. 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

KB, serta 
ketahanan dan 
kesejahteraan 
keluarga. 

Contraceptive 
(mCPR) 

        Angka unmet 
need pelayanan 
KB 

5.58% 4.80% 4.20% 3.60% 3.00% 2.80% 2.50% 

  

        Persentase 
Keluarga yang 
mengikuti 
kelompok kegiatan 
ketahanan 
keluarga 

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 

  

      Meningkatnya 
Pelayanan Publik 
Perangkat 
Daerah 

Indeks Pelayanan 
Publik Dinas 
Kesehatan PP dan 
KB 

4.58 Indeks 4.51 
Indeks 

4.53 Indeks 4.55 Indeks 4.56 
Indeks 

4.58 Indeks 4.6 Indeks  Target masih masuk pelayanan prima 
dengan range nilai (4.51-5.00) dan 
target di bawah capaian 2024 karena 
dinkes masih belum memiliki gedung 
kantor sendiri. 
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1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 
Analisis strategis ini disusun melalui pendekatan teknokratik yang sistematis, dengan 

memanfaatkan data dan informasi yang disajikan dalam Bab II mengenai gambaran umum 

kondisi kesehatan daerah. Fokus utama analisis ini adalah untuk mengidentifikasi secara 

cermat faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi, serta faktor-

faktor eksternal yang menghadirkan peluang dan ancaman. 

Melalui identifikasi ini, dilakukan analisis mendalam menggunakan kerangka SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang terukur dan berbasis bukti. Setiap 

poin yang diidentifikasi dalam analisis SWOT ini dapat ditelusuri kembali ke data spesifik 

yang ada, sehingga menghasilkan potret kondisi yang objektif dan komprehensif.  

Keluaran dari analisis ini tidak hanya berhenti pada identifikasi faktor-faktor strategis, 

tetapi juga dilanjutkan dengan perumusan opsi-opsi strategi yang logis dan relevan. Opsi-

opsi ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan kekuatan dan peluang (Strategi S-O), 

mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (Strategi W-O), menggunakan 

kekuatan untuk menghadapi ancaman (Strategi S-T), serta meminimalkan kelemahan dan 

menghindari ancaman (Strategi W-T). Dengan demikian, analisis strategis ini diharapkan 

dapat memberikan arah kebijakan yang tajam, fokus, dan implementatif, sehingga Dinas 

Kesehatan Kota Madiun dapat merespon tantangan dan dinamika bidang kesehatan secara 

efektif dan efisien demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Dinas Kesehatan, 
PPKB Kota Madiun 
Analisis SWOT ini dilakukan dengan membedah secara sistematis faktor-faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan Dinas Kesehatan.  

A. Kekuatan (Strengths) - Faktor Internal Positif 
Kekuatan adalah aset, kapabilitas, sumber daya, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh 

Dinas Kesehatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis. 

1. Kualitas dan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): 
○ Puskesmas Terakreditasi Penuh: Seluruh 6 Puskesmas di Kota Madiun telah 

berhasil meraih status Akreditasi Paripurna pada tahun 2023. Ini menunjukkan 

adanya sistem manajemen mutu dan penyelenggaraan pelayanan yang teruji dan 

sesuai dengan standar nasional tertinggi. 

○ Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP): Semua Puskesmas di Kota Madiun 

telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP). Ini menjadi modal dasar untuk 

transformasi layanan kesehatan primer yang berfokus pada siklus hidup dan 

pendekatan proaktif hingga ke tingkat keluarga. 

○ Inovasi Layanan Puskesmas yang Beragam: Terdapat puluhan inovasi layanan 

yang dikembangkan oleh masing-masing Puskesmas untuk merespon kebutuhan 

spesifik masyarakat di wilayah kerjanya. Contohnya termasuk "POJOK TB PUSPA" 

di Puskesmas Ngegong untuk optimalisasi layanan TB , "SANGKUR JAWARA" 

untuk kesehatan jiwa, dan "LINTANG NDARU" (Layanan Poli Petang Dan Gawat 
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Darurat) di Puskesmas Tawangrejo untuk memperluas akses waktu layanan. 

○ Rasio Puskesmas yang Memadai: Dengan 6 Puskesmas untuk melayani sekitar 

178.647 penduduk (tahun 2023), rasio pelayanan adalah 1:29.774. Angka ini masih 

mendekati rasio ideal yang direkomendasikan, yaitu 1:30.000 penduduk, yang 

mendukung jangkauan pelayanan dasar. 

2. Sistem Rujukan dan Fasilitas Kesehatan Rujukan yang Mumpuni: 
○ Ketersediaan Rumah Sakit Berbagai Tipe: Kota Madiun didukung oleh 9 Rumah 

Sakit pada tahun 2023 (bertambah menjadi 10 pada tahun 2024) dengan berbagai 

tipe dan kepemilikan, termasuk RSUD Tipe B (RSUD Dr. Soedono) sebagai rujukan 

regional, RSUD Tipe C milik Pemkot, RS Khusus Paru, serta beberapa RS Swasta. 

○ Akreditasi Rumah Sakit: Seluruh rumah sakit di Kota Madiun telah terakreditasi, 

yang menjamin adanya standar mutu pelayanan kesehatan rujukan. 

○ Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat: Seluruh rumah sakit (100%) di Kota 

Madiun telah memiliki kemampuan pelayanan gawat darurat Level 1, memastikan 

kesiapan dalam penanganan kasus emergensi. 

3. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan: 
○ Rasio Tenaga Kesehatan yang Baik: Rasio beberapa jenis tenaga kesehatan per 

100.000 penduduk menunjukkan ketersediaan yang cukup baik. Sebagai contoh, 

pada tahun 2023, rasio dokter (spesialis dan umum) adalah 212,7 per 100.000 

penduduk, dan rasio perawat adalah 718,7 per 100.000 penduduk. 

○ Pendataan SDM Kesehatan Berbasis NIK: Pendataan tenaga kesehatan sudah 

berjalan lebih baik dengan aplikasi berbasis NIK, sehingga data yang ada lebih 

akurat dan menggambarkan jumlah individu tenaga kesehatan yang ada di Kota 

Madiun. 

4. Sistem dan Tata Kelola Program yang Terstruktur: 
○ Tim Lintas Sektor yang Telah Terbentuk: Telah terbentuk Tim Percepatan 

Penanganan Tuberkulosis dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di 

tingkat kota, yang menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu 

prioritas. 

○ Mekanisme Evaluasi Kinerja yang Berjalan: Adanya evaluasi capaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) baik untuk Puskesmas maupun Rumah Sakit secara rutin 

memungkinkan adanya tindak lanjut untuk perbaikan program. 

○ Surveilans Penyakit yang Aktif: Sistem surveilans untuk penyakit potensial KLB 

seperti DBD telah berjalan dengan baik, termasuk kegiatan Penyelidikan 

Epidemiologi (PE) yang responsif. 

5. Capaian Program Prioritas yang Telah Memenuhi Target: 
○ Capaian SPM Kesehatan Ibu dan Anak: Standar Pelayanan Minimal untuk 

kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita dilaporkan telah tercapai. 

Ini merupakan modal penting dalam upaya penurunan AKI, AKB, dan stunting. 

○ Capaian SPM Penyakit Menular: SPM untuk pelayanan kesehatan pada populasi 
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berisiko HIV dan penanganan Tuberkulosis telah mencapai target yang ditetapkan. 

6. Jaringan UKBM yang Kuat dan Aktif: 
● Terdapat 269 Posyandu yang 100% aktif pada tahun 2024, didukung oleh kader-kader 

yang dapat menjadi ujung tombak dalam penyuluhan dan edukasi di tingkat 

masyarakat. 

● Telah ada kelompok kegiatan seperti Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKA di seluruh 

kelurahan yang menjadi potensi pemberdayaan masyarakat. 

B. Kelemahan (Weaknesses) - Faktor Internal Negatif 
Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan 

kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif Dinas Kesehatan. 

1. Beban Penyakit Menular yang Masih Tinggi dan Penanganan yang Belum Optimal: 
○ Tingginya Kasus Tuberkulosis (TB): Meskipun SPM tercapai, masalah pokok 

menunjukkan bahwa kasus TB masih tinggi. Hal ini diperparah dengan investigasi 

kontak yang belum maksimal dan rendahnya pemberian Terapi Pencegahan TB 

(TPT) pada kontak erat, yang merupakan akar masalah dari penularan yang terus 

terjadi. 

○ Peningkatan Kasus dan Kematian Akibat DBD: Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) menunjukkan tren peningkatan kasus dan kematian, menandakan 

upaya pengendalian vektor belum sepenuhnya efektif memutus rantai penularan. 

○ Tantangan dalam Penanganan HIV/AIDS: Meskipun SPM pada populasi berisiko 

tercapai, masih ditemukan kasus baru ODHIV dan tingginya angka loss to follow up 

pada pasien yang memulai terapi ARV. Akar masalahnya adalah keterbatasan dalam 

pelacakan dan pendampingan pasien. 

 

2. Peningkatan Beban Penyakit Tidak Menular (PTM) yang Belum Diimbangi Upaya 
Preventif yang Kuat: 
○ Meningkatnya Prevalensi PTM: Kasus hipertensi dan diabetes melitus terus 

meningkat, dan penyakit stroke serta jantung iskemik menjadi penyebab kematian 

terbanyak. Hal ini menunjukkan transisi epidemiologi yang memerlukan fokus lebih 

besar pada PTM. 

○ Rendahnya Kesadaran Deteksi Dini: Kesadaran masyarakat untuk melakukan 

deteksi dini PTM masih rendah, yang menjadi salah satu akar masalah tingginya 

kasus PTM yang tidak terkontrol. 

○ Implementasi Kebijakan Pengendalian Faktor Risiko yang Lemah: Implementasi 

Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 7 tatanan masih rendah, yang tercermin dari 

masih tingginya indikator "Tidak Merokok" pada rumah tangga sehat. 

3. Tantangan dalam Upaya Kesehatan pada Siklus Hidup: 
○ Masih Adanya Kasus Stunting Baru: Meskipun ada TPPS, masih ditemukan kasus 

balita stunting baru. Salah satu akar masalah yang teridentifikasi adalah keterkaitan 

antara kasus TB pada balita dengan kejadian stunting. 
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○ Kesehatan Ibu dan Neonatal yang Belum Optimal: Masih adanya kasus kematian 

bayi dan riwayat kematian ibu, serta capaian Cakupan Kunjungan Neonatal (CKN) 

yang masih rendah di beberapa wilayah menunjukkan adanya disparitas dan kualitas 

layanan yang perlu ditingkatkan. 

○ Kesehatan Remaja: Masih adanya kasus kehamilan pada remaja menunjukkan 

kurangnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi. 

4. Kualitas Sistem Kesehatan yang Perlu Ditingkatkan: 
○ Keterbatasan SDM Kesehatan Spesifik: Terdapat keterbatasan pada jumlah dan 

distribusi dokter spesialis dan tenaga fungsional tertentu (seperti entomolog) yang 

menghambat kualitas layanan pada program spesifik. 

○ Optimalisasi Sistem Informasi Kesehatan: Implementasi sistem informasi seperti 

SIMRS dan integrasi data dengan BPJS dan SISTBrO belum optimal. Belum 

terintegrasinya berbagai sistem data kesehatan menghambat pengambilan 

keputusan berbasis data yang akurat dan real-time. 

○ Database pada urusan pengendalian penduduk dan KB belum tersusun dengan baik, 

dan layanan Poktan (BKB, BKR, BKL) belum optimal 

○ Keterbatasan Jangkauan Pelayanan RS: Terdapat keterbatasan jangkauan 

pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan, yang 

mungkin berkaitan dengan kapasitas atau distribusi layanan spesialistik. 

○ SPM di rumah sakit belum optimal, terlihat dari beberapa indikator kinerja seperti 

BOR (49,7% di 2024, di bawah standar 60-85%) dan ALOS (3,3 hari di 2024, di 

bawah standar 6-9 hari) 

5. Perilaku Hidup Sehat dan Kualitas Lingkungan yang Masih Rendah: 
○ Rendahnya Capaian Sanitasi Aman: Capaian sanitasi aman yang masih sangat 

rendah (8,34% berdasarkan data awal) menjadi salah satu kelemahan paling 

signifikan dalam kesehatan lingkungan. 

○ PHBS Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan: Kesadaran dan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) di masyarakat secara umum masih rendah. 

○ Optimalisasi UKBM: Beberapa Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM) seperti Saka Bakti Husada dan Poskestren belum berjalan secara optimal. 

○ Indikator "Tidak Merokok" pada rumah tangga sehat masih rendah, menandakan 

implementasi KTR yang belum efektif mengubah perilaku. 

○ Pelaku UMKM pangan belum sepenuhnya paham standar produksi dan pengelolaan 

makanan yang aman dan sehat 

6. Program KB yang Menghadapi Tantangan: 
● Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih 

relatif rendah dibandingkan Non-MKJP. 

● Angka putus pakai (drop out) peserta KB yang tinggi, mencapai 13,6% pada tahun 

2024, menunjukkan adanya masalah dalam keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. 

 



93  

C. Peluang (Opportunities) - Faktor Eksternal Positif 
Peluang adalah situasi atau tren di lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas 

Kesehatan untuk mencapai atau melampaui tujuannya. 

1. Dukungan Kebijakan dan Regulasi: 
○ Kebijakan Nasional tentang Transformasi Kesehatan: Kebijakan pemerintah 

pusat mengenai 6 pilar transformasi kesehatan, khususnya penguatan layanan 

primer melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), memberikan momentum dan 

kerangka kerja yang jelas bagi penguatan Puskesmas dan Posyandu. 

○ Program Universal Health Coverage (UHC): Pencapaian UHC di Kota Madiun 

(98.84% pada 2023) menjamin akses finansial masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan, baik di FKTP maupun di rumah sakit rujukan. 

2. Potensi Kemitraan dan Kolaborasi Lintas Sektor: 
○ Kemitraan dengan Sektor Swasta (CSR): Adanya program CSR dari perusahaan 

swasta yang berfokus pada isu kesehatan seperti sanitasi dan air bersih dapat 

disinergikan dengan program prioritas Dinas Kesehatan. 

○ Penguatan Jejaring dengan Fasilitas Kesehatan Swasta: Meningkatnya jumlah 

rumah sakit dan klinik swasta di Kota Madiun membuka peluang untuk penguatan 

jejaring rujukan, pembagian beban layanan, dan kolaborasi dalam program 

kesehatan masyarakat. 

○ Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi: Keberadaan 

institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi di Kota Madiun dapat 

dimanfaatkan untuk penelitian, pengabdian masyarakat, serta peningkatan kapasitas 

tenaga kesehatan. 

○ Adanya MoU dengan Kementerian Agama terkait pendidikan pra-nikah, yang dapat 

menjadi pintu masuk untuk edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi calon 

pengantin. 

○ Keberadaan Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan IPLT yang 

dapat mendukung program penyehatan lingkungan dan peningkatan sanitasi aman. 

3. Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi: 
○ Digitalisasi Layanan Kesehatan: Tren pemanfaatan teknologi digital (seperti 

telemedisin, aplikasi pendaftaran online, dan media sosial untuk edukasi) dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi layanan. Beberapa 

puskesmas sudah memulai ini melalui inovasi grup WhatsApp. 

○ Sistem Informasi Terpusat: Adanya upaya integrasi data kesehatan di tingkat 

nasional (seperti SatuSehat) memberikan peluang untuk perbaikan sistem informasi 

dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah. 

○ Adopsi Rekam Medis Elektronik (RME) di rumah sakit dan bridging data BPJS 

dengan sistem informasi dinas yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas 

data kesehatan 
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4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: 
○ Aktivitas Kader Kesehatan: Keberadaan ribuan kader Posyandu yang aktif 

merupakan modal sosial yang sangat besar untuk upaya promotif dan preventif di 

tingkat komunitas. 

○ Jaringan UKBM yang luas, mencakup 269 Posyandu, Posbindu PTM, Poskestren, 

dan Saka Bakti Husada yang merupakan modal sosial untuk pemberdayaan 

masyarakat. 

○ Tumbuhnya Kelompok Peduli Kesehatan: Munculnya kelompok-kelompok peduli 

kesehatan di masyarakat, seperti kelompok perawatan diri untuk penderita kusta 

("Batik Beraksi"), menunjukkan adanya potensi partisipasi masyarakat yang lebih 

besar dalam penanganan isu-isu kesehatan spesifik 

D. Ancaman (Threats) - Faktor Eksternal Negatif 
Ancaman adalah situasi atau tren di lingkungan eksternal yang dapat menghambat atau 

membahayakan kemampuan Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuannya. 

1. Tantangan Sosial, Ekonomi, dan Demografi: 
○ Disparitas Sosial-Ekonomi: Tingginya disparitas sosial-ekonomi antar kecamatan 

berpotensi menyebabkan kesenjangan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, 

serta menjadi akar masalah bagi isu gizi dan kesehatan lingkungan. 

○ Perubahan Pola Hidup Masyarakat (Urbanisasi): Gaya hidup perkotaan yang 

cenderung sedentari, pola makan tidak sehat, dan tingkat stres yang tinggi menjadi 

pendorong utama meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). 

○ Tantangan Demografi: Peningkatan jumlah penduduk lansia akan meningkatkan 

kebutuhan akan layanan kesehatan geriatri dan penanganan penyakit degeneratif. 

Di sisi lain, isu kesehatan reproduksi remaja masih menjadi tantangan. 

2. Perilaku dan Budaya Masyarakat yang Tidak Mendukung: 
○ Tingginya Prevalensi Merokok: Perilaku merokok yang masih tinggi di kalangan 

masyarakat menjadi ancaman serius bagi upaya pengendalian PTM, terutama 

penyakit pernapasan dan kardiovaskular. 

○ Misinformasi dan Hoax Kesehatan: Meningkatnya tren misinformasi kesehatan 

(hoax) di media sosial dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam program-

program kesehatan penting seperti imunisasi dan meningkatkan keraguan terhadap 

layanan kesehatan formal. 

○ Rendahnya Kesadaran PHBS dan Sanitasi: Rendahnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya PHBS dan sanitasi yang layak menjadi hambatan utama dalam 

upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan DBD. 

3. Dinamika Sistem Kesehatan dan Regulasi: 
○ Perubahan Kebijakan dan Sistem yang Cepat: Perubahan kebijakan yang cepat 

di tingkat nasional (seperti implementasi ILP, perubahan sistem akreditasi) menuntut 

kemampuan adaptasi yang cepat dari SDM dan sistem di daerah, yang jika tidak 

dikelola dengan baik dapat menimbulkan disrupsi layanan. 
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○ Ketergantungan pada Kebijakan Pembiayaan Pusat: Perubahan kebijakan terkait 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 

pemerintah pusat dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan 

kesehatan di daerah. 

 

4. Ancaman Penyakit Infeksius: 
○ Potensi Munculnya Penyakit Infeksi Baru (New-Emerging Diseases): 

Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan adanya ancaman konstan dari 

munculnya penyakit infeksi baru yang dapat dengan cepat melumpuhkan sistem 

kesehatan. 

○ Resistensi Antimikroba (AMR): Penggunaan antibiotik yang tidak rasional di 

masyarakat dan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan risiko resistensi 

antimikroba, yang akan membuat penanganan penyakit infeksi menjadi lebih sulit 

dan mahal di masa depan. 

 

Berdasarkan analisis faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta faktor eksternal 

(Peluang dan Ancaman) yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan 

opsi-opsi strategi yang logis dan relevan. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan 

setiap faktor dalam Matriks TOWS, yang menghasilkan empat kuadran strategi: S-O 

(Memanfaatkan Kekuatan untuk menangkap Peluang), W-O (Mengatasi Kelemahan dengan 

memanfaatkan Peluang), S-T (Menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman), dan 

W-T (Meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman). Pendekatan ini memastikan 

bahwa arah kebijakan yang dirumuskan menjadi fokus, dan implementatif, memungkinkan 

Dinas Kesehatan Kota Madiun untuk merespon tantangan dan dinamika bidang kesehatan 

secara efektif dan efisien. 

 

Tabel 3. 5 Matriks TOWS Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun 

Faktor Internal / 
Eksternal 

Peluang (Opportunities)  
- Faktor Eksternal Positif 

1. Dukungan kebijakan nasional 
(Transformasi Kesehatan & ILP) 

2. Jaminan akses finansial melalui 
UHC 

3. Potensi kemitraan, faskes swasta, 
dan institusi pendidikan 

4. Kolaborasi lintas sektor yang 
sudah ada (Kemenag, Pokja PKP) 

5. Perkembangan teknologi digital 
dan sistem informasi (SatuSehat, 
RME) 

6. Partisipasi masyarakat yang tinggi 
(kader, UKBM)10. 
 

 

Ancaman (Threats)  
- Faktor Eksternal Negatif 

1. Disparitas sosial-ekonomi dan 
perubahan gaya hidup urban 

2. Tantangan demografi (lansia, 
remaja) 

3. Perilaku masyarakat yang tidak 
mendukung (merokok, hoax, 
rendahnya kesadaran PHBS) 

4. Dinamika kebijakan nasional 
dan ketergantungan anggaran 

5. Potensi penyakit infeksi baru 
(new-emerging) dan resistensi 
antimikroba (AMR) 
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Kekuatan 
(Strengths) - Faktor 
Internal Positif 

1. Seluruh 
Puskesmas 
terakreditasi 
Paripurna dan 
menerapkan ILP 

2. Inovasi layanan 
Puskesmas yang 
beragam 

3. Sistem rujukan dan 
RS yang mumpuni 
dan terakreditasi 

4. Rasio dan 
pendataan SDM 
Kesehatan yang 
baik 

5. Capaian SPM 
program prioritas 
(KIA, TBC, HIV) 

6. Jaringan UKBM 
(Posyandu) yang 
kuat dan aktif. 

 

Strategi S-O  (Maxi-Maxi) 
1. Mengoptimalkan seluruh 

Puskesmas terakreditasi 
Paripurna sebagai center of 
excellence dalam implementasi 
Integrasi Layanan Primer (ILP) 
dengan memanfaatkan teknologi 
digital dan dukungan UHC untuk 
penguatan jejaring dengan faskes 
swasta 

2. Memperkuat program promotif-
preventif berbasis UKBM dengan 
memanfaatkan jaringan kader 
Posyandu yang aktif dan 
kapabilitas SDM kesehatan yang 
memadai melalui kemitraan 
strategis dengan institusi 
pendidikan dan organisasi profesi. 

3. Meningkatkan efektivitas 
penanganan isu prioritas (stunting, 
TB) dengan mensinergikan Tim 
Lintas Sektor yang telah terbentuk 
dengan peluang kolaborasi formal 
seperti MoU Kemenag untuk 
edukasi catin dan Pokja PKP 
untuk sanitasi. 

Strategi S-T (Maxi-Mini) 
1. Memanfaatkan jaringan UKBM 

dan kader yang kuat serta 
sistem surveilans aktif sebagai 
agen literasi kesehatan untuk 
menangkal misinformasi/hoax 
dan meningkatkan 
kesiapsiagaan masyarakat 
terhadap ancaman penyakit 
infeksi baru. 

2. Menggunakan kapabilitas SDM 
kesehatan dan sistem evaluasi 
SPM yang terstruktur untuk 
merancang intervensi spesifik 
guna mitigasi dampak gaya 
hidup urban dan perubahan 
demografi terhadap peningkatan 
PTM.  

3. Mengoptimalkan sistem rujukan 
yang mumpuni sebagai jaring 
pengaman untuk memastikan 
akses layanan yang merata dan 
berkualitas dalam menghadapi 
ancaman disparitas sosial-
ekonomi dan ketidakpastian 
kebijakan pembiayaan. 

Kelemahan 
(Weaknesses) - 
Faktor Internal Negatif 

1. Beban penyakit 
menular (TBC, 
DBD, HIV) masih 
tinggi 

2. Beban PTM 
meningkat, deteksi 
dini & 
implementasi KTR 
lemah 

3. Tantangan 
kesehatan siklus 
hidup (stunting 
baru, kematian 
bayi) 

4. Keterbatasan SDM 
spesifik dan sistem 
informasi yang 
belum terintegrasi 
optimal 

5. Rendahnya 
sanitasi aman dan 
PHBS masyarakat 

6. Tantangan 
program KB 
(rendahnya MKJP, 
tingginya drop out) 

Strategi W-O (Mini-Maxi) 
1. Mengakselerasi perbaikan sistem 

informasi kesehatan dengan 
mengadopsi platform SatuSehat 
dan RME untuk mengatasi 
kelemahan dalam pelacakan 
kasus (HIV, kontak TB) dan 
optimalisasi data PTM serta KB. 

2. Mengatasi keterbatasan SDM 
spesifik dengan menjalin 
kemitraan dengan institusi 
pendidikan kesehatan untuk 
program magang, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat yang 
fokus pada penguatan program 
promotif-preventif. 

3. Mengatasi rendahnya capaian 
sanitasi aman dengan 
memanfaatkan potensi kemitraan 
CSR dan kolaborasi dengan Pokja 
PKP untuk membangun program 
sanitasi berbasis komunitas. 

4. Memperbaiki program KB dan 
kesehatan reproduksi dengan 
mengoptimalkan MoU bersama 
Kemenag untuk edukasi pra-nikah 
dan memberdayakan jaringan 
Poktan di tingkat kelurahan. 

Strategi W-T (Mini-Mini) 
1. Mengembangkan strategi 

mitigasi risiko kesehatan dengan 
memperkuat program PHBS dan 
KTR secara terfokus pada 
wilayah dengan disparitas 
sosial-ekonomi tinggi, untuk 
meminimalkan dampak gaya 
hidup tidak sehat terhadap 
beban PTM dan penyakit 
menular. 

2. Menyusun rencana adaptif untuk 
mengatasi kelemahan sistemik 
(data, SDM, jangkauan RS) 
dalam menghadapi ancaman 
perubahan kebijakan yang cepat 
dan transisi demografi untuk 
menjamin keberlanjutan 
layanan. 

3. Memperkuat sistem 
kewaspadaan dini dan respon 
(SKDR) terhadap penyakit 
potensial wabah dengan 
mengatasi kelemahan pada 
investigasi kontak dan 
pengendalian vektor, sebagai 
langkah defensif terhadap 
ancaman penyakit infeksi baru 
dan AMR. 
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Penjabaran Opsi-Opsi Strategis 
Berikut adalah penjabaran dari setiap opsi strategi yang dirumuskan dalam matriks TOWS: 

Strategi S-O (Maxi-Maxi): Menggunakan Kekuatan untuk Menangkap Peluang 
Strategi ini berfokus pada pemanfaatan aset internal terbesar untuk memaksimalkan peluang 

eksternal yang ada. 

1. Penguatan Puskesmas sebagai Pusat Transformasi Layanan Primer: 
Mengoptimalkan status keenam Puskesmas yang telah terakreditasi Paripurna dan 

menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai pusat unggulan. Strategi ini 

diwujudkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk efisiensi 

layanan dan dukungan Universal Health Coverage (UHC) untuk memperkuat jejaring 

kemitraan dengan fasilitas kesehatan swasta yang terus bertumbuh. 

2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Strategis: Memperkuat 

program promotif dan preventif dengan menggerakkan jaringan 269 Posyandu yang 

100% aktif dan didukung oleh rasio SDM kesehatan yang baik. Peluang ini ditangkap 

dengan menjalin kemitraan strategis bersama institusi pendidikan dan organisasi profesi 

untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. 

3. Akselerasi Program Prioritas melalui Sinergi Lintas Sektor: Meningkatkan efektivitas 

penanganan isu-isu prioritas seperti stunting dan tuberkulosis dengan mengkapitalisasi 

tim lintas sektor yang telah terbentuk (TPPS dan Tim Percepatan Penanganan TB). 

Sinergi ini diperkuat dengan memaksimalkan peluang kolaborasi yang sudah ada, 

seperti MoU dengan Kementerian Agama untuk edukasi kesehatan calon pengantin dan 

kerja sama dengan Pokja PKP untuk intervensi sanitasi. 

 

Strategi W-O (Mini-Maxi): Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang 
Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan internal dengan memanfaatkan tren dan 

sumber daya eksternal. 

1. Transformasi Digital untuk Mengatasi Kesenjangan Data dan Pelacakan: 
Mengakselerasi perbaikan sistem informasi kesehatan yang belum optimal dengan 

memanfaatkan peluang integrasi data nasional melalui platform SatuSehat dan adopsi 

Rekam Medis Elektronik (RME). Hal ini diarahkan untuk mengatasi kelemahan spesifik 

dalam pelacakan kasus loss to follow up HIV, investigasi kontak TB, dan optimalisasi 

database PTM dan KB. 

2. Pemenuhan Kebutuhan SDM Spesifik melalui Kolaborasi Akademis: Mengatasi 

kelemahan berupa keterbatasan jumlah tenaga fungsional tertentu seperti entomolog 

dengan memanfaatkan peluang kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan. 

Kemitraan ini dapat berupa program magang, penelitian bersama, atau pengabdian 

masyarakat yang difokuskan untuk memperkuat program-program yang membutuhkan 

tenaga spesifik. 
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3. Peningkatan Sanitasi Aman melalui Kemitraan Multi-Pihak: Mengatasi capaian 

sanitasi aman yang masih sangat rendah (8,34%) dengan secara proaktif menangkap 

peluang kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR dan memaksimalkan 

peran Pokja PKP untuk merancang dan mengimplementasikan program peningkatan 

sanitasi berbasis komunitas. 

4. Revitalisasi Program KB dan Kespro melalui Optimalisasi Jejaring: Memperbaiki 

tantangan dalam program KB (rendahnya MKJP dan tingginya angka putus pakai) serta 

kesehatan remaja dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini mencakup 

optimalisasi MoU dengan Kemenag untuk edukasi pra-nikah dan merevitalisasi peran 

Kelompok Kegiatan (Poktan) yang layanannya belum optimal sebagai pusat edukasi di 

tingkat kelurahan. 

Strategi S-T (Maxi-Mini): Menggunakan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman 
Strategi ini menggunakan keunggulan internal untuk melindungi organisasi dari berbagai 

ancaman eksternal. 

1. Penguatan Literasi dan Kesiapsiagaan Kesehatan Berbasis Komunitas: 
Memanfaatkan kekuatan jaringan UKBM dan kader yang luas dan aktif serta sistem 

surveilans penyakit yang responsif sebagai garda terdepan. Mereka akan difungsikan 

sebagai agen literasi kesehatan untuk secara aktif melawan misinformasi dan hoax, 

sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman 

penyakit infeksi baru (new-emerging diseases). 

2. Intervensi Terfokus Berbasis Data untuk Mitigasi Dampak Gaya Hidup dan 
Demografi: Menggunakan kekuatan kapabilitas SDM kesehatan yang baik dan 

mekanisme evaluasi SPM yang berjalan rutin untuk merancang program-program 

intervensi yang spesifik dan terukur. Program ini ditujukan untuk memitigasi dampak 

negatif dari gaya hidup urban yang sedentari dan perubahan demografi (penuaan 

penduduk dan isu remaja) terhadap meningkatnya beban PTM. 

3. Optimalisasi Sistem Rujukan sebagai Jaring Pengaman Akses Pelayanan: 
Menggunakan kekuatan sistem rujukan yang mumpuni dengan 10 rumah sakit 

terakreditasi sebagai jaring pengaman utama. Tujuannya adalah untuk menjamin 

keberlanjutan dan pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan 

masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman disparitas sosial-ekonomi antar 

wilayah dan potensi ketidakstabilan akibat perubahan kebijakan pembiayaan nasional. 

Strategi W-T (Mini-Mini): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman 
Strategi ini bersifat defensif, bertujuan untuk meminimalkan dampak dari kelemahan internal 

dan ancaman eksternal secara bersamaan. 

1. Pengembangan Strategi Mitigasi Risiko Kesehatan Terfokus: Mengembangkan 

strategi komunikasi risiko dan intervensi yang lebih tajam untuk mengatasi lemahnya 

implementasi Perda KTR dan rendahnya PHBS masyarakat. Intervensi ini diprioritaskan 

pada wilayah dengan disparitas sosial-ekonomi tinggi untuk meminimalkan dampak 

ganda dari ancaman gaya hidup tidak sehat dan perilaku merokok terhadap beban 
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penyakit yang sudah tinggi. 

2. Penyusunan Rencana Manajemen Adaptif untuk Keberlanjutan Sistem: Menyusun 

sebuah rencana kontingensi dan manajemen adaptif untuk mengatasi kelemahan 

sistemik yang ada, seperti disparitas data antar sistem, keterbatasan SDM spesifik, dan 

keterbatasan jangkauan layanan RS. Rencana ini penting untuk memastikan 

keberlanjutan pelayanan dalam menghadapi ancaman perubahan kebijakan nasional 

yang dinamis dan tantangan demografi di masa depan. 

3. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini untuk Ancaman Penyakit Infeksius: 
Memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) secara defensif dengan 

fokus pada perbaikan kelemahan internal, yaitu optimalisasi investigasi kontak pada 

kasus TB dan efektivitas pengendalian vektor DBD. Langkah ini krusial untuk 

meminimalkan kerentanan daerah terhadap ancaman penyakit infeksi baru dan 

meningkatnya resistensi antimikroba (AMR). 
 

Dalam mencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Madiun perlu mempertimbangkan penahapan pembangunan 

yang berisikan prioritas pembangunan berdasarkan lokus dan atau kecamatan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah yang akan menjadi prioritas. 

Tabel 3. 6 Penahapan Prioritas Renstra 
 

No. TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 ·   Akselerasi 

Implementasi 
Integrasi Layanan 
Primer (ILP) 
Peningkatan Mutu 
dan Standardisasi 
Pelayanan 

·   Revitalisasi dan 
Penguatan Peran 
UKBM 
Peningkatan Mutu 
dan Standardisasi 
Pelayanan (jejaring 
kemitraan) 

Akselerasi 
Implementasi ILP 
(pemanfaatan 
teknologi digital) 

Akselerasi 
Peningkatan 
Kualitas 
Kesehatan 
Lingkungan 
(kemitraan multi-
pihak) 

Optimalisasi Sistem 
Rujukan Berjenjang 
(didukung sistem 
informasi terintegrasi) 

2 ·   Peningkatan 
Mutu dan 
Standardisasi 
Pelayanan 
·   Optimalisasi 
Sistem Rujukan 
Berjenjang 
Percepatan 
Transformasi 
Sistem Informasi 
Kesehatan 
Terintegrasi 

Percepatan 
Transformasi 
Sistem Informasi 
Kesehatan 
Terintegrasi 

Seluruh Arah 
Kebijakan di bawah 
Strategi 1.3 untuk 
TBC, DBD, 
HIV/AIDS, dan PTM 

  

Penguatan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Berbasis Kinerja 
(evidence-based) 

Pengembangan 
dan Pemenuhan 
Kompetensi SDM 
Aparatur 

Percepatan 
Transformasi Sistem 
Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

  

Penguatan Perencanaan 
Berbasis Kinerja 

3 Penguatan 
Edukasi dan 
Konseling Pra-
Nikah 

  

Revitalisasi 
Program 
Kesehatan 
Reproduksi Remaja 
  

Peningkatan Akses 
dan Kualitas KB 
Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang 
(MKJP) 

  

Percepatan 
Penurunan Stunting 

Peningkatan 
Literasi Kesehatan 
Masyarakat 

  

Percepatan 
Penurunan 
Stunting 
(intervensi sensitif) 

Terkendalinya 
pertumbuhan penduduk, 
kualitas program KB, 
serta ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga", 
dan merupakan 
implementasi lanjutan 
dari Arah Kebijakan 
Percepatan Penurunan 
Stunting 
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Oleh karenanya Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun diperlukan strategi yang selaras dengan 

arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta arah 

kebijakan RPJMD dalam pencapaian target selama kurun waktu periodeisasi renstra. 

Rumusan arah kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun tertuang dalam tabel berikut : 

Tabel 3. 7 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 

No. Operasional Norma, 
Strandar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) 

Arah Kebijakan Renstra 
Perangkat Daerah 

Arah Kebijakan RPJMD Ket. 

1 
Permenkes No. 6 Tahun 2024 
tentang SPM Kesehatan; 
Rencana Induk Bidang 
Kesehatan (RIBK) Kemenkes 
2025-2029 (Pilar 1: 
Transformasi Layanan Primer) 

● Akselerasi Implementasi 
Integrasi Layanan Primer 
(ILP) 

● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 

Penguatan akses 
layanan primer melalui 
standardisasi Integrasi 
Layanan Primer (ILP) 
dan pemetaan ulang 
jangkauan layanan.   

2 
UU No. 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan; 
Permenkes tentang Akreditasi 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan; Kepmenkes 
tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan 
(terkait RME dan SatuSehat) 

● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 

● Optimalisasi Sistem 
Rujukan Berjenjang 

● Percepatan Transformasi 
Sistem Informasi 
Kesehatan Terintegrasi 

Pemenuhan standar 
akreditasi, adopsi Rekam 
Medis Elektronik (RME), 
dan standardisasi alur 
rujukan di seluruh faskes. 

  

3 
UU No. 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan 
Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga; 
Pedoman Program Bangga 
Kencana (BKKBN) 

Penguatan Edukasi dan 
Konseling Pra-Nikah 

Intensifikasi edukasi dan 
konseling untuk 
meningkatkan 
pemahaman tentang KB 
MKJP dan kesehatan 
reproduksi bagi calon 
pengantin (catin).   

4 
UU No. 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan (terkait 
Pemberdayaan Masyarakat); 
Pedoman Teknis Upaya 
Kesehatan Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) 

● Revitalisasi dan 
Penguatan Peran UKBM 

● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 
(jejaring kemitraan) 

Perluasan jangkauan 
layanan melalui 
optimalisasi peran Upaya 
Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) dan 
penguatan jejaring 
dengan faskes swasta.   

5 
Perpres tentang Percepatan 
Transformasi Digital dan 
Keterpaduan Layanan Digital 
Nasional; Kebijakan Platform 
SATUSEHAT Kemenkes 

Percepatan Transformasi 
Sistem Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

Penguatan sistem 
informasi kesehatan 
melalui integrasi data 
(SatuSehat) untuk 
mendukung pengambilan 
keputusan klinis dan 
manajerial.   
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No. Operasional Norma, 
Strandar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) 

Arah Kebijakan Renstra 
Perangkat Daerah 

Arah Kebijakan RPJMD Ket. 

6 
Program Bangga Kencana 
(BKKBN); Pedoman 
Pelayanan Kesehatan Peduli 
Remaja (PKPR) Kemenkes 

 
 Revitalisasi Program 
Kesehatan Reproduksi 
Remaja 

Revitalisasi peran 
Kelompok Kegiatan 
(Poktan) dan 
pengembangan program 
kesehatan reproduksi 
remaja di sekolah untuk 
intervensi hulu.   

7 
Rencana Induk Bidang 
Kesehatan (RIBK) Kemenkes 
2025-2029 (Pilar 6: 
Transformasi Teknologi 
Kesehatan) 

Akselerasi Implementasi ILP 
(pemanfaatan teknologi 
digital) 

Pengembangan layanan 
kesehatan digital 
(pendaftaran online, 
telekonsultasi awal) di 
tingkat Puskesmas.   

8 
Pedoman Nasional Pelayanan 
Kedokteran (PNPK) untuk 
TBC, HIV, dan PTM; Pedoman 
Pencegahan dan 
Pengendalian DBD; 
Permendagri No. 90 Tahun 
2019 (terkait perencanaan 
berbasis kinerja) 

● Penguatan Program 
Penanggulangan TBC 

● Intensifikasi Pengendalian 
Demam Berdarah Dengue 
(DBD) 

● Peningkatan Program 
Penanggulangan 
HIV/AIDS 

● Penguatan Program 
Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular (PTM) 

● Penguatan Perencanaan 
dan Penganggaran 
Berbasis Kinerja 
(evidence-based) 

Implementasi siklus 
peningkatan mutu 
berkelanjutan berbasis 
data dan penguatan tata 
kelola program penyakit 
prioritas (TBC, DBD, HIV, 
PTM). 

  

9 
Perpres No. 72 Tahun 2021 
tentang Percepatan 
Penurunan Stunting; Program 
Bangga Kencana (BKKBN) 
terkait MKJP 

● Peningkatan Akses dan 
Kualitas KB Metode 
Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 

● Percepatan Penurunan 
Stunting 

Peningkatan akses dan 
diversifikasi layanan KB 
MKJP di seluruh faskes 
serta penguatan 
surveilans gizi untuk 
pencegahan stunting.   

10 
Permenkes tentang Standar 
Baku Mutu Kesehatan 
Lingkungan dan Persyaratan 
Kesehatan untuk Berbagai 
Keperluan 

Akselerasi Peningkatan 
Kualitas Kesehatan 
Lingkungan (kemitraan multi-
pihak) 

Penguatan aksesibilitas 
program spesifik melalui 
kemitraan strategis 
(misal: CSR untuk 
sanitasi)   

11 
UU No. 20 Tahun 2023 
tentang ASN; Peraturan 
Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) tentang Pengembangan 
Kompetensi ASN 

 
Pengembangan dan 
Pemenuhan Kompetensi 
SDM Aparatur 

Peningkatan kompetensi 
global SDM Kesehatan 
sesuai standar dan 
kebutuhan spesifik 
(tenaga fungsional 
tertentu) melalui 
pelatihan berkelanjutan.   
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No. Operasional Norma, 
Strandar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) 

Arah Kebijakan Renstra 
Perangkat Daerah 

Arah Kebijakan RPJMD Ket. 

12 
Instruksi Presiden (Inpres) 
tentang Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS); 
Perpres No. 72 Tahun 2021 
tentang Percepatan 
Penurunan Stunting (terkait 
intervensi sensitif) 

● Peningkatan Literasi 
Kesehatan Masyarakat 

● Percepatan Penurunan 
Stunting (intervensi 
sensitif) 

Pengembangan 
kampanye KB yang 
menargetkan partisipasi 
pria dan penguatan 
intervensi gizi sensitif 
lintas sektor   

13 
UU No. 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan (terkait 
Sistem Rujukan); Pedoman 
Sistem Rujukan Nasional 

Optimalisasi Sistem Rujukan 
Berjenjang (didukung sistem 
informasi terintegrasi) 

Optimalisasi sistem 
rujukan yang terintegrasi 
penuh secara digital 
untuk efisiensi dan 
pemerataan akses 
layanan spesialistik.   

14 
Permendagri No. 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah; Kebijakan Platform 
SATUSEHAT Kemenkes 

● Percepatan Transformasi 
Sistem Informasi 
Kesehatan Terintegrasi 

● Penguatan Perencanaan 
Berbasis Kinerja 

Pemanfaatan data 
terintegrasi untuk analisis 
prediktif tren penyakit 
dan evaluasi efektivitas 
program secara real-
time.   

15 
UU No. 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan 
Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga; 
Program Bangga Kencana 
(BKKBN) 

Terkendalinya pertumbuhan 
penduduk, kualitas program 
KB, serta ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga", dan 
merupakan implementasi 
lanjutan dari Arah Kebijakan 
Percepatan Penurunan 
Stunting 

Penguatan program 
ketahanan keluarga 
secara holistik (gizi, pola 
asuh, lansia) berbasis 
data keluarga sehat. 

  

16 
Pedoman Revitalisasi dan 
Penguatan UKBM dari 
Kementerian Kesehatan 

Revitalisasi dan Penguatan 
Peran UKBM 

Pematangan model 
layanan kesehatan 
berbasis komunitas yang 
mandiri dan 
berkelanjutan, didukung 
oleh sistem rujukan yang 
kuat   

17 
Peraturan Menteri PANRB 
tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP); Permenkes tentang 
Standar Akreditasi Fasyankes 

● Penguatan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik. 

● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 

Pembudayaan tata kelola 
klinis yang unggul dan 
bertaraf internasional 

  

18 
Rencana Induk Bidang 
Kesehatan (RIBK) Kemenkes 
2025-2029 (Pilar 1 dan 2); 
Program Bangga Kencana 
(BKKBN) 

Peningkatan Kualitas dan 
Akses Program Keluarga 
Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi dalam kerangka 
Transformasi Layanan 
Kesehatan Primer dan Sistem 
Rujukan 

Institusionalisasi program 
KB dan ketahanan 
keluarga yang 
terintegrasi penuh dalam 
siklus layanan kesehatan 
primer 
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Setelah merumuskan arah kebijakan yang komprehensif, langkah selanjutnya dalam 

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah menerjemahkannya ke dalam kerangka kerja yang 

lebih operasional. Tahapan ini krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah 

dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan selaras dengan visi 

pembangunan kesehatan Kota Madiun. Oleh karena itu, disusunlah rumusan tujuan, 

sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang saling terkait untuk periode 2025-2029. 

Penetapan tujuan dan sasaran strategis menjadi panduan utama dalam menentukan 

prioritas program dan kegiatan. Setiap tujuan akan diukur melalui indikator kinerja yang 

jelas, sementara sasaran akan memberikan target yang lebih spesifik dan terukur. Untuk 

mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan strategi yang sistematis dan inovatif, 

yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam arah kebijakan yang akan menjadi acuan 

dalam penyusunan program kerja tahunan. Kerangka kerja ini akan disajikan secara rinci 

pada Tabel 3.7 berikut. 
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Tabel 3. 8 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia 

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Global 
 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tujuan 1 = 
Terwujudnya 
 Pembangunan 
Sumber 
 Daya Manusia 
yang 
 Unggul dan 
Berdaya 
 Saing Global 

      

          

  Sasaran 2 = 
Meningkatnya 
kualitas 
 kesehatan 
masyarakat 
 berstandar 
global 

Sasaran = 
Meningkatnya 
status 
kesehatan 
masyarakat 
dan 
pemerataan 
pelayananan 
kesehatan yang 
bermutu 

1.1: Penguatan 
Transformasi 
Layanan Kesehatan 
Primer dan Sistem 
Rujukan 

  

Strategi 1.2  
Peningkatan Upaya 
Promotif dan 
Preventif Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

·  Akselerasi 
Implementasi Integrasi 
Layanan Primer (ILP) 
Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi 
Pelayanan 

·   Revitalisasi dan 
Penguatan Peran 
UKBM 
Peningkatan Mutu 
dan Standardisasi 
Pelayanan (jejaring 
kemitraan) 

Akselerasi 
Implementasi ILP 
(pemanfaatan 
teknologi digital) 

Akselerasi 
Peningkatan 
Kualitas Kesehatan 
Lingkungan 
(kemitraan multi-
pihak) 

Optimalisasi Sistem 
Rujukan Berjenjang 
(didukung sistem 
informasi terintegrasi) 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  

  
  1.1: Penguatan 

Transformasi 
Layanan Kesehatan 
Primer dan Sistem 
Rujukan 

  

3.1: Penguatan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Baik, Adaptif, 
dan Inovatif  

·    Peningkatan 
Mutu dan Standardisasi 
Pelayanan 
·    Optimalisasi 
Sistem Rujukan 
Berjenjang 
Percepatan 
Transformasi Sistem 
Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

Percepatan 
Transformasi 
Sistem Informasi 
Kesehatan 
Terintegrasi 

Seluruh Arah 
Kebijakan di bawah 
Strategi 1.3 untuk 
TBC, DBD, HIV/AIDS, 
dan PTM 

  

Penguatan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Berbasis Kinerja 
(evidence-based) 

Pengembangan 
dan Pemenuhan 
Kompetensi SDM 
Aparatur 

Percepatan 
Transformasi Sistem 
Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

  

Penguatan 
Perencanaan Berbasis 
Kinerja 

 

 
Terkendalinya 
pertumbuhan 
penduduk, 
kualitas 
program KB, 
serta 
ketahanan dan 
kesejahteraan 
keluarga 

2.1: Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Program Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan 
Reproduksi 

  

1.2 Peningkatan 
Upaya Promotif dan 
Preventif Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Penguatan Edukasi dan 
Konseling Pra-Nikah 

  

Revitalisasi 
Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 
  

Peningkatan Akses 
dan Kualitas KB 
Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang 
(MKJP) 

  

Percepatan 
Penurunan Stunting 

Peningkatan 
Literasi Kesehatan 
Masyarakat 

  

Percepatan 
Penurunan 
Stunting (intervensi 
sensitif) 

Terkendalinya 
pertumbuhan 
penduduk, kualitas 
program KB, serta 
ketahanan dan 
kesejahteraan 
keluarga", dan 
merupakan 
implementasi lanjutan 
dari Arah Kebijakan 
Percepatan Penurunan 
Stunting 
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Agar setiap arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan 

efektif, diperlukan kerangka kerja operasional yang jelas. Kerangka ini bertujuan untuk 

mengubah kebijakan strategis menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang nyata dan 

terukur. Oleh karena itu, setiap unit kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Madiun memiliki pedoman yang khusus dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Tabel berikut ini menyajikan pemetaan rinci antara arah kebijakan dengan program, 

kegiatan, serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025-2029. 

Matriks ini menjadi instrumen penting yang menghubungkan antara perencanaan strategis 

dengan perencanaan tahunan (Rencana Kerja) serta penganggaran, sehingga memastikan 

adanya konsistensi dan sinergi dalam setiap langkah implementasi. 

Tabel 3. 9 Arah Kebijakan dan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Terkait 

No Arah Kebijakan 
Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan, subkegiatan Keterangan 

1 ● Akselerasi 
Implementasi 
Integrasi Layanan 
Primer (ILP) 
 ● Peningkatan Mutu 
dan Standardisasi 
Pelayanan 

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

2 ● Peningkatan Mutu 
dan Standardisasi 
Pelayanan 
 ● Optimalisasi 
Sistem Rujukan 
Berjenjang 
 ● Percepatan 
Transformasi Sistem 
Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan 
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT) 
 
 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

3 Penguatan Edukasi 
dan Konseling Pra-
Nikah 

Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian 
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya 
Lokal 
 Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak 
dan Elektronik serta Media Luar Ruang 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 
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No Arah Kebijakan 
Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan, subkegiatan Keterangan 

4 ● Revitalisasi dan 
Penguatan Peran 
UKBM 
 ● Peningkatan Mutu 
dan Standardisasi 
Pelayanan (jejaring 
kemitraan) 

Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) 
 
 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

5 Percepatan 
Transformasi Sistem 
Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

6  
 ● Revitalisasi 
Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

7 Akselerasi 
Implementasi ILP 
(pemanfaatan 
teknologi digital) 

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

8 ● Penguatan Program 
Penanggulangan TBC 
 ● Intensifikasi 
Pengendalian 
Demam Berdarah 
Dengue (DBD) 
 ● Peningkatan 
Program 
Penanggulangan 
HIV/AIDS 
 ● Penguatan 
Program 
Pengendalian 
Penyakit Tidak 
Menular (PTM) 
 ● Penguatan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Berbasis Kinerja 
(evidence-based) 

Kegiatan : 
 Sub Kegiatan : 
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 
Terduga Tuberkulosis 
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang 
dengan Tuberkulosis 
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 
dengan Risiko Terinfeksi HIV 
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang 
dengan HIV (ODHIV) 
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 
 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan 
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 
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No Arah Kebijakan 
Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan, subkegiatan Keterangan 

9  
 ● Peningkatan Akses 
dan Kualitas KB 
Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang 
(MKJP) 
 ● Percepatan 
Penurunan Stunting 

Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 
Kabupaten/Kota Kegiatan : Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ 
Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 
 Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) -Sub Kegiatan : Pemantauan 
Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) Sub Kegiatan : Pendampingan 
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja 
Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, Baduta/Balita) 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

10 Akselerasi 
Peningkatan Kualitas 
Kesehatan 
Lingkungan 
(kemitraan multi-
pihak) 

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

11  
 ● Pengembangan 
dan Pemenuhan 
Kompetensi SDM 
Aparatur 

Kegiatan : Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

12  
 ● Peningkatan 
Literasi Kesehatan 
Masyarakat 
 ● Percepatan 
Penurunan Stunting 
(intervensi sensitif) 

Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan Peran serta 
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
 
 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : 
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir 
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 
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No Arah Kebijakan 
Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan, subkegiatan Keterangan 

 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

13 Optimalisasi Sistem 
Rujukan Berjenjang 
(didukung sistem 
informasi terintegrasi) 

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan 
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT) 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

14  
 ● Percepatan 
Transformasi Sistem 
Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 
 ● Penguatan 
Perencanaan 
Berbasis Kinerja 

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 
 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

15 Terkendalinya 
pertumbuhan 
penduduk, kualitas 
program KB, serta 
ketahanan dan 
kesejahteraan 
keluarga", dan 
merupakan 
implementasi lanjutan 
dari Arah Kebijakan 
Percepatan 
Penurunan Stunting 

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga Kegiatan : 
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
 Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Sub 
Kegiatan: Pemantauan Data dan Informasi 
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja 
Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, Baduta/Balita) Sub 
Kegiatan:Pendampingan Keluarga Berisiko 
Stunting (Termasuk remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, Baduta/Balita) 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

16 Revitalisasi dan 
Penguatan Peran 
UKBM 

Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

17 ● Penguatan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Baik. 
 ● Peningkatan Mutu 
dan Standardisasi 
Pelayanan 

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 
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No Arah Kebijakan 
Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan, subkegiatan Keterangan 

18 Peningkatan Kualitas 
dan Akses Program 
Keluarga Berencana 
dan Kesehatan 
Reproduksi dalam 
kerangka 
Transformasi 
Layanan Kesehatan 
Primer dan Sistem 
Rujukan 

Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 
Kabupaten/Kota Kegiatan : Pelaksanaan 
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
 Sub Kegiatan :Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) Sub Kegiatan : Promosi dan 
Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 

Dinas Kesehatan PP 
dan KB 

 

Setelah teridentifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung arah 

kebijakan perangkat daerah, maka  dapat dianalisis keterkaitan RPJMD dengan arah 

kebiajakan perangkat daerah beserta program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai.
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Tabel 3. 10 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 

Tahun Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD 
Arah Kebijakan Perangkat 

Daerah Keterangan Program, Kegiatan, subkegiatan 

2025 1. Meningkatkan Aksesibilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Penguatan akses layanan primer 
melalui standardisasi Integrasi Layanan 
Primer (ILP) dan pemetaan ulang 
jangkauan layanan. 

● Akselerasi Implementasi 
Integrasi Layanan Primer 
(ILP) 
● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 

 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 
Kesehatan di Kabupaten/Kota 

2. Meningkatkan Kualitas Layanan 
Kesehatan 

Pemenuhan standar akreditasi, adopsi 
Rekam Medis Elektronik (RME), dan 
standardisasi alur rujukan di seluruh 
faskes. 

● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 
● Optimalisasi Sistem 
Rujukan Berjenjang 
● Percepatan Transformasi 
Sistem Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 
Kesehatan di Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan 
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT) 
 
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

3. Mengoptimalkan Kualitas 
Program KB 

Intensifikasi edukasi dan konseling 
untuk meningkatkan pemahaman 
tentang KB MKJP dan kesehatan 
reproduksi bagi calon pengantin (catin). 

Penguatan Edukasi dan 
Konseling Pra-Nikah 

KB Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian 
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 
Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga 
Kencana Melalui Media Massa Cetak dan 
Elektronik serta Media Luar Ruang 
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Tahun Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD 
Arah Kebijakan Perangkat 

Daerah Keterangan Program, Kegiatan, subkegiatan 

2026 1. Meningkatkan Aksesibilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Perluasan jangkauan layanan melalui 
optimalisasi peran Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 
dan penguatan jejaring dengan faskes 
swasta. 

● Revitalisasi dan 
Penguatan Peran UKBM 
● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 
(jejaring kemitraan) 

 Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi 
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 
 
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 
Kesehatan di Kabupaten/Kota 

2. Meningkatkan Kualitas Layanan 
Kesehatan 

Penguatan sistem informasi kesehatan 
melalui integrasi data (SatuSehat) 
untuk mendukung pengambilan 
keputusan klinis dan manajerial. 

Percepatan Transformasi 
Sistem Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 

 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

3. Mengoptimalkan Kualitas 
Program KB 

Revitalisasi peran Kelompok Kegiatan 
(Poktan) dan pengembangan program 
kesehatan reproduksi remaja di 
sekolah untuk intervensi hulu. 

 
● Revitalisasi Program 
Kesehatan Reproduksi 
Remaja 

 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
pada Usia Pendidikan Dasar 

2027 1. Meningkatkan Aksesibilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Pengembangan layanan kesehatan 
digital (pendaftaran online, 
telekonsultasi awal) di tingkat 
Puskesmas. 

Akselerasi Implementasi ILP 
(pemanfaatan teknologi 
digital) 

 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 
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Tahun Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD 
Arah Kebijakan Perangkat 

Daerah Keterangan Program, Kegiatan, subkegiatan 

2. Meningkatkan Kualitas Layanan 
Kesehatan 

Implementasi siklus peningkatan mutu 
berkelanjutan berbasis data dan 
penguatan tata kelola program penyakit 
prioritas (TBC, DBD, HIV, PTM). 

● Penguatan Program 
Penanggulangan TBC 
● Intensifikasi Pengendalian 
Demam Berdarah Dengue 
(DBD) 
● Peningkatan Program 
Penanggulangan HIV/AIDS 
● Penguatan Program 
Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular (PTM) 
● Penguatan Perencanaan 
dan Penganggaran Berbasis 
Kinerja (evidence-based) 

 Kegiatan : 
Sub Kegiatan : 
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 
Terduga Tuberkulosis 
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan 
Tuberkulosis 
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 
dengan Risiko Terinfeksi HIV 
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan 
HIV (ODHIV) 
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan 
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 
 

3. Mengoptimalkan Kualitas 
Program KB 

Peningkatan akses dan diversifikasi 
layanan KB MKJP di seluruh faskes 
serta penguatan surveilans gizi untuk 
pencegahan stunting. 

 
● Peningkatan Akses dan 
Kualitas KB Metode 
Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 
● Percepatan Penurunan 
Stunting 

 Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 
Kabupaten/Kota Kegiatan : Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 
dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) -Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan 
Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk 
remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, 
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Sub Kegiatan 
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Tahun Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD 
Arah Kebijakan Perangkat 

Daerah Keterangan Program, Kegiatan, subkegiatan 

: Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, 
Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 

2028 1. Meningkatkan Aksesibilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Penguatan aksesibilitas program 
spesifik melalui kemitraan strategis 
(misal: CSR untuk sanitasi) 

Akselerasi Peningkatan 
Kualitas Kesehatan 
Lingkungan (kemitraan 
multi-pihak) 

 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Lingkungan 

2. Meningkatkan Kualitas Layanan 
Kesehatan 

Peningkatan kompetensi global SDM 
Kesehatan sesuai standar dan 
kebutuhan spesifik (tenaga fungsional 
tertentu) melalui pelatihan 
berkelanjutan. 

 
● Pengembangan dan 
Pemenuhan Kompetensi 
SDM Aparatur 

 Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

3. Mengoptimalkan Kualitas 
Program KB 

Pengembangan kampanye KB yang 
menargetkan partisipasi pria dan 
penguatan intervensi gizi sensitif lintas 
sektor 

 
● Peningkatan Literasi 
Kesehatan Masyarakat 
● Percepatan Penurunan 
Stunting (intervensi sensitif) 

 Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
 
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : 
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Ibu Hamil 
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Ibu Bersalin 
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
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Tahun Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD 
Arah Kebijakan Perangkat 

Daerah Keterangan Program, Kegiatan, subkegiatan 

Bayi Baru Lahir 
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Balita 
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
Gizi Masyarakat 
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi 
Kesehatan 

2029 1. Meningkatkan Aksesibilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Optimalisasi sistem rujukan yang 
terintegrasi penuh secara digital untuk 
efisiensi dan pemerataan akses 
layanan spesialistik. 

Optimalisasi Sistem 
Rujukan Berjenjang 
(didukung sistem informasi 
terintegrasi) 

 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan 
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT) 

2. Meningkatkan Kualitas Layanan 
Kesehatan 

Pemanfaatan data terintegrasi untuk 
analisis prediktif tren penyakit dan 
evaluasi efektivitas program secara 
real-time. 

 
● Percepatan Transformasi 
Sistem Informasi Kesehatan 
Terintegrasi 
● Penguatan Perencanaan 
Berbasis Kinerja 

 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

3. Mengoptimalkan Kualitas 
Program KB 

Penguatan program ketahanan 
keluarga secara holistik (gizi, pola 
asuh, lansia) berbasis data keluarga 
sehat. 

Terkendalinya pertumbuhan 
penduduk, kualitas program 
KB, serta ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga", 
dan merupakan 
implementasi lanjutan dari 
Arah Kebijakan Percepatan 
Penurunan Stunting 

 Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan 
Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok 
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor 
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Tahun Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD 
Arah Kebijakan Perangkat 

Daerah Keterangan Program, Kegiatan, subkegiatan 

(UPPKA)) Sub Kegiatan: Pemantauan Data dan 
Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk 
remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, 
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Sub 
Kegiatan:Pendampingan Keluarga Berisiko 
Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

2030 1. Meningkatkan Aksesibilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Pematangan model layanan kesehatan 
berbasis komunitas yang mandiri dan 
berkelanjutan, didukung oleh sistem 
rujukan yang kuat 

Revitalisasi dan Penguatan 
Peran UKBM 

 Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi 
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

2. Meningkatkan Kualitas Layanan 
Kesehatan 

Pembudayaan tata kelola klinis yang 
unggul dan bertaraf internasional 

● Penguatan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik. 
● Peningkatan Mutu dan 
Standardisasi Pelayanan 

 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 
Kesehatan di Kabupaten/Kota 
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Tahun Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD 
Arah Kebijakan Perangkat 

Daerah Keterangan Program, Kegiatan, subkegiatan 

3. Mengoptimalkan Kualitas 
Program KB 

Institusionalisasi program KB dan 
ketahanan keluarga yang terintegrasi 
penuh dalam siklus layanan kesehatan 
primer 

Peningkatan Kualitas dan 
Akses Program Keluarga 
Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi dalam kerangka 
Transformasi Layanan 
Kesehatan Primer dan 
Sistem Rujukan 

 Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 
Kabupaten/Kota Kegiatan : Pelaksanaan 
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
Sub Kegiatan :Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118  

BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program 
Prioritas Pembangunan Daerah 

Perencanaan kinerja Perangkat Daerah ini didasarkan pada prinsip cascading, di mana 

program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan turunan logis yang dirancang untuk 

mencapai sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Setiap tingkatan memiliki 

indikator kinerja yang spesifik: program diukur dengan outcome, kegiatan diukur dengan 

output, dan sub kegiatan diukur dengan sub-output. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap 

tindakan yang dilaksanakan memberikan kontribusi terukur terhadap pencapaian visi dan 

misi daerah. 

Seluruh nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang digunakan mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri beserta pemutakhirannya, untuk menjamin keselarasan dan standarisasi dalam 

perencanaan pembangunan daerah. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan ini 

mencakup rentang waktu dari tahun 2025 hingga 2030. Penyusunan hingga tahun 2030 ini 

merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dan 

akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 

2030. 

 

Sasaran 1: Mewujudkan Masyarakat Kota Madiun yang Sehat, Produktif, dan Berdaya 
Saing dengan Keluarga Berkualitas dan Berketahanan 
Indikator keberhasilan sasaran ini diukur melalui: 

a. Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan PP dan KB 

b. Prevalensi stunting 

c. Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 

d. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 

e. Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar 

f. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 

g. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat 

h. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, dirancang program-program sebagai berikut: 

1) Uraian Program 

Sebagai implementasi dari visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Madiun merumuskan serangkaian program, kegiatan, dan subkegiatan untuk 

periode 2025-2029. Struktur program ini disusun secara sistematis dengan mengacu 
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pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yang 

menjamin adanya keselarasan dan standarisasi nomenklatur perencanaan 

pembangunan daerah. Keseluruhan program ini merupakan penjabaran operasional 

yang dirancang untuk mencapai indikator-indikator kinerja utama, mulai dari 

peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan hingga pemberdayaan masyarakat 

untuk hidup sehat. 

Struktur intervensi ini dapat dikelompokkan ke dalam lima program utama yang 

saling mendukung. Terdapat satu program inti yang menjadi jantung pelayanan teknis, 

yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKP-UKM). Keberhasilan program inti ini ditopang oleh tiga program 

teknis pendukung yang esensial: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten; 

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang memastikan 

keamanan dan mutu produk yang beredar; serta Program Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan yang mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat.  

Selain itu, untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di dukung 3 

program antara lain Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga 

Berencana (KB); dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).  
Seluruh program teknis tersebut dapat berjalan secara efektif berkat adanya Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mengelola aspek perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. Kombinasi kedelapan program inilah 

yang akan menjadi kerangka kerja operasional Dinas Kesehatan dalam mencapai 

sasaran strategis pembangunan kesehatan Kota Madiun. 

Berikut adalah program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam periode 2025-

2029: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

6. Program Pengendalian Penduduk 

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  

 

2) Uraian Kegiatan 
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang telah ditetapkan. 

Setiap kegiatan diarahkan untuk menghasilkan keluaran (output) spesifik yang secara 

kolektif akan mendukung pencapaian hasil (outcome) dari program induknya. Pada 
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level ini, perencanaan menjadi lebih taktis, di mana berbagai subkegiatan yang sejenis 

dan saling berkaitan dikelompokkan untuk mencapai satu tujuan bersama. Uraian 

kegiatan di bawah ini menjadi kerangka kerja bagi Dinas Kesehatan dalam 

mengorganisir sumber daya dan melaksanakan serangkaian aksi yang terukur untuk 

memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. 

Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 

No PROGRAM KEGIATAN 
1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Peningkatan Pelayanan BLUD 

2 Program Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

3 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

4 Program Sediaan Farmasi, 
Alat Kesehatan Dan 
Makanan Minuman 

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga dan Nomor P-IRT 

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) 

5 Program Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

6 Program Pengendalian 

Penduduk 

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah 

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 
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No PROGRAM KEGIATAN 

 

7 Program Pembinaan 

Keluarga Berencana (KB) 

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB 

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB) 

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi 

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta 
Organisasi Kemasyarakatan 

8 Program Pemberdayaan 
Dan Peningkatan Keluarga 
Sejahtera (KS) 

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga 

 

Agar setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

kerangka regulasi yang lebih tinggi serta tujuan pembangunan daerah, diperlukan 

penyusunan pemetaan yang terstruktur. Pemetaan ini menjelaskan secara mendetail 

bagaimana NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pemerintah pusat serta 

Sasaran RPJMD diterapkan secara berjenjang ke dalam tujuan dan sasaran strategis 

dinas. Selanjutnya, tujuan tersebut diukur melalui hasil di tingkat program dan keluaran 

di tingkat kegiatan, yang pada akhirnya dilaksanakan melalui sub kegiatan yang spesifik. 

Tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan hubungan logis ini untuk memberikan arahan yang 

jelas dalam pelaksanaan dan penilaian kinerja
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Tabel 4. 2 NSPK terkait Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

 

NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

Meningkatnya kualitas 
kesehatan masyarakat 
berstandar global 

Mewujudkan 
Masyarakat Kota 
Madiun yang Sehat, 
Produktif, dan Berdaya 
Saing dengan Keluarga 
Berkualitas dan 
Berketahanan 

      Usia Harapan Hidup 
(UHH) 

    

UU No. 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan 
Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga; 
Program Bangga Kencana 
(BKKBN) 

        Total Fertility Rate 
(TFR) 

    

UU No. 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan; UU No. 59 
Tahun 2024 tentang RPJPN 
2025-2045; Rencana Induk 
Bidang Kesehatan (RIBK) 
Kemenkes 2025-2029 

  Meningkatnya status 
kesehatan masyarakat 
dan pemerataan 
pelayanan kesehatan 
yang bermutu 

    Prevalensi stunting     

Permenkes 19 Tahun 2024 
tentang Puskesmas 

        Rata-rata nilai Penilaian 
Kinerja Puskesmas 
(PKP) 

    

          Tingkat kepuasan 
pasien terhadap 
layanan kesehatan 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

          Persentase Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
sesuai standar 

    

          Rasio tenaga 
kesehatan dan tenaga 
medis terhadap 
populasi 

    

          Persentase 
Desa/Kelurahan 
sanitasi total berbasis 
masyarakat 

    

          Persentase tempat 
pengelolaan pangan 
memenuhi syarat 

    

      Meningkatnya 
kualitas kesehatan 
perorangan dan 
masyarakat 

  Persentase indikator 
SPM (Standar 
Pelayanan Minimal) 
Kesehatan mencapai 
target 

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

  

      Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kesehatan rujukan 

  Capaian Standar 
Pelayanan Minimal 
(SPM) Rumah Sakit 

    

      Menurunkan angka 
kematian ibu 

  Angka Kematian Ibu     

      Menurunkan angka 
kematian balita 

  Angka Kematian Balita     
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

      Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

  Angka Keberhasilan 
pengobatan TB (%) 

    

      Terkendalinta 
hipertensi 

  Persentase Hipertensi 
dalam Pengendalian 

    

      Meningkatnya 
Cakupan imunisasi 
bayi lengkap 

  Cakupan imunisasi bayi 
lengkap 

    

      Tercapainya 
Universal Health 
Coverage (UHC) di 
Kota Madiun 

  Cakupan kepesertaan 
aktif jaminan kesehatan 
nasional (JKN) 

    

      Meningkatnya 
cakupan penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

  Cakupan penerima 
pemeriksaan kesehatan 
gratis 

    

        Meningkatnya puskesmas memiliki 
SPA sesuai standar 

Persentase puskesmas 
memiliki SPA sesuai 
standar 

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Meningkatnya pemenuhan 
kebutuhan layanan kesehatan 
rujukan oleh rumah sakit 

Jumlah layanan rumah 
sakit yang disediakan 
sesuai standar 

    

        Tercapainya fasilitas pelayanan 
kesehatan dengan perbekalan 
kesehatan sesuai standar 

Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
dengan perbekalan 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
kesehatan sesuai 
standar 

        Terlaksananya rehabilitasi dan 
pemeliharaan sarana, prasarana dan 
alat kesehatan rumah sakit 

Jumlah sarana, 
prasarana dan alat 
kesehatan yang telah 
dilakukan program 
rehabilitasi dan 
pemeliharaan oleh 
rumah sakit 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Rumah Sakit 

  

        Tersedianya Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang 
Disediakan 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

  

        Terlaksananya Penyediaan dan 
Pemeliharaan Alat Pengujian dan 
Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan 
Fasilitas Kesehatan 
Regional/Regional Maintainance 
Center 

Jumlah Penyediaan dan 
Pemeliharaan Alat Uji 
dan Kalibrasi Pada Unit 
Pemeliharaan Fasilitas 
Kesehatan 
Regional/Regional 
Maintainance Center 

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat Kalibrasi 

  

        Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas Layanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

Jumlah Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Layanan 
Kesehatan yang 
Terpelihara Sesuai 
Standar 

 

Pemeliharaan Rutin dan 
Berkala Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

        Terlaksananya peningkatan sarana, 
prasarana, alat kesehatan dan SDM 
rumah sakit agar sesuai standar 
jenis pelayanan berdasarkan kelas 
rumah sakit 

Jumlah Rumah sakit 
yang ditingkatkan  
sarana, prasarana, alat 
kesehatan  dan SDM 
agar sesuai standar 
jenis pelayanan rumah 
sakit berdasarkan kelas 
rumah sakit yang 
memenuhi rasio tempat 
tidur terhadap jumlah 
penduduk minimal 
1:1000 dan/atau dalam 
rangka peningkatan 
kapasitas pelayanan 
rumah sakit 

Pengembangan Rumah 
Sakit 

  

        TersedianyaObat, BahanHabis 
Pakai,BahanMedisHabisPakai, 
Vaksin,MakanandanMinuman di 
Fasilitas Kesehatan 

Jumlah Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan 
Medis Habis Pakai, 
Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan yang 
disediakan 

Pengadaan Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis 
Habis Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan Minuman di 
Fasilitas Kesehatan 

  

        Meningkatnya fasilitas kesehatan 
yang terintegrasi dalam sistem 
informasi kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Meningkatnya fasilitas pelayanan 
kesehatan terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

        Menurunnya persentase merokok 
penduduk 10-21 tahun 

Persentase merokok 
penduduk 10-21 tahun 

    

        Meningkatnya Cakupan penemuan 
kasus TB 

Cakupan penemuan 
kasus TB 

    

        Menurunnya jumlah kematian ibu Jumlah kematian ibu     

        Menurunnya jumlah kematian anak Jumlah kematian balita     

        ODHIV baru yang ditemukan yang 
mendapat pengobatan ART 

ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

    

        Persentase pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

    

        Meningkatnya Cakupan skrining 
kesehatan jiwa 

Cakupan skrining 
kesehatan jiwa 

    

        Menurunnya obesitas >18 tahun Prevalensi obesitas >18 
tahun 

    

        Meningkatnya lansia yang 
mendapatkan skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase lansia yang 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

    

        Meningkatnya  lanjut usia yang 
mandiri 

Persentase lanjut usia 
yang mandiri 

    

        Meningkatnya  Rumah Sehat Persentase Rumah     
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Sehat 

        Meningkatnya fasilitas pelayanan 
kesehatan terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

    

        Meningkatnya fasilitas kesehatan 
yang terintegrasi dalam sistem 
informasi kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

    

        Terkelolanya Pelayanan Kesehatan 
Ibu Hamil Sesuai Standar 

Jumlah Ibu Hamil yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

  

        Terkelolanya Pelayanan Kesehatan 
Ibu Bersalin Sesuai Standar 

Jumlah Ibu Bersalin 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

  

        Terkelolanya Pelayanan Kesehatan 
Bayi Baru Lahir Sesuai Standar 

Jumlah Bayi Baru Lahir 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir 

  

        Terkelolanya Pelayanan Kesehatan 
Balita Sesuai Standar 

Jumlah Balita yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

  

        Terkelolanya Pelayanan 
KesehatanpadaUsiaPendidikan 
Dasar Sesuai Standar 

Jumlah Anak Usia 
Pendidikan Dasar yang 
Mendapatkan 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

  



129  

NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

        Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanUsiaProduktifSesuai 
Standar 

Jumlah Penduduk Usia 
Produktif yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Produktif 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
PelayananKesehatanUsiaLanjut 
Sesuai Standar 

Jumlah Penduduk Usia 
Lanjut yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia Lanjut 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi Sesuai Standar 

Jumlah Penderita 
Hipertensi yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus Sesuai Standar 

Jumlah Penderita 
Diabetes Melitus yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat Sesuai 
Standar 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat 
Sesuai Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat 

  

        Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Pengelolaan Pelayanan   
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
PelayananKesehatanBagiOrang 
Terduga Tuberkulosis Sesuai 
Standar 

Menderita Tuberkulosis 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Sesuai 
Standar 

Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan bagi Orang Terduga HIV 
Sesuai Standar 

Jumlah Orang Terduga 
Menderita HIV yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Sesuai 
Standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Risiko Terinfeksi HIV 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
PelayananKesehatanKerja dan 
Olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Promosi Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Surveilans Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

  

        Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 

Jumlah Penyalahguna 
NAPZA yang 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan NAPZA 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Penyalahguna NAPZA Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan 

        Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanPenyakit Menular dan 
Tidak Menular 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan Tidak 
Menular 

  

        Terlaksananya Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

  

        Terdistribusinya Spesimen 
PenyakitPotensialKejadianLuar 
Biasa (KLB) ke Laboratorium 
Rujukan/Nasional 

Jumlah Spesimen 
Penyakit Potensial 
Kejadian Luar Biasa 
(KLB) ke Laboratorium 
Rujukan/Nasional yang 
Didistribusikan 

Pengambilan dan 
Pengiriman Spesimen 
Penyakit Potensial KLB ke 
Laboratorium 
Rujukan/Nasional 

  

        Terselenggaranya Kabupaten/Kota 
Sehat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat 

Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat 

  

        Tersedianya Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

  

        Tersedianya Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 

  

        Terlaksananya Akreditasi Fasilitas 
Kesehatan di Kabupaten/Kota 

Jumlah Fasilitas 
Kesehatan yang 
Terakreditasi di 

Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di 
Kabupaten/Kota 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Kabupaten/Kota 

        TersediadanTerkelolanyaPublic 
Safety Center (PSC 119) yang 
Terintegrasi Dengan Rumah Sakit 
Dalam Satu Sistem Penanganan 
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 

Jumlah Public Safety 
Center (PSC 119) 
Tersediaan, 
Terkelolaan dan 
Terintegrasi Dengan 
Rumah Sakit Dalam 
Satu Sistem 
Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu 
(SPGDT) 

Penyediaan dan 
Pengelolaan Sistem 
Penanganan Gawat Darurat 
Terpadu (SPGDT) 

  

        Terlaksananya pengelolaan 
pelayanan kesehatan orang dengan 
tuberkulosis 

Jumlah orang dengan 
Tuberkulosis yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
Tuberkulosis 

  

        Terlaksananya pengelolaan 
pelayanan kesehatan orang dengan 
HIV (ODHIV) 

Jumlah orang dengan 
HIV (ODHIV) yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
HIV (ODHIV) 

  

        Terlaksananya pengelolaan 
pelayanan kesehatan Malaria 

Jumlah orang yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
malaria 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan Malaria 

  

      Meningkatnya mutu 
tenaga kesehatan 

  Persentase 
Peningkatan 
Kompetensi SDM 
Bidang Kesehatan 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

        Meningkatnya tenaga kesehatan 
yang sesuai standar 

Persentase Tenaga 
Kesehatan Yang 
Memiliki SIP 

Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Tercapainya Puskesmas dengan 
SDMK sesuai standar 

Persentase Puskesmas 
dengan SDMK sesuai 
standar 

    

        Tercapainya RS pemerintah dengan 
dokter spesialis sesuai standar 

Persentase RS 
pemerintah dengan 
dokter spesialis sesuai 
standar 

    

        Terlaksananya Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
KompetensiTeknisSumberDaya 
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya 

Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

      Meningkatnya 
kualitas sediaan 
farmasi, alat 
kesehatan, dan 
makanan minuman 

  Persentase Cakupan 
Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan dan 
Makanan Minuman 

PROGRAM SEDIAAN 
FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN 

  

        Meningkatnya jumlah fasyankes 
yang melaksanakan pelayanan 
kefarmasian sesuai standar 

Persentase fasyankes 
yang melaksanakan  
pelayanan kefarmasian 
sesuai standar 

Pemberian Izin Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan 
dan Optikal, Usaha Mikro 
Obat Tradisional (UMOT) 
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        Meningkatnya apotek dan toko obat 
yang mampu memelihara 
persyaratan perizinan 

Persentase apotek dan 
toko obat yang mampu 
memelihara persyaratan 
perizinan 

    

        TerlaksananyaPengendaliandan 
PengawasansertaTindakLanjut 
Pengawasan Perizinan Apotek, 
TokoObat,TokoAlatKesehatan, 
danOptikal, UsahaMikroObat 
Tradisional (UMOT 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat Kesehatan, 
dan Optikal, Usaha 
Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Perizinan Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan, 
dan Optikal, Usaha Mikro 
Obat Tradisional (UMOT) 

  

        Meningkatnya Tempat Pengelolaan 
Pangan (TPP) dan DAM yang sesuai 
standar 

Persentase Tempat 
Pengelolaan Pangan 
(TPP) yang 
mendapatkan sertifikat 
Laik Higiene Sanitasi, 
Sertifikat Produksi 
Pangan PIRT, dan 
sertifikat Depot Air 
Minum (DAM) 

Penerbitan Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa 
Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan Depot 
Air Minum (DAM) 

  

        Meningkatnya  penerbitan dan 
pemenuhan komitmen SPP- IRT 
sesuai standar 

Persentase penerbitan 
dan pemenuhan 
komitmen SPP- IRT 
sesuai standar 

    

        Meningkatnya pangan industri rumah 
tangga aman dan bermutu 

Persentase pangan 
industri rumah tangga 
aman dan bermutu 
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        Meningkatnya  sarana IRTP yang 
memenuhi ketentuan 

Persentase sarana 
IRTP yang memenuhi 
ketentuan 

    

        Meningkatnya  rekomendasi hasil 
pengawasan sediaan farmasi dan 
pangan olahan dari lintas sektor 
yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
rekomendasi hasil 
pengawasan sediaan 
farmasi dan pangan 
olahan dari lintas sektor 
yang ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Daerah 

    

        TerlaksananyaPengendaliandan 
PengawasansertaTindakLanjut 
PengawasanPenerbitanSertifikat 
Laik Higiene Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) antara 
lain Jasa Boga, Rumah 
Makan/Restoran danDepot Air 
Minum (DAM) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan 
Penerbitan Sertifikat 
Laik Higiene Sanitasi 
Tempat Pengelolaan 
Makanan (TPM) antara 
lain Jasa Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan 
Depot Air Minum (DAM) 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Penerbitan Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa 
Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan Depot 
Air Minum (DAM) 

  

      Meningkatnya 
kualitas 
pemberdayaan 
masyarakat bidang 
kesehatan 

  Persentase Masyarakat 
Bidang Kesehatan yang 
diberdayakan 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 

  

        Terselenggaranya Kegiatan 
Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan Peran serta 

Persentase Kegiatan 
Advokasi, 
Pemberdayaan, 

Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat dan 
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Masyarakat dan Lintas Sektor Kemitraan, Peningkatan 

Peran serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor 

Lintas Sektor Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

        Terlaksananya Peningkatan Upaya 
Promosi Kesehatan, Advokasi, 
Kemitraan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Promosi Kesehatan, 
Advokasi, Kemitraan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan, Advokasi, 
Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

  

        Terselenggaranya Pengembangan 
dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) 
Tingkat Daerah Kota. 

Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Terlaksananya Bimbingan Teknis 
dan Supervisi Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat 
(UKBM) 

Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Pengembangan 
dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 

  

    Terkendalinya 
pertumbuhan penduduk, 
kualitas program KB, serta 
ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga. 

    Angka Prevalensi 
Kontrasepsi Modern / 
Modern Contraceptive 
(mCPR) 

    

          Angka unmet need 
pelayanan KB 
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          Persentase Keluarga 
yang mengikuti 
kelompok kegiatan 
ketahanan keluarga 

    

      Terkendalinya 
pertambahan 
jumlah penduduk 

  Angka Kelahiran 
Remaja Umur 15-19 
Tahun (Age Specific 
Fertility Rate / ASFR 
15-19) 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

  

        Terlaksananya penyusunan 
kebijakan yang selaraskan antara 
provinsi dan kabupaten/kota terkait 
program pengendalian penduduk 

Jumlah sekolah yang 
telah membentuk RPP 
SSK 

Pemaduan dan Sinkronisasi 
Kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi dengan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Pengendalian 
Kuantitas Penduduk 

  

        Terlaksananya Penyediaan dan 
Pengembangan Materi 
PendidikanKependudukanJalur 
Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Penyediaan dan 
Pengembangan Materi 
Pendidikan 
Kependudukan Jalur 
Pendidikan Formal 
Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan dan 
Pengembangan Materi 
Pendidikan Kependudukan 
Jalur Pendidikan Formal di 
Satuan Pendidikan Jenjang 
SD/MI dan SLTP/MTS 
Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota 

  

        Tersedianya data dan informasi yang 
digunakan untuk merencanakan dan 
melaksanakan strategi pengendalian 
penduduk di tingkat kabupaten/kota 

Persentase data 
keluarga yang 
diupdating 

Pemetaan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

        Meningkatnya kualitas Penduduk Indeks Pembangunan     
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yang mampu menjadi faktor penting 
dalam mencapai kemajuan bangsa 

Berwawasan 
Kependudukan (IPBK) 

        Terlaksananya Pencatatan dan 
Pengumpulan Data Keluarga 

Jumlah Laporan 
Pencatatan dan 
Pengumpulan Data 
Keluarga 

Pencatatan dan 
Pengumpulan Data Keluarga 

  

        Terlaksananya Pengolahan dan 
Pelaporan Data Pengendalian 
Lapangan dan Pelayanan KB 

Jumlah Dokumen 
Pengolahan dan 
Pelaporan Data 
Pengendalian 
Lapangan dan 
Pelayanan KB 

Pengolahan dan Pelaporan 
Data Pengendalian 
Lapangan dan Pelayanan 
KB 

  

      Meningkatnya 
kepesertaan KB 
MKJP 

  Persentase peserta 
Aktif KB MKJP 

PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA BERENCANA 
(KB) 

  

        Meningkatnya pemahaman, 
kesadaran, dan perubahan perilaku 
masyarakat terkait pengendalian 
penduduk dan KB, serta dukungan 
dan keterlibatan berbagai pihak 
(pemerintah, masyarakat, tokoh 
masyarakat) dalam mensukseskan 
program KB. 

Persentase 
pelaksanaan kegiatan 
KIE Pengendalian 
Penduduk dan KB 

Pelaksanaan Advokasi, 
Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian 
Penduduk dan KB sesuai 
Kearifan Budaya Lokal 

  

        Terkelolanya Operasional dan 
Sarana di Balai Penyuluhan Bangga 
Kencana (Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengelolaan 
Operasional dan 
Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga 
Kencana 
(Pembangunan 

Pengelolaan Operasional 
dan Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga 
Kencana 

  



139  

NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 

        Terlaksananya Mekanisme 
Operasional Program Bangga 
Kencana (Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) Melalui Rapat 
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), 
dan Mini Lokakarya (Minilok) 

Jumlah Laporan 
Mekanisme Operasional 
Program Bangga 
Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
Melalui Rapat 
Koordinasi Kecamatan 
(Rakorcam), Rapat 
Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok) 

Pelaksanaan Mekanisme 
Operasional Program 
Bangga Kencana melalui 
Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok) 

  

        Terlaksananya Promosi danKIE 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) Melalui Media Massa 
Cetak dan Elektronik serta Media 
Luar Ruang 

Jumlah Dokumen 
Promosi dan KIE 
Program Bangga 
Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
Melalui Media Massa 
Cetak dan Elektronik 
serta Media Luar Ruang 

Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana Melalui 
Media Massa Cetak dan 
Elektronik serta Media Luar 
Ruang 

  

        TerlaksananyaAdvokasiProgram 
Bangga Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) kepada 

Jumlah Organisasi yang 
Mendapatkan Advokasi 
Program Bangga 
Kencana 

Advokasi Program Bangga 
kencana oleh pokja advokasi 
kepada Stakeholders dan 
Mitra Kerja 
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Stakeholders dan Mitra Kerja (Pembangunan 

Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
kepada Stakeholders 
dan Mitra Kerja 

        Meningkatnya kinerja PKB/ PLKB 
dalam Meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam program 
pengendalian penduduk 

Persentase kader yang 
melakukan updating 
data 

Pendayagunaan Tenaga 
Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB) 

  

        Terlaksananya Penggerakan Kader 
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

Jumlah Kader yang 
Mengikuti Penggerakan 
Kader Institusi 
Masyarakat Pedesaan 
(IMP) 

Penggerakan Kader Institusi 
Masyarakat Pedesaan (IMP) 

  

        Terdistribusinya alat kontrasepsi ke 
fasilitas kesehatan 

Persentase faskes yang 
mendapatkan distribusi 
alkon 

Pengendalian dan 
Pendistribusian Kebutuhan 
Alat dan Obat Kontrasepsi 
serta Pelaksanaan 
Pelayanan KB di Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

        Meningkatnya kebutuhan KB yang 
terpenuhi menurut alat/cara KB 
modern (proportion of demand 
satisfied by modern methods) 

Proporsi kebutuhan KB 
yang terpenuhi menurut 
alat/cara KB modern 
(proportion of demand 
satisfied by modern 
methods) 

    

        Terlaksananya Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan Obat 
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 

Jumlah Laporan 
Pengendalian 
Pendistribusian Alat 

Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan 
Obat Kontrasepsi dan 
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Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

dan Obat Kontrasepsi 
dan Sarana Penunjang 
Pelayanan KB ke 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

Sarana Penunjang 
Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya 

        Terwujudnya Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Kesertaan 
Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 

Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) 

  

        Terlaksananya Pembinaan 
Pelayanan Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 
Kesehatan Termasuk Jaringan dan 
Jejaringny 

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana 
dan Kesehatan 
Reproduksi di Fasilitas 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

  

        Meningkatnya dukungan dan 
keterlibatan organisasi masyarakat 
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

Persentase Poktan dan 
Pokja Kampung KB 
yang menerima 
pembinaan Kesertaan 
ber KB 

Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran serta 
Organisasi Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB 

  

        Meningkatnya Kualitas Kampung KB Persentase Kampung 
Keluarga berkualitas 
Mandiri 

    



142  

NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

        Terwujudnya Pelaksanaan dan 
Pengelolaan Program Bangga 
Kencana (Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) di Kampung Keluarga 
Berkualitas 

Jumlah Kampung 
Keluarga Berkualitas 
yang mengikuti 
Pelaksanaan dan 
Pengelolaan Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 

Pelaksanaan dan 
Pengelolaan Program 
Bangga Kencana di 
Kampung Keluarga 
Berkualitas 

  

      Meningkatnya 
keluarga yang 
menerapkan 8 
fungsi keluarga 

  Persentase keluarga 
yang menerapkan 8 
fungsi keluarga 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA 
(KS) 

  

        Meningkatnya angka kepesertaan 
sasaran Tribina 

Persentase angka 
kepesertaan sasaran 
tribina 

Pelaksanaan Pembangunan 
Keluarga melalui Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

  

        Meningkatnya tingkat ketangguhan 
lansia 

Indeks Lansia Berdaya     

        Meningkatnya pengasuhan keluarga 
pada remaja 

Indeks Pengasuhan 
Keluarga yang memiliki 
Remaja 

    

        Terlaksananya Pengelolaan 
Ketahanan Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga Sejahtera 
(PPKS) 

Jumlah laporan hasil 
pengelolaan Ketahanan 
Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 

Pengelolaan Ketahanan 
Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 
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        Terlaksananya Promosi dan 
    Sosialisasi Kelompok Kegiatan 
    Ketahanan dan Kesejahteraan 
    Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
    PPPKS,PIK-RdanPemberdayaan 
    Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

Jumlah Laporan Hasil 
Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 

Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor 
(UPPKA)) 

  

        Terlaksananya Pengadaan 
    Sarana Kelompok Kegiatan 
    Ketahanan dan Kesejahteraan 
    Keluarga(BKB,BKR, BKL, PPKS, 
    PIK-R dan Usaha Peningkatan 
    Pendapatan Keluarga Akseptor 
    (UPPKA) 

Jumlah Unit Sarana 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, 
PPKS, PIK-R dan 
Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) yang 
tersedia 

Pengadaan Sarana 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor (UPPKA) 

  

        Terlaksananya 
   Orientasi/ Pelatihan Teknis 
Pelaksana/ Kader Ketahanandan 
    Kesejahteraan Keluarga (BKB, 
    BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 
    Pemberdayaan Ekonomi 
    Keluarga/ Usaha Peningkatan 
    Pendapatan Keluarga Akseptor 
    (UPPKA) 

Jumlah kader yang 
mengikuti 
Orientasi/Pelatihan 
Teknis 
Pelaksana/Kader 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, 
PPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/Usaha 

Orientasi/Pelatihan Teknis 
Pelaksana/Kader Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
   PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS) 
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Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) 

                

        Meningkatnya TPK kelurahan dalam 
mendampingi keluarga berisiko 
stunting 

Persentase TPK 
Kelurahan dalam 
Mendampingi Keluarga 
Beresiko Stunting 

Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/ 
Kota dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

  

        Terlaksananya Pemantauan 
    Data dan Informasi Keluarga 
    Berisiko Stunting (Termasuk 
    remaja Calon Pengantin/ Calon 
    PUS, Ibu Hamil, Pasca 
    salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) 

Cakupan Pemantauan 
Data dan Informasi 
Keluarga Berisiko 
Stunting (Termasuk 
remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, 
Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

Pemantauan Data dan 
Informasi Keluarga Berisiko 
Stunting (Termasuk remaja 
Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

  

        Terlaksananya Pendampingan 
    Keluarga Berisiko Stunting 
    (Termasuk remaja Calon 
    Pengantin/ Calon PUS, Ibu 
    Hamil, Pasca salin/ kelahiran, 
    Baduta/ Balita) 

Jumlah Keluarga 
Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja 
Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) yang 
mendapat 
pendampingan 

Pendampingan Keluarga 
Berisiko Stunting (Termasuk 
remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

    Meningkatnya Pelayanan 
Publik Perangkat Daerah 

    Indeks Pelayanan 
Publik Dinas Kesehatan 
PP dan KB 

    

      Meningkatnya nilai 
akuntabilitas 
perangkat daerah 

  Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

        Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Persentase dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan yang disusun 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

  

        Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

  

        Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
KinerjaSKPDdanLaporanHasil 
Koordinasi PenyusunanLaporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

  

        Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  

        Terpenuhinya gaji ASN perangkat 
daerah 

Persentase pemenuhan 
kebutuhan gaji ASN 
perangkat daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

        ASN Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  

        Terselenggaranya administrasi 
umum perangkat daerah 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

        Tersedianya Peralatan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

  

        Terlaksananya Penyelenggaraan 
RapatKoordinasidanKonsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

  

        Terlaksananyapengadaan barang 
milik daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persentase 
Pelaksanaan 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

        Tersedianya Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

  

        Tersedianya Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

Bangunan Lainnya 

        Terpenuhinya kebutuhan jasa 
penunjang 

Persentase pemenuhan 
kebutuhan jasa 
penunjang 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

        Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Jasa pelayanan 
Umum Kantor 

  

        Terpeliharanya barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintahan 
daerah 

Persentase 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

        Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya 
PemeliharaandanPajakKendaraanPe
rorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

  

        Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

  

        TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabil
itasiSarana danPrasaranaGedung 
Kantor atauBangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
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NSPK dan Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Keterangan 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
Dipelihara/Direhabilitasi 

        Tercapainya kinerja BLUD Persentase pencapaian 
kinerja Badan Layanan 
Umum Daerah (RSUD) 

Peningkatan Pelayanan 
BLUD 

  

        Terlaksananya penyediaan 
pelayanan dan penunjang pelayanan 
oleh BLUD 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan 
Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 
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Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan 

penjabaran strategis ke dalam serangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur 

beserta alokasi pendanaan yang jelas. Tabel berikut menyajikan rencana kerja operasional 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kota 

Madiun untuk periode 2026-2030. Tabel ini memetakan secara rinci setiap program yang akan 

dilaksanakan, lengkap dengan indikator kinerja outcome yang ingin dicapai. Setiap program 

kemudian diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan spesifik dengan indikator output yang terukur, 

dan selanjutnya dirinci lagi ke dalam sub kegiatan dengan target sub-output tahunan. Selain itu, 

tabel ini juga menyajikan pagu indikatif pendanaan untuk setiap tahunnya, yang menjadi dasar 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Dengan demikian, tabel ini 

berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan 

efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
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Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Madiun 
 

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          DINAS KESEHATAN, 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 

      135,415,576,486.36   141,881,413,841.44   141,881,413,841.44   143,715,248,078.56   147,380,519,979.93   

1         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                          

1 0
2 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 1     PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

                          

          Meningkatnya nilai 
akuntabilitas perangkat 
daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

88.57 Nilai 88.6 Nilai 89,925,583,389.36 88.61 
Nilai 

92,628,463,111.69 88.62 
Nilai 

92,628,463,111.69 88.64 
Nilai 

93,832,633,132.14 88.65 
Nilai 

95,368,620,013.01   

1 2 1 2
0
1 

  Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

                          

          Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Persentase 
dokumen 
perencanaan 
dan pelaporan 
yang disusun 

100% 100% 302,807,000.00 100% 333,844,717.50 100% 333,844,717.50 100% 338,184,698.83 100%                     
355,093,933.77  

  

1 2 1 2
0
1 

0
0
0
1 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

                          

          Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

8 
Dokumen 

8 
Dokumen 

105,850,000.00 8 
Dokumen 

              
116,699,625.00  

8 
Dokumen 

              
116,699,625.00  

8 
Dokumen 

              
118,216,720.13  

8 
Dokumen 

                    
124,127,556.13  

  

1 2 1 2
0
1 

0
0
0
6 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

                          

          Tersedianya Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
KinerjaSKPDdanLaporan
Hasil Koordinasi 
PenyusunanLaporan 
Capaian Kinerja dan 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

146,548,000.00 3 
Dokumen 

              
161,569,170.00  

3 
Dokumen 

              
161,569,170.00  

3 
Dokumen 

              
163,669,569.21  

3 
Dokumen 

                    
171,853,047.67  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

1 2 1 2
0
1 

0
0
0
7 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

                   -     -    

          Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

5 Laporan 5 Laporan 50,409,000.00 5 Laporan                 
55,575,922.50  

5 Laporan                 
55,575,922.50  

5 Laporan                 
56,298,409.49  

5 
Laporan 

                      
59,113,329.97  

  

1 2 1 2
.
0
2 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

                          

          Terpenuhinya gaji ASN 
perangkat daerah 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan gaji 
ASN perangkat 
daerah 

100% 100% 66,860,086,517.00 100% 68,898,293,436.89 100% 68,898,293,436.89 100% 69,793,971,251.57 100% 70,980,568,490.80   

1 2 1 2
0
2 

0
0
0
1 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

                          

          ASN Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan ASN 
(Dinkes) 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

483 
orang/bula

n 

500 
 

orang/bula
n 

66,860,086,517.00 500 
 

orang/bula
n 

          
68,898,293,436.89  

500 
 

orang/bula
n 

         
68,898,293,436.89  

500 
 

orang/bula
n 

         
69,793,971,251.57  

500 
 

orang/bul
an 

               
70,980,568,490.80  

  

                                      
1 2 1 2

.
0
6 

  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

                          

          Terselenggaranya 
administrasi umum 
perangkat daerah 

Persentase 
Penyelenggaraa
n Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

115.86% 100% 1,279,567,300.00 100% 1,410,722,948.25 100% 1,410,722,948.25 100% 1,429,062,346.58 100% 1,500,515,463.90   

1 2 1 2
0
6 

0
0
0
2 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

                          

          Tersedianya Peralatan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

1 paket 1 paket 766,267,300.00 1 paket               
844,809,698.25  

1 paket               
844,809,698.25  

1 paket               
855,792,224.33  

1 paket                     
898,581,835.54  

  

1 2 1 2
0
6 

0
0
0
9 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

                          



152  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Terlaksananya 

Penyelenggaraan 
RapatKoordinasidanKons
ultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

191 
Laporan 

70 laporan 513,300,000.00 70 laporan               
565,913,250.00  

70 laporan               
565,913,250.00  

70 laporan               
573,270,122.25  

70 
laporan 

                    
601,933,628.36  

  

1 2 1 2
.
1 

  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

                          

          Terlaksananyapengadaa
n barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persentase 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100% 100% 320,427,000.00 100% 353,270,767.50 100% 353,270,767.50 100% 357,863,287.48 100% 375,756,451.85   

1 2 1 2
.
1 

0
0
1
0 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

                          

          Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

15 Unit 16 Unit 114,727,000.00 16 Unit               
126,486,517.50  

16 Unit               
126,486,517.50  

16 Unit               
128,130,842.23  

16 Unit                     
134,537,384.34  

  

1 2 1 2
.
1 

0
0
1
1 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

           -     -            

          Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

12 Unit 25 Unit 205,700,000.00 25 Unit               
226,784,250.00  

25 Unit               
226,784,250.00  

25 Unit               
229,732,445.25  

25 Unit                     
241,219,067.51  

  

1 2 1 2
0
8 

  Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

                          

          Terpenuhinya 
kebutuhan jasa 
penunjang 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan jasa 
penunjang 

Belum 
digunaka

n 

100% 20,625,493,048.36 100% 21,040,065,458.84 100% 21,040,065,458.84 100% 21,313,586,309.80 100% 21,526,722,172.90   

1 2 1 2
0
8 

0
0
0
4 

Penyediaan Jasa 
pelayanan Umum Kantor 

                          

          Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
(Dinkes) 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Belum 
digunakan 

12 laporan 20,625,493,048.36 12 laporan           
21,040,065,458.84  

12 laporan          
21,040,065,458.84  

12 laporan          
21,313,586,309.80  

12 
laporan 

               
21,526,722,172.90  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Kantor yang 
Disediakan 

1 2 1 2
0
9 

  Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

                          

          Terpeliharanya barang 
milik daerah penunjang 
urusan pemerintahan 
daerah 

Persentase 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100.63% 100% 537,202,524.00 100% 592,265,782.71 100% 592,265,782.71 100% 599,965,237.88 100% 629,963,499.79   

1 2 1 2
0
9 

0
0
0
1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

                          

          Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
PemeliharaandanPajakKe
ndaraanPerorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajaknya 

80 Unit 89 Unit 302,536,600.00 89 Unit               
333,546,601.50  

89 Unit               
333,546,601.50  

89 Unit               
337,882,707.32  

89 Unit                     
354,776,842.69  

  

1 2 1 2
0
9 

0
0
0
9 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

1 Unit 5 Unit 121,879,724.00 5 Unit               
134,372,395.71  

5 Unit               
134,372,395.71  

5 Unit               
136,119,236.85  

5 Unit                     
142,925,198.70  

  

1 2 1 2
0
9 

0
0
1
0 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

                          

          TerlaksananyaPemelihara
an/RehabilitasiSarana 
danPrasaranaGedung 
Kantor atauBangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

280 Unit 273 Unit 112,786,200.00 273 Unit               
124,346,785.50  

273 Unit               
124,346,785.50  

273 Unit               
125,963,293.71  

273 Unit                     
132,261,458.40  

  

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

100% 83.33% 37,478,030,037.00 83.33% 40,460,945,456.10 91.66% 40,460,945,456.10 91.66% 40,986,937,746.99 91.66% 42,660,159,580.07   

          Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     

          Menurunkan angka 
kematian ibu 

Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 

    

          Menurunkan angka 
kematian balita 

Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     

          Terkendalinya hipertensi Persentase 
Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
.
0
1 

  Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya 
puskesmas memiliki 
SPA sesuai standar 

Persentase 
puskesmas 
memiliki SPA 
sesuai standar 

88% 88% 11,991,693,102.00 88.20% 13,202,643,615.11 88.40% 13,202,643,615.11 88.60% 13,374,277,982.12 88.80% 14,014,233,898.60   

          Meningkatnya 
pemenuhan kebutuhan 
layanan kesehatan 
rujukan oleh rumah 
sakit 

Jumlah layanan 
rumah sakit 
yang disediakan 
sesuai standar 

23 
Layanan 

31 
Layanan 

  31 
Layanan 

  32 
Layanan 

  32 
Layanan 

  33 
Layanan 

    



155  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Tercapainya fasilitas 

pelayanan kesehatan 
dengan perbekalan 
kesehatan sesuai 
standar 

Persentase 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
dengan 
perbekalan 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

1 2 2 2
.
0
1 

0
0
1
4 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

                          

          Tersedianya Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
(Dinkes) 

Jumlah Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
Disediakan 

30 Unit 86 Unit 1,733,145,700.00 86 Unit            
1,892,595,104.40  

86 Unit            
1,892,595,104.40  

86 Unit            
1,917,198,840.76  

86 Unit                  
1,984,300,800.18  

  

1 2 2 2
0
1 

0
0
1
5 

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat 
Kalibrasi 

                          

          Terlaksananya 
Penyediaan dan 
Pemeliharaan Alat 
Pengujian dan Kalibrasi 
pada Unit Pemeliharaan 
Fasilitas Kesehatan 
Regional/Regional 
Maintainance Center 

Jumlah 
Penyediaan dan 
Pemeliharaan 
Alat Uji dan 
Kalibrasi Pada 
Unit 
Pemeliharaan 
Fasilitas 
Kesehatan 
Regional/Regiona
l Maintainance 
Center 

440 Unit 391 Unit 142,198,000.00 400 Unit               
156,773,295.00  

400 Unit               
156,773,295.00  

400 Unit               
158,811,347.84  

400 Unit                     
166,751,915.23  

  

1 2 2 2 0
0
2
0 

Pemeliharaan Rutin dan 
Berkala Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

           -     -            

          Terpeliharanya Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Layanan Kesehatan 
Sesuai Standar 

Jumlah Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Layanan 
Kesehatan yang 
Terpelihara 
Sesuai Standar 

432 Unit 415 Unit 267,150,000.00 453 Unit               
294,532,875.00  

453 Unit               
294,532,875.00  

453 Unit               
298,361,802.38  

453 Unit                     
313,279,892.49  

  

1 2 2 2
.
0
1 

0
0
2
3 

Pengadaan Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis 
Habis Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan Minuman di 
Fasilitas Kesehatan 

                          

          TersedianyaObat, 
BahanHabis 
Pakai,BahanMedisHabisP

Jumlah Obat, 
Bahan Habis 
Pakai, Bahan 

20 Paket 10 paket 9,849,199,402.00 10 paket           
10,858,742,340.71  

10 paket          
10,858,742,340.71  

10 paket          
10,999,905,991.14  

10 paket                
11,549,901,290.70  

  



156  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
akai, 
Vaksin,MakanandanMinu
man di Fasilitas 
Kesehatan (Dinkes) 

Medis Habis 
Pakai, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan yang 
disediakan 

1 2 2 2
0
2 

  Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya fasilitas 
kesehatan yang terintegrasi 
dalam sistem informasi 
kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

10% 58% 25,486,336,935.00 60% 27,258,301,840.99 63% 27,258,301,840.99 66% 27,612,659,764.87 69% 28,645,925,681.47   

          Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
terakreditasi 
paripurna 

50% 54%   56%   58%   60%   62%     

          Menurunnya persentase 
merokok penduduk 10-21 
tahun 

Persentase 
merokok 
penduduk 10-21 
tahun 

3% ( 3% 
didapat 
dari 
persentase 
merokok 
usia 10-18 
tahun di 
tahun 2024 
dan beda 
DO dg 
2025) 

< 11.4 %   < 10,4 %   < 9,4 %   < 8,4 %   < 8,4 %     

          Meningkatnya Cakupan 
penemuan kasus TB 

Cakupan 
penemuan 
kasus TB 

93% 86%   87%   88%   89%   90%     

          Menurunnya jumlah 
kematian ibu 

Jumlah 
kematian ibu 

0 0   0   0   0   0     

          Menurunnya jumlah 
kematian anak 

Jumlah 
kematian balita 

14 12   11   10   9   8     

          ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

ODHIV baru 
yang ditemukan 
yang mendapat 
pengobatan ART 

73% 65%   65%   70%   70%   75%     

          Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian 
kejadian luar 
biasa 
(KLB)/wabah 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Meningkatnya Cakupan 
skrining kesehatan jiwa 

Cakupan 
skrining 
kesehatan jiwa 

90% (ada 
perbedaa

n DO, 
2024 15 

10%   10%   10%   10%   10%     



157  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
tahun ke 

atas, 
untuk 
2026 

sasarann
ya 7 

tahun ke 
atas) 

          Menurunnya obesitas 
>18 tahun 

Prevalensi 
obesitas >18 
tahun 

19% 19%   19%   19%   19%   19%     

          Meningkatnya lansia 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase 
lansia yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   g     

          Meningkatnya  lanjut 
usia yang mandiri 

Persentase 
lanjut usia yang 
mandiri 

90%% 91%   92%   92%   93%   93%     

          Meningkatnya  Rumah 
Sehat 

Persentase 
Rumah Sehat 

90.02% 90.10%   90,2%   90,3%   90,4%   90,5%     

1 2 2 2
0
2 

0
0
0
1 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

                          

          Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 
Sesuai Standar 

Jumlah Ibu Hamil 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

2867 
Orang 

1945 
Orang 

516,274,100.00 1984 
Orang 

              
569,192,195.25  

2024 
Orang 

              
569,192,195.25  

2065 
Orang 

              
576,591,693.70  

2106 
Orang 

                    
605,421,278.44  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
0
2 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

           -     -     -     -    

          Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 
Sesuai Standar 

Jumlah Ibu 
Bersalin yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

2851 
Orang 

1945 
Orang 

170,745,000.00 1984 
Orang 

              
188,246,362.50  

2024 
Orang 

              
188,246,362.50  

2065 
Orang 

              
190,693,565.21  

2106 
Orang 

                    
200,228,243.47  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
0
3 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

           -     -     -     -    

          Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir Sesuai Standar 

Jumlah Bayi Baru 
Lahir yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

2719 
Orang 

1925 
Orang 

351,742,000.00 1964 
Orang 

              
387,795,555.00  

2003 
Orang 

              
387,795,555.00  

2043 
Orang 

              
392,836,897.22  

2084 
Orang 

                    
412,478,742.08  

  



158  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
1 2 2 2

0
2 

0
0
0
4 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

           -     -            

          Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Balita Sesuai 
Standar 

Jumlah Balita 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

10684 
Orang 

8444 
Orang 

419,984,220.00 8613 
Orang 

              
463,032,602.55  

8785 
Orang 

              
463,032,602.55  

8961 
Orang 

              
469,052,026.38  

9140 
Orang 

                    
492,504,627.70  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
0
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

                          

          Terkelolanya Pelayanan 
KesehatanpadaUsiaPendi
dikan Dasar Sesuai 
Standar 

Jumlah Anak Usia 
Pendidikan Dasar 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

31650 
Orang 

31395 
Orang 

30,681,000.00 31426 
Orang 

                
33,825,802.50  

31458 
Orang 

                
33,825,802.50  

31489 
Orang 

                
34,265,537.93  

31521 
Orang 

                      
35,978,814.83  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
0
6 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Produktif 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanUsiaProduktifS
esuai Standar 

Jumlah Penduduk 
Usia Produktif 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

129392 
orang 

129500 
Orang 

137,591,000.00 129600 
Orang 

              
151,694,077.50  

129700 
Orang 

              
151,694,077.50  

129800 
Orang 

              
153,666,100.51  

129900 
Orang 

                    
161,349,405.53  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
0
7 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Lanjut 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan 
PelayananKesehatanUsia
Lanjut Sesuai Standar 

Jumlah Penduduk 
Usia Lanjut yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

33407 
orang 

35150 
Orang 

61,395,000.00 35256 
Orang 

                
67,687,987.50  

35362 
Orang 

                
67,687,987.50  

35468 
Orang 

                
68,567,931.34  

35575 
Orang 

                      
71,996,327.90  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
0
8 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

                          

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi Sesuai Standar 

Jumlah Penderita 
Hipertensi yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

12752 
orang 

9752 
Orang 

26,939,000.00 8752 
Orang 

                
29,700,247.50  

7752 
Orang 

                
29,700,247.50  

6752 
Orang 

                
30,086,350.72  

5752 
Orang 

                      
31,590,668.25  

  



159  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
1 2 2 2

0
2 

0
0
0
9 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus Sesuai 
Standar 

Jumlah Penderita 
Diabetes Melitus 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Sesuai Standar 

11012 
Orang 

6955 
Orang 

11,062,000.00 7002 
Orang 

                
12,195,855.00  

7048 
Orang 

                
12,195,855.00  

7082 
Orang 

                
12,354,401.12  

7116 
Orang 

                      
12,972,121.17  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
0 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat 

                          

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat 
Sesuai Standar 

Jumlah Orang 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan 
Gangguan Jiwa 
Berat Sesuai 
Standar 

383 Orang 405 Orang 121,184,304.00 406 Orang               
133,605,695.16  

408 Orang               
133,605,695.16  

409 Orang               
135,342,569.20  

410 
Orang 

                    
142,109,697.66  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
1 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang 
Terduga Tuberkulosis 

                          

          Terlaksananya 
Pengelolaan 
PelayananKesehatanBagi
Orang Terduga 
Tuberkulosis Sesuai 
Standar 

Jumlah Orang 
Terduga 
Menderita 
Tuberkulosis 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Sesuai 
Standar 

6684 
Orang 

5649 
Orang 

63,679,000.00 4866 
Orang 

                
70,206,097.50  

4308 
Orang 

                
70,206,097.50  

3884 
Orang 

                
71,118,776.77  

3558 
Orang 

                      
74,674,715.61  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
2 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Risiko Terinfeksi HIV 

                          

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
bagi Orang Terduga HIV 
Sesuai Standar 

Jumlah Orang 
Terduga 
Menderita HIV 
yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Sesuai 
Standar 

7482 
Orang 

6241 
Orang 

26,890,000.00 6080 
Orang 

                
29,646,225.00  

5965 
Orang 

                
29,646,225.00  

5878 
Orang 

                
30,031,625.93  

5811 
Orang 

                      
31,533,207.22  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

232,923,000.00 2 
Dokumen 

              
256,797,607.50  

2 
Dokumen 

              
256,797,607.50  

2 
Dokumen 

              
260,135,976.40  

2 
Dokumen 

                    
273,142,775.22  

  



160  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
6 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan 
PelayananKesehatanKerj
a dan Olahraga 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Kerja 
dan Olahraga 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

189,493,000.00 3 
Dokumen 

              
208,916,032.50  

3 
Dokumen 

              
208,916,032.50  

3 
Dokumen 

              
211,631,940.92  

3 
Dokumen 

                    
222,213,537.97  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
7 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Lingkungan 

5 
Dokumen 

5 
Dokumen 

78,205,500.00 5 
Dokumen 

                
86,221,563.75  

5 
Dokumen 

                
86,221,563.75  

5 
Dokumen 

                
87,342,444.08  

5 
Dokumen 

                      
91,709,566.28  

  

1 2 2 2
.
0
2 

0
0
1
8 

Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

                          

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Promosi 
Kesehatan 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

178,876,000.00 1 
Dokumen 

              
197,210,790.00  

1 
Dokumen 

              
197,210,790.00  

1 
Dokumen 

              
199,774,530.27  

1 
Dokumen 

                    
209,763,256.78  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
0 

Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Surveilans 
Kesehatan 

1 
Dokumen 

3 
Dokumen 

310,890,400.00 3 
Dokumen 

              
342,756,666.00  

3 
Dokumen 

              
342,756,666.00  

3 
Dokumen 

              
347,212,502.66  

3 
Dokumen 

                    
364,573,127.79  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
2 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan 
NAPZA 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan 
Penyalahguna NAPZA 

Jumlah 
Penyalahguna 
NAPZA yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kesehatan 

240 Orang 240 Orang 14,613,000.00 240 Orang                 
16,110,832.50  

240 Orang                 
16,110,832.50  

240 Orang                 
16,320,273.32  

240 
Orang 

                      
17,136,286.99  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
5 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

                          

          Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanPenyakit 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelayanan 

1 
Dokumen 

2 
Dokumen 

691,881,100.00 2 
Dokumen 

              
762,798,912.75  

2 
Dokumen 

              
762,798,912.75  

2 
Dokumen 

              
772,715,298.62  

2 
Dokumen 

                    
811,351,063.55  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Menular dan Tidak 
Menular 

Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
6 

Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

                          

          Terlaksananya 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 

36 
Dokumen 

36 
Dokumen 

20,201,553,598.00 36 
Dokumen 

          
21,431,828,211.94  

36 
Dokumen 

         
21,431,828,211.94  

36 
Dokumen 

         
21,710,441,978.70  

36 
Dokumen 

               
22,448,597,005.97  

  

1 2 2 2
.
0
2 

0
0
2
8 

Pengambilan dan 
Pengiriman Spesimen 
Penyakit Potensial KLB ke 
Laboratorium 
Rujukan/Nasional 

           -     -     -     -    

          Terdistribusinya Spesimen 
PenyakitPotensialKejadia
nLuar Biasa (KLB) ke 
Laboratorium 
Rujukan/Nasional 

Jumlah Spesimen 
Penyakit 
Potensial 
Kejadian Luar 
Biasa (KLB) ke 
Laboratorium 
Rujukan/Nasional 
yang 
Didistribusikan 

31 Paket 18 paket 83,546,000.00 18 paket                 
92,109,465.00  

18 paket                 
92,109,465.00  

18 paket                 
93,306,888.05  

18 paket                       
97,972,232.45  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
9 

Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat 

                          

          Terselenggaranya 
Kabupaten/Kota Sehat 

Jumlah Dokumen 
Hasil 
Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota 
Sehat 

9 
Dokumen 

9 
Dokumen 

267,596,000.00 9 
Dokumen 

              
295,024,590.00  

9 
Dokumen 

              
295,024,590.00  

9 
Dokumen 

              
298,859,909.67  

9 
Dokumen 

                    
313,802,905.15  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
4 

Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

           -     -     -     -    

          Tersedianya Operasional 
Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

Jumlah Dokumen 
Operasional 
Pelayanan 
Fasilitas 
Kesehatan 
Lainnya 

7 
Dokumen 

7 
Dokumen 

860,575,163.00 7 
Dokumen 

              
948,784,117.21  

7 
Dokumen 

              
948,784,117.21  

7 
Dokumen 

              
961,118,310.73  

7 
Dokumen 

                 
1,009,174,226.27  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
5 

Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di 
Kabupaten/Kota 

                          

          Terlaksananya Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Fasilitas 
Kesehatan yang 
Terakreditasi di 
Kabupaten/Kota 

Sub 
Kegiatan 

tidak 

16 Unit 10,999,550.00 17 Unit                 
12,127,003.88  

18 Unit                 
12,127,003.88  

19 Unit                 
12,284,654.93  

20 Unit                       
12,898,887.68  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
digunakan 

di 2024 
1 2 2 2

0
2 

0
0
3
8 

Penyediaan dan 
Pengelolaan Sistem 
Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT) 

           -     -     -     -    

          TersediadanTerkelolanya
Public Safety Center (PSC 
119) yang Terintegrasi 
Dengan Rumah Sakit 
Dalam Satu Sistem 
Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT 

Jumlah Public 
Safety Center 
(PSC 119) 
Tersediaan, 
Terkelolaan dan 
Terintegrasi 
Dengan Rumah 
Sakit Dalam Satu 
Sistem 
Penanganan 
Gawat Darurat 
Terpadu 
(SPGDT) 

1 unit 1 unit 387,157,000.00 1 unit               
426,840,592.50  

1 unit               
426,840,592.50  

1 unit               
432,389,520.20  

1 unit                     
454,008,996.21  

  

1 2 2 2
.
0
2 

0
0
4
0 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
Tuberkulosis 

                          

          Terlaksananya 
pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
tuberkulosis 

Jumlah orang 
dengan 
Tuberkulosis 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

1268 
Orang 

1162 
Orang 

10,814,000.00 1001 
Orang 

                
11,922,435.00  

886 Orang                 
11,922,435.00  

799 Orang                 
12,077,426.66  

732 
Orang 

                      
12,681,297.99  

  

1 2 2 2
.
0
2 

0
0
4
1 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
HIV (ODHIV) 

           -     -            

          Terlaksananya 
pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
HIV (ODHIV) 

Jumlah orang 
dengan HIV 
(ODHIV) yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

536 Orang 500 Orang 13,388,000.00 500 Orang                 
14,760,270.00  

500 Orang                 
14,760,270.00  

500 Orang                 
14,952,153.51  

500 
Orang 

                      
15,699,761.19  

  

1 2 2 2
.
0
2 

0
0
4
2 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan Malaria 

                          

          Terlaksananya 
pengelolaan pelayanan 
kesehatan Malaria 

Jumlah orang 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 
malaria 

14 Orang 15 Orang 15,659,000.00 15 Orang                 
17,264,047.50  

15 Orang                 
17,264,047.50  

15 Orang                 
17,488,480.12  

15 Orang                       
18,362,904.12  

  

1 2 3     PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

          Meningkatnya mutu 
tenaga kesehatan 

Persentase 
Peningkatan 
Kompetensi 
SDM Bidang 
Kesehatan 

90.00% 92.16% 475,785,000.00 93.24% 524,552,962.50 94.32% 524,552,962.50 95.40% 528,883,657.81 96.48% 555,327,840.70   

1 2 3 2
0
3 

  Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya tenaga 
kesehatan yang sesuai 
standar 

Persentase 
Tenaga 
Kesehatan Yang 
Memiliki SIP 

92% 93% 475,785,000.00 94% 524,552,962.50 95% 524,552,962.50 96% 528,883,657.81 97.00% 555,327,840.70 DIRU
BAH 
TAR
GETN
YA 

          Tercapainya Puskesmas 
dengan SDMK sesuai 
standar 

Persentase 
Puskesmas 
dengan SDMK 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Tercapainya RS 
pemerintah dengan 
dokter spesialis sesuai 
standar 

Persentase RS 
pemerintah 
dengan dokter 
spesialis sesuai 
standar 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

1 2 3 2
0
3 

0
0
0
1 

Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Terlaksananya 
Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan 
KompetensiTeknisSumber
Daya Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
yang Ditingkatkan 
Mutu dan 
Kompetensinya 

50 Orang 55 Orang 475,785,000.00 60 Orang               
524,552,962.50  

65 Orang               
524,552,962.50  

70 Orang               
528,883,657.81  

75 Orang                     
555,327,840.70  

  

1 2 4     PROGRAM SEDIAAN 
FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN 

                          

          Meningkatnya kualitas 
sediaan farmasi, alat 
kesehatan, dan 
makanan minuman 

Persentase 
Cakupan 
Sediaan 
Farmasi, Alat 
Kesehatan dan 
Makanan 
Minuman 

91.00% 92.50% 421,572,000.00 93.00% 464,783,130.00 93.50% 464,783,130.00 94.00% 469,682,116.32 94.50% 493,166,222.13   

1 2 4 2
0
1 

  Pemberian Izin Apotek, 
Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan Optikal, 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

          Meningkatnya jumlah 
fasyankes yang 
melaksanakan 
pelayanan kefarmasian 
sesuai standar 

Persentase 
fasyankes yang 
melaksanakan  
pelayanan 
kefarmasian 
sesuai standar 

91% 92% 75,935,000.00 92.50% 83,718,337.50 93% 83,718,337.50 93.50% 84,806,675.89 94% 89,047,009.68   

          Meningkatnya apotek 
dan toko obat yang 
mampu memelihara 
persyaratan perizinan 

Persentase 
apotek dan toko 
obat yang 
mampu 
memelihara 
persyaratan 
perizinan 

91% 100%   100%   100%   100%   100%     

1 2 4 2
0
1 

0
0
0
1 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Perizinan Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

                          

          TerlaksananyaPengendali
andan 
PengawasansertaTindakL
anjut Pengawasan 
Perizinan Apotek, 
TokoObat,TokoAlatKeseh
atan, danOptikal, 
UsahaMikroObat 
Tradisional (UMOT 

Jumlah Dokumen 
Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan 
serta Tindak 
Lanjut 
Pengawasan 
Perizinan Apotek, 
Toko Obat, Toko 
Alat Kesehatan, 
dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional 
(UMOT) 

1 
Dokumen 

1 
dokumen 

75,935,000.00 1 
dokumen 

                
83,718,337.50  

1 
dokumen 

                
83,718,337.50  

1 
dokumen 

                
84,806,675.89  

1 
dokumen 

                      
89,047,009.68  

  

1 2 4 2
0
4 

  Penerbitan Sertifikat 
Laik Higiene Sanitasi 
Tempat Pengelolaan 
Makanan (TPM) antara 
lain Jasa Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan 
Depot Air Minum (DAM) 

                          

          Meningkatnya Tempat 
Pengelolaan Pangan 
(TPP) dan DAM yang 
sesuai standar 

Persentase 
Tempat 
Pengelolaan 
Pangan (TPP) 
yang 
mendapatkan 
sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi, 
Sertifikat 
Produksi 
Pangan PIRT, 

91% 92% 345,637,000.00 92.50% 381,064,792.50 93% 381,064,792.50 93.50% 384,875,440.43 94% 404,119,212.45   
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
dan sertifikat 
Depot Air Minum 
(DAM) 

          Meningkatnya  
penerbitan dan 
pemenuhan komitmen 
SPP- IRT sesuai standar 

Persentase 
penerbitan dan 
pemenuhan 
komitmen SPP- 
IRT sesuai 
standar 

6.17% 23.70%   32.47%   41.24%   50.00%   50.00%     

          Meningkatnya pangan 
industri rumah tangga 
aman dan bermutu 

Persentase 
pangan industri 
rumah tangga 
aman dan 
bermutu 

75% 76%   77%   78%   79%   79%     

          Meningkatnya  sarana 
IRTP yang memenuhi 
ketentuan 

Persentase 
sarana IRTP 
yang memenuhi 
ketentuan 

49.66% 58%   62%   66%   70%   70%     

          Meningkatnya  
rekomendasi hasil 
pengawasan sediaan 
farmasi dan pangan 
olahan dari lintas sektor 
yang ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
rekomendasi 
hasil 
pengawasan 
sediaan farmasi 
dan pangan 
olahan dari 
lintas sektor 
yang 
ditindaklanjuti 
oleh Pemerintah 
Daerah 

81% 84%   84.50%   85%   85.50%   85.50%     

1 2 4 2
0
4 

0
0
0
1 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Penerbitan Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa 
Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan 
Depot Air Minum (DAM) 

                          

          TerlaksananyaPengendali
andan 
PengawasansertaTindakL
anjut 
PengawasanPenerbitanS
ertifikat Laik Higiene 
Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa 
Boga, Rumah 
Makan/Restoran 
danDepot Air Minum 
(DAM) 

Jumlah Dokumen 
Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan 
serta Tindak 
Lanjut 
Pengawasan 
Penerbitan 
Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi 
Tempat 
Pengelolaan 
Makanan (TPM) 
antara lain Jasa 
Boga, Rumah 

3 
Dokumen 

3 
dokumen 

345,637,000.00 3 
dokumen 

              
381,064,792.50  

3 
dokumen 

              
381,064,792.50  

3 
dokumen 

              
384,875,440.43  

3 
dokumen 

                    
404,119,212.45  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Makan/Restoran 
dan Depot Air 
Minum (DAM) 

1 2 5     PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 

                          

          Meningkatnya kualitas 
pemberdayaan 
masyarakat bidang 
kesehatan 

Persentase 
Masyarakat 
Bidang 
Kesehatan yang 
diberdayakan 

2.18% 20.00% 3,117,130,360.00 30.00% 3,436,636,221.90 40.00% 3,436,636,221.90 50.00% 3,481,312,492.78 60.00% 3,687,894,328.89   

1 2 5 2   Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Terselenggaranya 
Kegiatan Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor 

Persentase 
Kegiatan 
Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, 
Peningkatan 
Peran serta 
Masyarakat dan 
Lintas Sektor 

100% 100% 205,663,200.00 100% 226,743,678.00 100% 226,743,678.00 100% 229,691,345.81 100% 241,175,913.10   

1 2 5 2 0
0
0
1 

Peningkatan Upaya 
Promosi Kesehatan, 
Advokasi, Kemitraan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

                          

          Terlaksananya 
Peningkatan Upaya 
Promosi Kesehatan, 
Advokasi, Kemitraan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Promosi 
Kesehatan, 
Advokasi, 
Kemitraan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

205,663,200.00 1 
Dokumen 

              
226,743,678.00  

1 
Dokumen 

              
226,743,678.00  

1 
Dokumen 

              
229,691,345.81  

1 
Dokumen 

                    
241,175,913.10  

  

1 2 5 2
0
3 

  Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat 
(UKBM) Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Terselenggaranya 
Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM)  

Persentase 
Penyelenggaraa
n 
Pengembangan 
dan 
Pelaksanaan 
Upaya 
Kesehatan 
Bersumberdaya 

100% 100% 2,911,467,160.00 100% 3,209,892,543.90 100% 3,209,892,543.90 100% 3,251,621,146.97 100% 3,446,718,415.79   
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Masyarakat 
(UKBM) Tingkat 
Daerah Kota. 

1 2 5 2
0
3 

0
0
0
1 

Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Pengembangan 
dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat (UKBM) 

                          

          Terlaksananya Bimbingan 
Teknis dan Supervisi 
Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 

Jumlah Dokumen 
Hasil Bimbingan 
Teknis dan 
Supervisi Upaya 
Kesehatan 
Bersumber Daya 
Masyarakat 
(UKBM) 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

2,911,467,160.00 1 
Dokumen 

           
3,209,892,543.90  

1 
Dokumen 

           
3,209,892,543.90  

1 
Dokumen 

           
3,251,621,146.97  

1 
Dokumen 

                 
3,446,718,415.79  

  

2         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

                          

2 1
4 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 

                          

2 1
4 

3     PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

                          

          Terkendalinya 
pertambahan jumlah 
penduduk 

Angka Kelahiran 
Remaja Umur 
15-19 Tahun 
(Age Specific 
Fertility Rate / 
ASFR 15-19) 

 6.5 
Kelahiran 
per 1000 
WUS 15-
19 tahun 

6.85 
Kelahiran 
per 1000 
WUS 15-
19 tahun 

517,001,000.00 6.75 
Kelahiran 
per 1000 
WUS 15-
19 tahun 

569,993,602.50 6.65 
Kelahiran 
per 1000 
WUS 15-
19 tahun 

569,993,602.50 6.55 
Kelahiran 
per 1000 
WUS 15-
19 tahun 

576,141,913.15 6.45 
Kelahira

n per 
1000 

WUS 15-
19 tahun 

604,949,008.81   

2 1
4 

3 2
0
1 

  Pemaduan dan 
Sinkronisasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah 
Provinsi dengan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Pengendalian 
Kuantitas Penduduk 

                          

          Terlaksananya 
penyusunan kebijakan 
yang selaraskan antara 
provinsi dan 
kabupaten/kota terkait 
program pengendalian 
penduduk 

Jumlah sekolah 
yang telah 
membentuk RPP 
SSK 

Kegiatan 
tidak 

digunaka
n di 2024 

7 sekolah 46,043,000.00 7 sekolah 50,762,407.50 7 sekolah 50,762,407.50 7 sekolah 51,422,318.80 7 
sekolah 

53,993,434.74   

2 1
4 

3 2
0
1 

0
0

Penyediaan dan 
Pengembangan Materi 
Pendidikan 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
3
1 

Kependudukan Jalur 
Pendidikan Formal di 
Satuan Pendidikan 
Jenjang SD/MI dan 
SLTP/MTS Sesuai Isu 
Lokal Kabupaten/Kota 

          Terlaksananya 
Penyediaan dan 
Pengembangan Materi 
PendidikanKependudukan
Jalur Pendidikan Formal 
Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Penyediaan dan 
Pengembangan 
Materi Pendidikan 
Kependudukan 
Jalur Pendidikan 
Formal Sesuai Isu 
Lokal 
Kabupaten/Kota 

Sub 
Kegiatan 

tidak 
digunakan 

di 2024 

13 
dokumen 

46,043,000.00 13 
dokumen 

                
50,762,407.50  

13 
dokumen 

                
50,762,407.50  

13 
dokumen 

                
51,422,318.80  

13 
dokumen 

                      
53,993,434.74  

  

2 1
4 

2 2
0
2 

  Pemetaan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Tersedianya data dan 
informasi yang 
digunakan untuk 
merencanakan dan 
melaksanakan strategi 
pengendalian penduduk 
di tingkat 
kabupaten/kota 

Persentase data 
keluarga yang 
diupdating 

100% 100% 470,958,000.00 100% 519,231,195.00 100% 519,231,195.00 100% 524,719,594.35 100% 550,955,574.07   

          Meningkatnya kualitas 
Penduduk yang mampu 
menjadi faktor penting 
dalam mencapai 
kemajuan bangsa 

Indeks 
Pembangunan 
Berwawasan 
Kependudukan 
(IPBK) 

71.1 
Indeks 

71.2 
Indeks 

  71.3 
Indeks 

  71.4 
Indeks 

  71.5 
Indeks 

  71.6 
Indeks 

    

2 1
4 

2 2
0
2 

0
0
1
2 

Pencatatan dan 
Pengumpulan Data 
Keluarga 

                          

          Terlaksananya 
Pencatatan dan 
Pengumpulan Data 
Keluarga 

Jumlah Laporan 
Pencatatan dan 
Pengumpulan 
Data Keluarga 

27 
Laporan 

27 
Laporan 

381,438,000.00 27 
Laporan 

              
420,535,395.00  

27 
Laporan 

              
420,535,395.00  

27 
Laporan 

              
424,740,748.95  

27 
Laporan 

                    
445,977,786.40  

  

2 1
4 

2 2 0
0
1
3 

Pengolahan dan 
Pelaporan Data 
Pengendalian Lapangan 
dan Pelayanan KB 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengolahan dan 
Pelaporan Data 
Pengendalian Lapangan 
dan Pelayanan KB 

Jumlah Dokumen 
Pengolahan dan 
Pelaporan Data 
Pengendalian 
Lapangan dan 
Pelayanan KB 

27 
Dokumen 

27 
Dokumen 

89,520,000.00 27 
Dokumen 

                
98,695,800.00  

27 
Dokumen 

                
98,695,800.00  

27 
Dokumen 

                
99,978,845.40  

27 
Dokumen 

                    
104,977,787.67  

  

2 1
4 

3     PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Meningkatnya 

kepesertaan KB MKJP 
Persentase 
peserta Aktif KB 
MKJP 

43.35% 48.20% 1,669,956,600.00 49.80% 1,841,127,151.50 51.00% 1,841,127,151.50 52.50% 1,861,431,537.46 54.00% 1,954,503,114.33   

2 1
4 

3 2
0
1 

  Pelaksanaan Advokasi, 
Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) 
Pengendalian Penduduk 
dan KB sesuai Kearifan 
Budaya Lokal 

                          

          Meningkatnya 
pemahaman, kesadaran, 
dan perubahan perilaku 
masyarakat terkait 
pengendalian penduduk 
dan KB, serta dukungan 
dan keterlibatan 
berbagai pihak 
(pemerintah, 
masyarakat, tokoh 
masyarakat) dalam 
mensukseskan program 
KB. 

Persentase 
pelaksanaan 
kegiatan KIE 
Pengendalian 
Penduduk dan 
KB 

100% 100% 510,956,000.00 100% 563,328,990.00 100% 563,328,990.00 100% 569,430,225.00 100% 597,901,736.26   

2 1
4 

3 2 0
0
1
0 

Pengelolaan Operasional 
dan Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga 
Kencana 

                          

          Terkelolanya Operasional 
dan Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga 
Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, 
dan Keluarga Berencana) 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengelolaan 
Operasional dan 
Sarana di Balai 
Penyuluhan 
Bangga Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, 
dan Keluarga 
Berencana) 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

81,480,000.00 12 
Laporan 

                
89,831,700.00  

12 
Laporan 

                
89,831,700.00  

12 
Laporan 

                
90,999,512.10  

12 
Laporan 

                      
95,549,487.71  

  

2 1
4 

3 2 0
0
1
1 

Pelaksanaan Mekanisme 
Operasional Program 
Bangga Kencana melalui 
Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok) 

           -     -            

          Terlaksananya 
Mekanisme Operasional 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
Melalui Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa 

Jumlah Laporan 
Mekanisme 
Operasional 
Program Bangga 
Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, 
dan Keluarga 
Berencana) 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

60,000,000.00 12 
Laporan 

                
66,150,000.00  

12 
Laporan 

                
66,150,000.00  

12 
Laporan 

                
67,009,950.00  

12 
Laporan 

                      
70,360,447.50  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
(Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok) 

Melalui Rapat 
Koordinasi 
Kecamatan 
(Rakorcam), 
Rapat Koordinasi 
Desa (Rakordes), 
dan Mini 
Lokakarya 
(Minilok) 

2 1
4 

3 2 0
0
1
2 

Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana Melalui 
Media Massa Cetak dan 
Elektronik serta Media 
Luar Ruang 

                          

          Terlaksananya Promosi 
danKIE Program Bangga 
Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, 
dan Keluarga 
Berencana)MelaluiMedia
Massa 
CetakdanElektroniksertaM
edia Luar Ruang 

Jumlah Dokumen 
Promosi dan KIE 
Program Bangga 
Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, 
dan Keluarga 
Berencana) 
Melalui Media 
Massa Cetak dan 
Elektronik serta 
Media Luar 
Ruang 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

100,000,000.00 2 
Dokumen 

              
110,250,000.00  

2 
Dokumen 

              
110,250,000.00  

2 
Dokumen 

              
111,352,500.00  

2 
Dokumen 

                    
116,920,125.00  

  

2 1
4 

3 2 0
0
1
4 

Advokasi Program 
Bangga kencana oleh 
pokja advokasi kepada 
Stakeholders dan Mitra 
Kerja 

           -     -            

          TerlaksananyaAdvokasiPr
ogram Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
kepada Stakeholders dan 
Mitra Kerja 

Jumlah 
Organisasi yang 
Mendapatkan 
Advokasi 
Program Bangga 
Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, 
dan Keluarga 
Berencana) 
kepada 
Stakeholders dan 
Mitra Kerja 

27 
Organisasi 

27 
Organisasi 

269,476,000.00 27 
Organisasi 

              
297,097,290.00  

27 
Organisasi 

              
297,097,290.00  

27 
Organisasi 

              
300,068,262.90  

27 
Organisa

si 

                    
315,071,676.05  

  

2 1
4 

3 2
0
2 

  Pendayagunaan Tenaga 
Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB 
(PKB/PLKB) 

                          

          Meningkatnya kinerja 
PKB/ PLKB dalam 
Meningkatnya 
partisipasi masyarakat 

Persentase 
kader yang 
melakukan 
updating data 

100% 100% 36,283,600.00 100% 40,002,669.00 100% 40,002,669.00 100% 40,522,703.70 100% 42,548,838.88   
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
dalam program 
pengendalian penduduk 

2 1
4 

3 2
0
2 

0
0
4 

Penggerakan Kader 
Institusi Masyarakat 
Pedesaan (IMP) 

                          

          Terlaksananya 
Penggerakan Kader 
Institusi Masyarakat 
Pedesaan (IMP) 

Jumlah Kader 
yang Mengikuti 
Penggerakan 
Kader Institusi 
Masyarakat 
Pedesaan (IMP) 

150 Orang 150 Orang 36,283,600.00 150 Orang                 
40,002,669.00  

150 Orang                 
40,002,669.00  

150 Orang                 
40,522,703.70  

150 
Orang 

                      
42,548,838.88  

  

2 1
4 

3 2
0
3 

  Pengendalian dan 
Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Terdistribusinya alat 
kontrasepsi ke fasilitas 
kesehatan 

Persentase 
faskes yang 
mendapatkan 
distribusi alkon 

100% 100% 774,476,400.00 100% 853,860,231.00 100% 853,860,231.00 100% 862,552,188.86 100% 905,679,798.30   

          Meningkatnya 
kebutuhan KB yang 
terpenuhi menurut 
alat/cara KB modern 
(proportion of demand 
satisfied by modern 
methods) 

Proporsi 
kebutuhan KB 
yang terpenuhi 
menurut 
alat/cara KB 
modern 
(proportion of 
demand 
satisfied by 
modern 
methods) 

94.48% 94.55%   94.60%   94.65%   94.70%   94.75%     

2 1
4 

3 2
0
3 

0
0
0
1 

Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan 
Obat Kontrasepsi dan 
Sarana Penunjang 
Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya 

                          

          Terlaksananya 
Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan 
Obat Kontrasepsi dan 
Sarana Penunjang 
Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya 

Jumlah Laporan 
Pengendalian 
Pendistribusian 
Alat dan Obat 
Kontrasepsi dan 
Sarana 
Penunjang 
Pelayanan KB ke 
Fasilitas 
Kesehatan 
Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

27 
Laporan 

46 
Laporan 

18,400,000.00 48 
Laporan 

                
20,286,000.00  

48 
Laporan 

                
20,286,000.00  

48 
Laporan 

                
20,549,718.00  

48 
Laporan 

                      
21,577,203.90  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
2 1

4 
3 2

0
3 

0
0
0
3 

Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 

           -     -     -     -    

          Terwujudnya Peningkatan 
Kesertaan Penggunaan 
Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Kesertaan 
Penggunaan 
Metode 
Kontrasepsi 
Jangka Panjang 
(MKJP) 

661 Orang 497 orang 728,110,400.00 500 Orang               
802,741,716.00  

510 Orang               
802,741,716.00  

515 Orang               
810,769,133.16  

520 
Orang 

                    
851,307,589.82  

  

2 1
4 

3 2 0
0
0
8 

Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

                          

          Terlaksananya 
Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringny 

Jumlah Laporan 
Hasil Pembinaan 
Pelayanan 
Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan 
Reproduksi di 
Fasilitas 
Kesehatan 
Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

4 Laporan 5 laporan 27,966,000.00 5 laporan                 
30,832,515.00  

5 laporan                 
30,832,515.00  

5 laporan                 
31,233,337.70  

5 laporan                       
32,795,004.58  

  

2 1
4 

3 2
0
4 

  Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam Pelaksanaan 
Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan 
Ber-KB 

                          

          Meningkatnya dukungan 
dan keterlibatan 
organisasi masyarakat 
dalam Pelaksanaan 
Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan 
Ber-KB 

Persentase 
Poktan dan 
Pokja Kampung 
KB yang 
menerima 
pembinaan 
Kesertaan ber 
KB 

100% 100% 348,240,600.00 100% 383,935,261.50 100% 383,935,261.50 100% 388,926,419.90 100% 408,372,740.89   

          Meningkatnya Kualitas 
Kampung KB 

Persentase 
Kampung 
Keluarga 
berkualitas 
Mandiri 

25% 35%   40%   45%   55%   55%     

2 1
4 

3 2
0
4 

0
0

Pelaksanaan dan 
Pengelolaan Program 
Bangga Kencana di 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
0
6 

Kampung Keluarga 
Berkualitas 

          Terwujudnya Pelaksanaan 
dan Pengelolaan Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) di 
Kampung Keluarga 
Berkualitas 

Jumlah Kampung 
Keluarga 
Berkualitas yang 
mengikuti 
Pelaksanaan dan 
Pengelolaan 
Program Bangga 
Kencana 
(Pembangunan 
Keluarga, 
Kependudukan, 
dan Keluarga 
Berencana) 

7 
Kampung 

27 
Kampung 

KB 

348,240,600.00 27 
Kampung 

KB 

              
383,935,261.50  

27 
Kampung 

KB 

              
383,935,261.50  

27 
Kampung 

KB 

              
388,926,419.90  

27 
Kampung 

KB 

                    
408,372,740.89  

  

2 1
4 

4     PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA (KS) 

                          

          Meningkatnya keluarga 
yang menerapkan 8 
fungsi keluarga 

Persentase 
keluarga yang 
menerapkan 8 
fungsi keluarga 

60.0% 64.0% 1,810,518,100.00 66.0% 1,954,912,205.25 68.0% 1,954,912,205.25 70.0% 1,978,225,481.91 72.0% 2,055,899,871.99   

2 1
4 

4 2
0
1 

  Pelaksanaan 
Pembangunan Keluarga 
melalui Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

                          

          Meningkatnya angka 
kepesertaan sasaran 
Tribina 

Persentase 
angka 
kepesertaan 
sasaran tribina 

32% 32% 820,518,100.00 32% 904,621,205.25 32% 904,621,205.25 32% 916,381,280.91 32% 962,200,344.96   

          Meningkatnya tingkat 
ketangguhan lansia 

Indeks Lansia 
Berdaya 

58.23% 58.50%   58.70%   58.90%   59.00%   59.20%     

          Meningkatnya 
pengasuhan keluarga 
pada remaja 

Indeks 
Pengasuhan 
Keluarga yang 
memiliki Remaja 

94.80% 94.90%   95.00%   95.20%   95.40%   95.50%     

2 1
4 

4 2
.
0
1 

0
0
1
6 

Pengelolaan Ketahanan 
Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 

                          

          Terlaksananya 
Pengelolaan Ketahanan 
Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 

Jumlah laporan 
hasil pengelolaan 
Ketahanan 
Keluarga Melalui 
Pusat Pelayanan 
Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 

8 Laporan 
/ Dokumen 

2 Laporan 
/ Dokumen 

28,800,000.00 2 Laporan 
/ Dokumen 

                
31,752,000.00  

2 Laporan 
/ Dokumen 

                
31,752,000.00  

2 Laporan 
/ Dokumen 

                
32,164,776.00  

2 
Laporan / 
Dokumen 

                      
33,773,014.80  

  

2 1
4 

4 2
0
1 

0
0
1
7 

Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor 
(UPPKA)) 

          Terlaksananya Promosi 
dan 
  Sosialisasi Kelompok 
Kegiatan 
  Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
  Keluarga (BKB, BKR, 
BKL, 
  PPPKS,PIK-
RdanPemberdayaan 
  Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 

Jumlah Laporan 
Hasil Promosi 
dan Sosialisasi 
Kelompok 
Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

586,971,800.00 12 
Laporan 

              
647,136,409.50  

12 
Laporan 

              
647,136,409.50  

12 
Laporan 

              
655,549,182.82  

12 
Laporan 

                    
688,326,641.96  

  

2 1
4 

4 2
.
0
1 

0
0
1
8 

Pengadaan Sarana 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor 
(UPPKA) 

                          

          Terlaksananya 
Pengadaan 
  Sarana Kelompok 
Kegiatan 
  Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
  Keluarga(BKB,BKR, 
BKL, PPKS, 
  PIK-R dan Usaha 
Peningkatan 
  Pendapatan Keluarga 
Akseptor 
  (UPPKA) 

Jumlah Unit 
Sarana Kelompok 
Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan 
Pendapatan 
Keluarga 
Akseptor 
(UPPKA) yang 
tersedia 

32 Unit 10 unit 132,008,000.00 10 unit               
145,538,820.00  

10 unit               
145,538,820.00  

10 unit               
147,430,824.66  

10 unit                     
154,802,365.89  

  

2 1
4 

4 2
0
1 

0
0
1
9 

Orientasi/Pelatihan Teknis 
Pelaksana/Kader 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
 PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 

                          

          Terlaksananya  
 Orientasi/ Pelatihan 
Teknis Pelaksana/ Kader 
Ketahanandan 
  Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, 

Jumlah kader 
yang mengikuti 
Orientasi/Pelatiha
n Teknis 
Pelaksana/Kader 
Ketahanan dan 

Sub 
Kegiatan 

tidak 
digunakan 

di 2024 

140 Orang 72,738,300.00 140 Orang                 
80,193,975.75  

140 Orang                 
80,193,975.75  

140 Orang                 
81,236,497.43  

140 
Orang 

                      
85,298,322.31  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
  BKR, BKL, PPKS, PIK-R 
dan 
  Pemberdayaan Ekonomi 
  Keluarga/ Usaha 
Peningkatan 
  Pendapatan Keluarga 
Akseptor 
  (UPPKA) 

Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/Usaha 
Peningkatan 
Pendapatan 
Keluarga 
Akseptor 
(UPPKA) 

2 1
4 

4 2
.
0
2 

  Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/ Kota 
dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui 
Pembinaan Ketahanan 
dan Kesejahteraan 
Keluarga 

                          

          Meningkatnya TPK 
kelurahan dalam 
mendampingi keluarga 
berisiko stunting 

Persentase TPK 
Kelurahan dalam 
Mendampingi 
Keluarga 
Beresiko 
Stunting 

70% 72% 990,000,000.00 74% 1,050,291,000.00 76% 1,050,291,000.00 78% 1,061,844,201.00 80% 1,093,699,527.03   

2 1
4 

4 2
.
0
2 

0
0
0
5 

Pemantauan Data dan 
Informasi Keluarga 
Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

                          

          Terlaksananya 
Pemantauan 
  Data dan Informasi 
Keluarga 
  Berisiko Stunting 
(Termasuk 
  remaja Calon Pengantin/ 
Calon 
  PUS, Ibu Hamil, Pasca 
  salin/ kelahiran, Baduta/ 
Balita) 

Cakupan 
Pemantauan Data 
dan Informasi 
Keluarga Berisiko 
Stunting 
(Termasuk 
remaja Calon 
Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, 
Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

10 
Laporan 

10 
Laporan 

450,000,000.00 10 
Laporan 

              
477,405,000.00  

10 
Laporan 

              
477,405,000.00  

10 
Laporan 

              
482,656,455.00  

10 
Laporan 

                    
497,136,148.65  

  

2 1
4 

4 2
.
0
2 

0
0
0
6 

Pendampingan Keluarga 
Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

           -     -            
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Terlaksananya 

Pendampingan 
  Keluarga Berisiko 
Stunting 
  (Termasuk remaja Calon 
  Pengantin/ Calon PUS, 
Ibu 
  Hamil, Pasca salin/ 
kelahiran, 
  Baduta/ Balita) 

Jumlah Keluarga 
Berisiko Stunting 
(Termasuk 
remaja Calon 
Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, 
Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 
yang mendapat 
pendampingan 

10 
Laporan 

10 
Laporan 

540,000,000.00 10 
Laporan 

              
572,886,000.00  

10 
Laporan 

              
572,886,000.00  

10 
Laporan 

              
579,187,746.00  

10 
Laporan 

                    
596,563,378.38  

  

          RSUD KOTA MADIUN       125,640,458,000.00   131,892,971,254.59   131,892,971,254.59   133,598,858,627.86   137,113,774,945.51   
1         URUSAN 

PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                          

1 0
2 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 1     PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

                          

          Meningkatnya nilai 
akuntabilitas perangkat 
daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

88.57 Nilai 88.6 Nilai 106,865,322,983.00 88.61 
Nilai 

108,152,520,000.00 88.62 
Nilai 

109,152,520,000.00 88.64 
Nilai 

110,152,520,000.00 88.65 
Nilai 

111,152,520,000.00   

1 2 1 2
.
0
2 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

                          

          Terpenuhinya gaji ASN 
perangkat daerah 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan gaji 
ASN perangkat 
daerah 

100% 100% 10,510,319,219.00 100% 11,035,835,179.00 100% 11,311,731,058.00 100% 11,594,524,334.45 100% 11,884,387,442.81   

1 2 1 2
0
2 

0
0
0
1 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

                          

          ASN Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan ASN 
(RSUD) 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

387 
Orang/bul

an 

411 
Orang/bul

an 

10,510,319,219.00 416 
Orang/bul

an 

          
11,035,835,179.00  

421 
Orang/bul

an 

         
11,311,731,058.00  

426 
Orang/bul

an 

         
11,594,524,334.45  

431 
Orang/bu

lan 

               
11,884,387,442.81  

  

1 2 1 2
0
8 

  Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

                          

          Terpenuhinya 
kebutuhan jasa 
penunjang 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan jasa 
penunjang 

Belum 
digunaka

n 

100% 152,520,000.00 100% 152,520,000.00 100% 152,520,000.00 100% 152,520,000.00 100% 152,520,000.00   

1 2 1 2
0
8 

0
0

Penyediaan Jasa 
pelayanan Umum Kantor 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
0
4 

          Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
(RSUD) 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

14 
Laporan 

12 
Laporan 

152,520,000.00 12 
Laporan 

              
152,520,000.00  

12 
Laporan 

              
152,520,000.00  

12 
Laporan 

              
152,520,000.00  

12 
Laporan 

                    
152,520,000.00  

  

1 2 1 2
.
1 

  Peningkatan Pelayanan 
BLUD 

                          

          Tercapainya kinerja 
BLUD (RSUD) 

Persentase 
pencapaian 
kinerja Badan 
Layanan Umum 
Daerah 

100% 100% 96,202,483,764.00 100% 96,964,164,821.00 100% 97,688,268,942.00 100% 98,405,475,665.55 100% 99,115,612,557.19   

1 2 1 2
.
1 

0
0
0
1 

Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

                          

          Terlaksananya 
penyediaan pelayanan 
dan penunjang pelayanan 
oleh BLUD (RSUD) 

Jumlah BLUD 
yang 
Menyediakan 
Pelayanan dan 
Penunjang 
Pelayanan 

1 Unit 
Kerja 

1 Unit 
Kerja 

96,202,483,764.00 1 Unit 
Kerja 

          
96,964,164,821.00  

1 Unit 
Kerja 

         
97,688,268,942.00  

1 Unit 
Kerja 

         
98,405,475,665.55  

1 Unit 
Kerja 

               
99,115,612,557.19  

  

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

                          

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

100% 83.33% 18,775,135,017.00 83.33% 23,740,451,254.59 91.66% 22,740,451,254.59 91.66% 23,446,338,627.86 91.66% 25,961,254,945.51   

          Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     

          Menurunkan angka 
kematian ibu 

Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 

    

          Menurunkan angka 
kematian balita 

Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Terkendalinya hipertensi Persentase 

Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
.
0
1 

  Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya 
puskesmas memiliki 
SPA sesuai standar 

Persentase 
puskesmas 
memiliki SPA 
sesuai standar 

88% 88% 18,775,135,017.00 88.20% 23,740,451,254.59 88.40% 22,740,451,254.59 88.60% 23,446,338,627.86 88.80% 25,961,254,945.51   

          Meningkatnya 
pemenuhan kebutuhan 
layanan kesehatan 
rujukan oleh rumah 
sakit 

Jumlah layanan 
rumah sakit 
yang disediakan 
sesuai standar 

23 
Layanan 

31 
Layanan 

  31 
Layanan 

  32 
Layanan 

  32 
Layanan 

  33 
Layanan 

    

          Tercapainya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
dengan perbekalan 
kesehatan sesuai 
standar 

Persentase 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
dengan 
perbekalan 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

1 2 2 2
.
0
1 

0
0
0
8 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Rumah 
Sakit 

                          

          Terlaksananya rehabilitasi 
dan pemeliharaan sarana, 
prasarana dan alat 
kesehatan rumah sakit 
(RSUD) 

Jumlah sarana, 
prasarana dan 
alat kesehatan 
yang telah 
dilakukan 
program 
rehabilitasi dan 
pemeliharaan 
oleh rumah sakit 

1 Unit 1 Unit 68,568,116.00 1 Unit               
645,000,000.00  

2 Unit            
1,320,000,000.00  

1 Unit               
575,000,000.00  

3 Unit                  
1,925,000,000.00  

  

1 2 2 2
.
0
1 

0
0
1
4 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Tersedianya Alat 

Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
(RSUD) 

Jumlah Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
Disediakan 

7 Unit 22 Unit 10,792,098,000.00 10 Unit            
9,000,000,000.00  

15 Unit          
11,029,457,255.00  

8 Unit            
5,000,000,000.00  

15 Unit                
13,036,254,945.51  

  

1 2 2 2
.
0
1 

0
0
2
2 

Pengembangan Rumah 
Sakit 

                          

          Terlaksananya 
peningkatan sarana, 
prasarana, alat kesehatan 
dan SDM rumah sakit 
agar sesuai standar jenis 
pelayanan berdasarkan 
kelas rumah sakit (RSUD) 

Jumlah Rumah 
sakit yang 
ditingkatkan  
sarana, 
prasarana, alat 
kesehatan  dan 
SDM agar sesuai 
standar jenis 
pelayanan rumah 
sakit berdasarkan 
kelas rumah sakit 
yang memenuhi 
rasio tempat tidur 
terhadap jumlah 
penduduk 
minimal 1:1000 
dan/atau dalam 
rangka 
peningkatan 
kapasitas 
pelayanan rumah 
sakit 

1 Unit 1 Unit 1,198,474,901.00 1 Unit            
6,879,457,254.59  

1 Unit            
3,174,999,999.59  

1 Unit          
10,371,338,627.86  

1 Unit                  
3,500,000,000.00  

  

1 2 2 2
.
0
1 

0
0
2
3 

Pengadaan Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis 
Habis Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan Minuman di 
Fasilitas Kesehatan 

                          

          TersedianyaObat, 
BahanHabis 
Pakai,BahanMedisHabisP
akai, 
Vaksin,MakanandanMinu
man di Fasilitas 
Kesehatan (RSUD) 

Jumlah Obat, 
Bahan Habis 
Pakai, Bahan 
Medis Habis 
Pakai, Vaksin, 
Makanan dan 
Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan yang 
disediakan 

5 Paket 41 Paket 6,715,994,000.00 36 Paket            
7,215,994,000.00  

36 Paket            
7,215,994,000.00  

36 Paket            
7,500,000,000.00  

36 Paket                  
7,500,000,000.00  

  

          PUSKESMAS 
MANGUHARJO 

      2,874,974,000.00   3,090,618,835.00   3,090,618,835.00   3,130,796,879.86   3,246,498,439.25   

1         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
1 0

2 
      URUSAN 

PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

                          

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

100% 83.33% 2,874,974,000.00 83.33% 3,090,618,835.00 91.66% 3,090,618,835.00 91.66% 3,130,796,879.86 91.66% 3,246,498,439.25   

          Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     

          Menurunkan angka 
kematian ibu 

Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 

    

          Menurunkan angka 
kematian balita 

Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     

          Terkendalinya hipertensi Persentase 
Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
0
2 

  Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya fasilitas 
kesehatan yang terintegrasi 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 

10% 58% 2,874,974,000.00 60% 3,090,618,835.00 63% 3,090,618,835.00 66% 3,130,796,879.86 69% 3,246,498,439.25   
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
dalam sistem informasi 
kesehatan nasional 

terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

          Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
terakreditasi 
paripurna 

50% 54%   56%   58%   60%   62%     

          Menurunnya persentase 
merokok penduduk 10-21 
tahun 

Persentase 
merokok 
penduduk 10-21 
tahun 

3% ( 3% 
didapat 
dari 
persentase 
merokok 
usia 10-18 
tahun di 
tahun 2024 
dan beda 
DO dg 
2025) 

< 11.4 %   < 10,4 %   < 9,4 %   < 8,4 %   < 8,4 %     

          Meningkatnya Cakupan 
penemuan kasus TB 

Cakupan 
penemuan 
kasus TB 

93% 86%   87%   88%   89%   90%     

          Menurunnya jumlah 
kematian ibu 

Jumlah 
kematian ibu 

0 0   0   0   0   0     

          Menurunnya jumlah 
kematian anak 

Jumlah 
kematian balita 

14 12   11   10   9   8     

          ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

ODHIV baru 
yang ditemukan 
yang mendapat 
pengobatan ART 

73% 65%   65%   70%   70%   75%     

          Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian 
kejadian luar 
biasa 
(KLB)/wabah 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Meningkatnya Cakupan 
skrining kesehatan jiwa 

Cakupan 
skrining 
kesehatan jiwa 

90% (ada 
perbedaa

n DO, 
2024 15 
tahun ke 

atas, 
untuk 
2026 

sasarann
ya 7 

tahun ke 
atas) 

10%   10%   10%   10%   10%     

          Menurunnya obesitas 
>18 tahun 

Prevalensi 
obesitas >18 
tahun 

19% 19%   19%   19%   19%   19%     

          Meningkatnya lansia 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase 
lansia yang 
mendapatkan 
skrining 

100% 100%   100%   100%   100%   g     
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
kesehatan 
sesuai standar 

          Meningkatnya  lanjut 
usia yang mandiri 

Persentase 
lanjut usia yang 
mandiri 

90%% 91%   92%   92%   93%   93%     

          Meningkatnya  Rumah 
Sehat 

Persentase 
Rumah Sehat 

90.02% 90.10%   90,2%   90,3%   90,4%   90,5%     

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 
Puskesmas 
Manguharjo 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

405,900,000.00 3 
Dokumen 

              
447,504,750.00  

3 
Dokumen 

              
447,504,750.00  

3 
Dokumen 

              
453,322,311.75  

3 
Dokumen 

                    
475,988,427.34  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
5 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

                          

          Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanPenyakitMenul
ardan Tidak Menular 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 
Puskesmas 
Manguharjo 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

569,074,000.00 1 
Dokumen 

              
627,404,085.00  

1 
Dokumen 

              
627,404,085.00  

1 
Dokumen 

              
635,560,338.11  

1 
Dokumen 

                    
667,338,355.01  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
3 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

           -     -     -     -    

          Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional 
Pelayanan 
Puskesmas 
Puskesmas 
Manguharjo 

4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

1,900,000,000.00 4 
Dokumen 

           
2,015,710,000.00  

4 
Dokumen 

           
2,015,710,000.00  

4 
Dokumen 

           
2,041,914,230.00  

4 
Dokumen 

                 
2,103,171,656.90  

  

          PUSKESMAS 
NGEGONG 

      2,611,655,000.00   2,775,100,815.00   2,775,100,815.00   2,811,177,125.60   2,898,658,464.44   

1         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                          

1 0
2 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

100% 83.33% 2,611,655,000.00 83.33% 2,775,100,815.00 91.66% 2,775,100,815.00 91.66% 2,811,177,125.60 91.66% 2,898,658,464.44   

          Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     

          Menurunkan angka 
kematian ibu 

Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 

    

          Menurunkan angka 
kematian balita 

Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     

          Terkendalinya hipertensi Persentase 
Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
0
2 

  Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya fasilitas 
kesehatan yang terintegrasi 
dalam sistem informasi 
kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

10% 58% 2,611,655,000.00 60% 2,775,100,815.00 63% 2,775,100,815.00 66% 2,811,177,125.60 69% 2,898,658,464.44   

          Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

50% 54%   56%   58%   60%   62%     
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
terakreditasi 
paripurna 

          Menurunnya persentase 
merokok penduduk 10-21 
tahun 

Persentase 
merokok 
penduduk 10-21 
tahun 

3% ( 3% 
didapat 
dari 
persentase 
merokok 
usia 10-18 
tahun di 
tahun 2024 
dan beda 
DO dg 
2025) 

< 11.4 %   < 10,4 %   < 9,4 %   < 8,4 %   < 8,4 %     

          Meningkatnya Cakupan 
penemuan kasus TB 

Cakupan 
penemuan 
kasus TB 

93% 86%   87%   88%   89%   90%     

          Menurunnya jumlah 
kematian ibu 

Jumlah 
kematian ibu 

0 0   0   0   0   0     

          Menurunnya jumlah 
kematian anak 

Jumlah 
kematian balita 

14 12   11   10   9   8     

          ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

ODHIV baru 
yang ditemukan 
yang mendapat 
pengobatan ART 

73% 65%   65%   70%   70%   75%     

          Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian 
kejadian luar 
biasa 
(KLB)/wabah 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Meningkatnya Cakupan 
skrining kesehatan jiwa 

Cakupan 
skrining 
kesehatan jiwa 

90% (ada 
perbedaa

n DO, 
2024 15 
tahun ke 

atas, 
untuk 
2026 

sasarann
ya 7 

tahun ke 
atas) 

10%   10%   10%   10%   10%     

          Menurunnya obesitas 
>18 tahun 

Prevalensi 
obesitas >18 
tahun 

19% 19%   19%   19%   19%   19%     

          Meningkatnya lansia 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase 
lansia yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   g     

          Meningkatnya  lanjut 
usia yang mandiri 

Persentase 
lanjut usia yang 
mandiri 

90%% 91%   92%   92%   93%   93%     
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Meningkatnya  Rumah 

Sehat 
Persentase 
Rumah Sehat 

90.02% 90.10%   90,2%   90,3%   90,4%   90,5%     

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 
Puskesmas 
Ngegong 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

364,976,000.00 3 
Dokumen 

              
402,386,040.00  

3 
Dokumen 

              
402,386,040.00  

3 
Dokumen 

              
407,617,058.52  

3 
Dokumen 

                    
427,997,911.45  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
5 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

                          

          Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanPenyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 
Puskesmas 
Ngegong 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

567,954,000.00 1 
Dokumen 

              
626,169,285.00  

1 
Dokumen 

              
626,169,285.00  

1 
Dokumen 

              
634,309,485.71  

1 
Dokumen 

                    
666,024,959.99  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
3 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

           -     -     -     -    

          Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional 
Pelayanan 
Puskesmas 
Puskesmas 
Ngegong 

4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

1,678,725,000.00 4 
Dokumen 

           
1,746,545,490.00  

4 
Dokumen 

           
1,746,545,490.00  

4 
Dokumen 

           
1,769,250,581.37  

4 
Dokumen 

                 
1,804,635,593.00  

  

          PUSKESMAS 
SUKOSARI 

      2,915,662,000.00   3,099,632,355.00   3,099,632,355.00   3,139,927,575.62   3,238,431,105.80   

1         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                          

1 0
2 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

                          

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 

100% 83.33% 2,915,662,000.00 83.33% 3,099,632,355.00 91.66% 3,099,632,355.00 91.66% 3,139,927,575.62 91.66% 3,238,431,105.80   
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

          Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     

          Menurunkan angka 
kematian ibu 

Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 

    

          Menurunkan angka 
kematian balita 

Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     

          Terkendalinya hipertensi Persentase 
Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
0
2 

  Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya fasilitas 
kesehatan yang terintegrasi 
dalam sistem informasi 
kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

10% 58% 2,915,662,000.00 60% 3,099,632,355.00 63% 3,099,632,355.00 66% 3,139,927,575.62 69% 3,238,431,105.80   

          Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
terakreditasi 
paripurna 

50% 54%   56%   58%   60%   62%     

          Menurunnya persentase 
merokok penduduk 10-21 
tahun 

Persentase 
merokok 
penduduk 10-21 
tahun 

3% ( 3% 
didapat 
dari 
persentase 

< 11.4 %   < 10,4 %   < 9,4 %   < 8,4 %   < 8,4 %     
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
merokok 
usia 10-18 
tahun di 
tahun 2024 
dan beda 
DO dg 
2025) 

          Meningkatnya Cakupan 
penemuan kasus TB 

Cakupan 
penemuan 
kasus TB 

93% 86%   87%   88%   89%   90%     

          Menurunnya jumlah 
kematian ibu 

Jumlah 
kematian ibu 

0 0   0   0   0   0     

          Menurunnya jumlah 
kematian anak 

Jumlah 
kematian balita 

14 12   11   10   9   8     

          ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

ODHIV baru 
yang ditemukan 
yang mendapat 
pengobatan ART 

73% 65%   65%   70%   70%   75%     

          Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian 
kejadian luar 
biasa 
(KLB)/wabah 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Meningkatnya Cakupan 
skrining kesehatan jiwa 

Cakupan 
skrining 
kesehatan jiwa 

90% (ada 
perbedaa

n DO, 
2024 15 
tahun ke 

atas, 
untuk 
2026 

sasarann
ya 7 

tahun ke 
atas) 

10%   10%   10%   10%   10%     

          Menurunnya obesitas 
>18 tahun 

Prevalensi 
obesitas >18 
tahun 

19% 19%   19%   19%   19%   19%     

          Meningkatnya lansia 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase 
lansia yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   g     

          Meningkatnya  lanjut 
usia yang mandiri 

Persentase 
lanjut usia yang 
mandiri 

90%% 91%   92%   92%   93%   93%     

          Meningkatnya  Rumah 
Sehat 

Persentase 
Rumah Sehat 

90.02% 90.10%   90,2%   90,3%   90,4%   90,5%     

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

           -     -     -     -    
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Terlaksananya 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 
Puskesmas 
Sukosari 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

497,260,000.00 3 
Dokumen 

              
548,229,150.00  

3 
Dokumen 

              
548,229,150.00  

3 
Dokumen 

              
555,356,128.95  

3 
Dokumen 

                    
583,123,935.40  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
5 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

                          

          Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanPenyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 
Puskesmas 
Sukosari 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

568,402,000.00 1 
Dokumen 

              
626,663,205.00  

1 
Dokumen 

              
626,663,205.00  

1 
Dokumen 

              
634,809,826.67  

1 
Dokumen 

                    
666,550,318.00  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
3 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

           -     -     -     -    

          Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional 
Pelayanan 
Puskesmas 
Puskesmas 
Sukosari 

4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

1,850,000,000.00 4 
Dokumen 

           
1,924,740,000.00  

4 
Dokumen 

           
1,924,740,000.00  

4 
Dokumen 

           
1,949,761,620.00  

4 
Dokumen 

                 
1,988,756,852.40  

  

          PUSKESMAS 
TAWANGREJO 

      2,698,926,586.00   2,862,883,652.77   2,862,883,652.77   2,900,101,140.26   2,987,734,527.38   

1         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                          

1 0
2 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

                          

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

100% 83.33% 2,698,926,586.00 83.33% 2,862,883,652.77 91.66% 2,862,883,652.77 91.66% 2,900,101,140.26 91.66% 2,987,734,527.38   
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Meningkatnya kualitas 

pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     

          Menurunkan angka 
kematian ibu 

Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 

    

          Menurunkan angka 
kematian balita 

Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     

          Terkendalinya hipertensi Persentase 
Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
0
2 

  Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya fasilitas 
kesehatan yang terintegrasi 
dalam sistem informasi 
kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

10% 58% 2,698,926,586.00 60% 2,862,883,652.77 63% 2,862,883,652.77 66% 2,900,101,140.26 69% 2,987,734,527.38   

          Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
terakreditasi 
paripurna 

50% 54%   56%   58%   60%   62%     

          Menurunnya persentase 
merokok penduduk 10-21 
tahun 

Persentase 
merokok 
penduduk 10-21 
tahun 

3% ( 3% 
didapat 
dari 
persentase 
merokok 
usia 10-18 
tahun di 

< 11.4 %   < 10,4 %   < 9,4 %   < 8,4 %   < 8,4 %     



190  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
tahun 2024 
dan beda 
DO dg 
2025) 

          Meningkatnya Cakupan 
penemuan kasus TB 

Cakupan 
penemuan 
kasus TB 

93% 86%   87%   88%   89%   90%     

          Menurunnya jumlah 
kematian ibu 

Jumlah 
kematian ibu 

0 0   0   0   0   0     

          Menurunnya jumlah 
kematian anak 

Jumlah 
kematian balita 

14 12   11   10   9   8     

          ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

ODHIV baru 
yang ditemukan 
yang mendapat 
pengobatan ART 

73% 65%   65%   70%   70%   75%     

          Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian 
kejadian luar 
biasa 
(KLB)/wabah 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Meningkatnya Cakupan 
skrining kesehatan jiwa 

Cakupan 
skrining 
kesehatan jiwa 

90% (ada 
perbedaa

n DO, 
2024 15 
tahun ke 

atas, 
untuk 
2026 

sasarann
ya 7 

tahun ke 
atas) 

10%   10%   10%   10%   10%     

          Menurunnya obesitas 
>18 tahun 

Prevalensi 
obesitas >18 
tahun 

19% 19%   19%   19%   19%   19%     

          Meningkatnya lansia 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase 
lansia yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   g     

          Meningkatnya  lanjut 
usia yang mandiri 

Persentase 
lanjut usia yang 
mandiri 

90%% 91%   92%   92%   93%   93%     

          Meningkatnya  Rumah 
Sehat 

Persentase 
Rumah Sehat 

90.02% 90.10%   90,2%   90,3%   90,4%   90,5%     

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

           -     -     -     -    

1         Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

335,004,000.00 3 
Dokumen 

              
369,341,910.00  

3 
Dokumen 

              
369,341,910.00  

3 
Dokumen 

              
374,143,354.83  

3 
Dokumen 

                    
392,850,522.57  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
Masyarakat 
Puskesmas 
Tawangrejo 

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
5 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

                          

          Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanPenyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 
Puskesmas 
Tawangrejo 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

549,383,000.00 1 
Dokumen 

              
605,694,757.50  

1 
Dokumen 

              
605,694,757.50  

1 
Dokumen 

              
613,568,789.35  

1 
Dokumen 

                    
644,247,228.81  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
3 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

           -     -     -     -    

          Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional 
Pelayanan 
Puskesmas 
Puskesmas 
Tawangrejo 

4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

1,814,539,586.00 4 
Dokumen 

           
1,887,846,985.27  

4 
Dokumen 

           
1,887,846,985.27  

4 
Dokumen 

           
1,912,388,996.08  

4 
Dokumen 

                 
1,950,636,776.00  

  

          PUSKESMAS 
BANJAREJO 

      3,383,939,000.00   3,602,618,347.50   3,602,618,347.50   3,649,452,386.02   3,766,665,956.94   

1         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                          

1 0
2 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

                          

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

100% 83.33% 3,383,939,000.00 83.33% 3,602,618,347.50 91.66% 3,602,618,347.50 91.66% 3,649,452,386.02 91.66% 3,766,665,956.94   

          Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Menurunkan angka 

kematian ibu 
Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 

    

          Menurunkan angka 
kematian balita 

Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     

          Terkendalinya hipertensi Persentase 
Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
0
2 

  Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya fasilitas 
kesehatan yang terintegrasi 
dalam sistem informasi 
kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

10% 58% 3,383,939,000.00 60% 3,602,618,347.50 63% 3,602,618,347.50 66% 3,649,452,386.02 69% 3,766,665,956.94   

          Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
terakreditasi 
paripurna 

50% 54%   56%   58%   60%   62%     

          Menurunnya persentase 
merokok penduduk 10-21 
tahun 

Persentase 
merokok 
penduduk 10-21 
tahun 

3% ( 3% 
didapat 
dari 
persentase 
merokok 
usia 10-18 
tahun di 
tahun 2024 
dan beda 
DO dg 
2025) 

< 11.4 %   < 10,4 %   < 9,4 %   < 8,4 %   < 8,4 %     



193  

Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Meningkatnya Cakupan 

penemuan kasus TB 
Cakupan 
penemuan 
kasus TB 

93% 86%   87%   88%   89%   90%     

          Menurunnya jumlah 
kematian ibu 

Jumlah 
kematian ibu 

0 0   0   0   0   0     

          Menurunnya jumlah 
kematian anak 

Jumlah 
kematian balita 

14 12   11   10   9   8     

          ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

ODHIV baru 
yang ditemukan 
yang mendapat 
pengobatan ART 

73% 65%   65%   70%   70%   75%     

          Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian 
kejadian luar 
biasa 
(KLB)/wabah 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Meningkatnya Cakupan 
skrining kesehatan jiwa 

Cakupan 
skrining 
kesehatan jiwa 

90% (ada 
perbedaa

n DO, 
2024 15 
tahun ke 

atas, 
untuk 
2026 

sasarann
ya 7 

tahun ke 
atas) 

10%   10%   10%   10%   10%     

          Menurunnya obesitas 
>18 tahun 

Prevalensi 
obesitas >18 
tahun 

19% 19%   19%   19%   19%   19%     

          Meningkatnya lansia 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase 
lansia yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   g     

          Meningkatnya  lanjut 
usia yang mandiri 

Persentase 
lanjut usia yang 
mandiri 

90%% 91%   92%   92%   93%   93%     

          Meningkatnya  Rumah 
Sehat 

Persentase 
Rumah Sehat 

90.02% 90.10%   90,2%   90,3%   90,4%   90,5%     

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 
Puskesmas 
Banjarejo 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

706,200,000.00 3 
Dokumen 

              
778,585,500.00  

3 
Dokumen 

              
778,585,500.00  

3 
Dokumen 

              
788,707,111.50  

3 
Dokumen 

                    
828,142,467.08  
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
1 2 2 2

0
2 

0
0
2
5 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

                          

          Terlaksananya Pelayanan 
KesehatanPenyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 
Puskesmas 
Banjarejo 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

613,739,000.00 1 
Dokumen 

              
676,647,247.50  

1 
Dokumen 

              
676,647,247.50  

1 
Dokumen 

              
685,443,661.72  

1 
Dokumen 

                    
719,715,844.80  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
3 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

           -     -     -     -    

          Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional 
Pelayanan 
Puskesmas 
Puskesmas 
Banjarejo 

4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

2,064,000,000.00 4 
Dokumen 

           
2,147,385,600.00  

4 
Dokumen 

           
2,147,385,600.00  

4 
Dokumen 

           
2,175,301,612.80  

4 
Dokumen 

                 
2,218,807,645.06  

  

          PUSKESMAS 
DEMANGAN 

      3,153,210,000.00   3,358,424,025.00   3,358,424,025.00   3,402,083,537.33   3,512,113,977.80   

1         URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

                          

1 0
2 

      URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

                          

1 2 2     PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

                          

          Meningkatnya kualitas 
kesehatan perorangan 
dan masyarakat 

Persentase 
indikator SPM 
(Standar 
Pelayanan 
Minimal) 
Kesehatan 
mencapai target 

100% 83.33% 3,153,210,000.00 83.33% 3,358,424,025.00 91.66% 3,358,424,025.00 91.66% 3,402,083,537.33 91.66% 3,512,113,977.80   

          Meningkatnya kualitas 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

Capaian Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

90.32% 91.40%   91.40%   92.47%   92.47%   93.55%     

          Menurunkan angka 
kematian ibu 

Angka Kematian 
Ibu  

0/100.00
0 

Kelahiran 
Hidup 

0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.000 
Kelahiran 

Hidup 

  0/100.00
0 

Kelahira
n Hidup 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Menurunkan angka 

kematian balita 
Angka Kematian 
Balita 

5.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

4.8 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.6 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.4 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4.2 per 
1000 

Kelahiran 
Hidup 

  4 per 
1000 

Kelahira
n Hidup 

    

          Meningkatnya 
keberhasilan 
pengobatan 
tuberkulosis 

Angka 
Keberhasilan 
pengobatan TB 
(%) 

96.32% 91.10%   91.25%   91.40%   91.55%   91.70%     

          Terkendalinya hipertensi Persentase 
Hipertensi dalam 
Pengendalian 

34% 42%   46%   50%   54%   58%     

          Meningkatnya Cakupan 
imunisasi bayi lengkap 

Cakupan 
imunisasi bayi 
lengkap 

99.62% 96.20%   96.90%   97.60%   98.30%   99.00%     

          Tercapainya Universal 
Health Coverage (UHC) 
di Kota Madiun 

Cakupan 
kepesertaan 
aktif jaminan 
kesehatan 
nasional (JKN) 

88.40% 88.96%   89.24%   89.52%   89.80%   90.08%     

          Meningkatnya cakupan 
penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

Cakupan 
penerima 
pemeriksaan 
kesehatan gratis 

0% 46%   55%   61%   70%   70%     

1 2 2 2
0
2 

  Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

                          

          Meningkatnya fasilitas 
kesehatan yang terintegrasi 
dalam sistem informasi 
kesehatan nasional 

Persentase fasilitas 
kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
sistem informasi 
kesehatan nasional 

10% 58% 3,153,210,000.00 60% 3,358,424,025.00 63% 3,358,424,025.00 66% 3,402,083,537.33 69% 3,512,113,977.80   

          Meningkatnya fasilitas 
pelayanan kesehatan 
terakreditasi paripurna 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
terakreditasi 
paripurna 

50% 54%   56%   58%   60%   62%     

          Menurunnya persentase 
merokok penduduk 10-21 
tahun 

Persentase 
merokok 
penduduk 10-21 
tahun 

3% ( 3% 
didapat 
dari 
persentase 
merokok 
usia 10-18 
tahun di 
tahun 2024 
dan beda 
DO dg 
2025) 

< 11.4 %   < 10,4 %   < 9,4 %   < 8,4 %   < 8,4 %     

          Meningkatnya Cakupan 
penemuan kasus TB 

Cakupan 
penemuan 
kasus TB 

93% 86%   87%   88%   89%   90%     
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Menurunnya jumlah 

kematian ibu 
Jumlah 
kematian ibu 

0 0   0   0   0   0     

          Menurunnya jumlah 
kematian anak 

Jumlah 
kematian balita 

14 12   11   10   9   8     

          ODHIV baru yang 
ditemukan yang 
mendapat pengobatan 
ART 

ODHIV baru 
yang ditemukan 
yang mendapat 
pengobatan ART 

73% 65%   65%   70%   70%   75%     

          Persentase 
pengendalian kejadian 
luar biasa (KLB)/wabah 

Persentase 
pengendalian 
kejadian luar 
biasa 
(KLB)/wabah 

100% 100%   100%   100%   100%   100%     

          Meningkatnya Cakupan 
skrining kesehatan jiwa 

Cakupan 
skrining 
kesehatan jiwa 

90% (ada 
perbedaa

n DO, 
2024 15 
tahun ke 

atas, 
untuk 
2026 

sasarann
ya 7 

tahun ke 
atas) 

10%   10%   10%   10%   10%     

          Menurunnya obesitas 
>18 tahun 

Prevalensi 
obesitas >18 
tahun 

19% 19%   19%   19%   19%   19%     

          Meningkatnya lansia 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persentase 
lansia yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

100% 100%   100%   100%   100%   g     

          Meningkatnya  lanjut 
usia yang mandiri 

Persentase 
lanjut usia yang 
mandiri 

90%% 91%   92%   92%   93%   93%     

          Meningkatnya  Rumah 
Sehat 

Persentase 
Rumah Sehat 

90.02% 90.10%   90,2%   90,3%   90,4%   90,5%     

1 2 2 2
0
2 

0
0
1
5 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

           -     -     -     -    

          Terlaksananya 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 
Puskesmas 
Demangan 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

646,954,000.00 3 
Dokumen 

              
713,266,785.00  

3 
Dokumen 

              
713,266,785.00  

3 
Dokumen 

              
722,539,253.21  

3 
Dokumen 

                    
758,666,215.87  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
2
5 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 
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Kode Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegaiatan 

Bidang 
Urusan/Program/Outco

me/Kegiatan/Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/ 

Output 

Baseline 
2024 

  Ket. 
2026 2027 2028 2029 2030 

target Pagu (Rp.) target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  target  Pagu (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9                              10 11                              12 13              14 15 
          Terlaksananya Pelayanan 

KesehatanPenyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 
Puskesmas 
Demangan 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

606,256,000.00 1 
Dokumen 

              
668,397,240.00  

1 
Dokumen 

              
668,397,240.00  

1 
Dokumen 

              
677,086,404.12  

1 
Dokumen 

                    
710,940,724.33  

  

1 2 2 2
0
2 

0
0
3
3 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

           -     -     -     -    

          Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional 
Pelayanan 
Puskesmas 
Puskesmas 
Demangan 

4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

1,900,000,000.00 4 
Dokumen 

           
1,976,760,000.00  

4 
Dokumen 

           
1,976,760,000.00  

4 
Dokumen 

           
2,002,457,880.00  

4 
Dokumen 

                 
2,042,507,037.60  

  

          TOTAL       278,694,401,072.36   292,563,663,126.30   292,563,663,126.30   296,347,645,351.11   304,144,397,397.05   
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Agar sinergi dan keterpaduan antara Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah dan agenda pembangunan daerah yang lebih komprehensif dapat terwujud, 

penting untuk mengidentifikasi subkegiatan yang memberikan dampak paling 

signifikan. Subkegiatan ini adalah garda terdepan dalam pelaksanaan yang secara 

langsung berkontribusi pada kesuksesan program-program prioritas yang telah 

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Tabel 4.4 berikut ini menyajikan pemetaan subkegiatan prioritas yang secara 

spesifik dirancang untuk mendukung dan mengakselerasi keberhasilan Program 

Prioritas Pembangunan Daerah. Identifikasi ini bertujuan untuk menjamin adanya 

sinergi dan keterpaduan antara perencanaan perangkat daerah dengan agenda 

prioritas Walikota, sehingga alokasi sumber daya dapat lebih terarah dan efektif dalam 

menjawab isu-isu strategis yang dihadapi Kota Madiun. 

Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan 

1 Meningkatkan 
pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat Kota 
Madiun (Madiun Kota 
Melayani) 

Meningkatnya capaian 
Investigasi Kontak, 
pemahaman tentang penyakit 
Tuberkulosis, penemuan dan 
pengobatan dini TBC pada 
masyarakat di daerah kantong 
TBC. 

Kegiatan : Penyediaan 
Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan 
Orang Terduga 
Tuberkulosis 

1. [Program 100 Hari 
Kerja] Skreening Bina 
Wilayah TBC 

  Meningkatnya pemahaman 
tentang penyakit Tuberkulosis, 
penemuan dan pengobatan 
dini TBC pada warga binaan 
pemasyarakatan 

Kegiatan : Penyediaan 
Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan 
Orang Terduga 
Tuberkulosis 

2. [Program 100 Hari 
Kerja] Skreening TB di 
Lapas 

  Pingkatan jumlah 100% 
masyarakat Kota Madiun yang 
berulang tahun, yang datang 
ke puskesmas terlayani sesuai 
standar 

Kegiatan :Penyediaan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan :Pengadaan 
Obat, Bahan Habis Pakai, 
Bahan Medis Habis Pakai, 
Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan 

Cek Kesehatan Gratis 

  Meningkatnya Persentase 
Penyandang Hipertensi Yang 
Tekanan Darahnya Terkendali 
dan Persentase Penyandang 

Kegiatan : Penyediaan 
Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kampung Kendali PTM 
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No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan 
Diabetes Melitus Yang Gula 
Darahnya Terkendali 

Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pelayanan 
Kesehatan Penyakit 
Menular dan Tidak Menular 

  Meningkatnya status gizi balita Kegiatan : Penyediaan 
Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Gelinting Simas 

  Meningkatnya capaian SPM 
ibu hamil serta mendukung 
penurunan Angka kematian 
bayi 

Kegiatan : Penyediaan 
Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
 Sub Kegiatan : Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Ibu 
Hamil 

Gerakan Ibu hamil 
sehat melalui kelas ibu 
hamil 

  Jumlah orang yang mengikuti 
kesertaan penggunaan 
Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang ( MKJP) 

Kegiatan: Pengendalian dan 
Pendistribusian Kebutuhan 
Alat dan Obat Kontrasepsi 
serta Pelaksanaan 
pelayanan KB di Daerah 
Kabupaten/ Kota. Sub 
Kegiatan: Peningkatan 
kesertaan penggunaan 
Metode Kontasepsi Jangka 
Panjang ( MKJP) 

Reduce Unmetneed 
Family Planning (RUN 
FP) 

 

 

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui 
Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Menjalankan program, kegiatan serta subkegiatan Perangkat Daerah guna 

melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan. Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam penyelanggaraannya 

menetapkan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan yaitu Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagai berikut: 
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Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan PP dan KB 

No. Indikator 
Kinerja 

Satuan Baseline 
Tahun 2024 

Target Tahun Keterangan 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 

1 Usia Harapan 
Hidup 

Umur 75.67 
75.74 76 76.27 76.54 76.79 77.03 

INDIKATOR 
TUJUAN OPD 

2 Angka 
Kelahiran 
Total (Total 
Fertility Rate / 
TFR) 

Anak 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.9 INDIKATOR 
TUJUAN OPD 

3 Indeks 
Pelayanan 
Publik Dinas 
Kesehatan PP 
dan KB 

Indeks 4.58 4.51 4.53 4.55 4.56 4.58 4.60 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

4 Prevalensi 
stunting 

% 11.8 11 10 9.2 8.4 7.6 7.0 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

5 Rata-rata nilai 
Penilaian 
Kinerja 
Puskesmas 
(PKP) 

% 97.84 91.00 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

6 Tingkat 
kepuasan 
pasien 
terhadap 
layanan 
kesehatan 

Indeks 87.05 87.3 87.55 87.8 88.05 88.3 88.55 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

7 Presentase 
Fasilitas 
Kesehatan 
sesuai 
standar 

% 50.00 50.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

8 Rasio tenaga 
kesehatan 
dan tenaga 
medis 
terhadap 
populasi 

per 
1000 

pendud
uk 

2.09 2.65 3.36 4.26 5.4 6.85 8.68 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 
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No. Indikator 
Kinerja 

Satuan Baseline 
Tahun 2024 

Target Tahun Keterangan 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 

9 Persentase 
Desa/Kelurah
an sanitasi 
total berbasis 
masyarakat 

% 100 100 100 100 100 100 100 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

10 Persentase 
tempat 
pengelolaan 
pangan 
memenuhi 
syarat 

% 94.00 95.0 95.5 96.0 96.2 96.4 96.6 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

11 Angka 
Prevalensi 
Kontrasepsi 
Modern/ 
Modern 
Contraceptive 
(mCPR) 

% 70.46 70.5 70.55 70.56 70.57 70.58 70.59 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

12 Persentase 
Kebutuhan 
Ber-KB yang 
tidak 
terpenuhi 
(Unmet Need) 

% 5.58 4.8 4.2 3.6 3.0 2.8 2.5 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

13 Persentase 
Keluarga yang 

Mengikuti 
Kelompok 
Kegiatan 

Ketahanan 
Keluarga 

% 32 33 34 35 36 37 38 INDIKATOR 
SASARAN 
OPD 

 

 

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 
2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Selain Indikator Kinerja Utama, perangkat daerah juga diwajibkan untuk 

melaksanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang urusan 

yang diampu, tolok ukur kinerja bidang urusan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Madiun 
No. Indikator sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 
(IKU"Tujuan dan Sasaran", IKK, 

SPM, SDGs) 

Satuan Kondisi Kinerja 
pada awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

1 Usia Harapan Hidup Umur 75.67 75.74 76 76.27 76.54 76.79 77.03 INDIKATOR TUJUAN 
OPD 

2 Indeks Pelayanan Publik Dinas 
Kesehatan PP dan KB 

Indeks 4.58 4.51 4.53 4.55 4.56 4.58 4.60 INDIKATOR 
SASARAN OPD 

3 Prevalensi stunting % 11.8 11 10 9.2 8.4 7.6 7.0 INDIKATOR 
SASARAN OPD 

4 Rata-rata nilai Penilaian Kinerja 
Puskesmas (PKP) 

% 97.84 91.00 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 INDIKATOR 
SASARAN OPD 

5 Tingkat kepuasan pasien terhadap 
layanan kesehatan 

Indeks 87.05 87.3 87.55 87.8 88.05 88.3 88.55 INDIKATOR 
SASARAN OPD 

6 Presentase Fasilitas Kesehatan 
sesuai standar 

% 50.00 50.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 INDIKATOR 
SASARAN OPD 

7 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga 
medis terhadap populasi 

per 1000 
penduduk 

2.09 2.65 3.36 4.26 5.4 6.85 8.68 INDIKATOR 
SASARAN OPD 

8 Persentase Desa/Kelurahan sanitasi 
total berbasis masyarakat 

% 100 100 100 100 100 100 100 INDIKATOR 
SASARAN OPD 

9 Persentase tempat pengelolaan 
pangan memenuhi syarat 

% 94.00 95.0 95.5 96.0 96.2 96.4 96.6 INDIKATOR 
SASARAN OPD 
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No. Indikator sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah 

(IKU"Tujuan dan Sasaran", IKK, 
SPM, SDGs) 

Satuan Kondisi Kinerja 
pada awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

10 Nilai SAKIP Perangkat daerah Nilai 88.57 88.58 88.60 88.61 88.62 88.64 88.65 INDIKATOR 
PROGRAM 

11 Persentase indikator SPM (Standar 
Pelayanan Minimal) Kesehatan 

mencapai target 

% 100.00 75.00 83.33 83.33 91.66 91.66 91.66 INDIKATOR 
PROGRAM 

12 Capaian Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) Rumah Sakit 

% 90.32 91.40 91.40 91.40 92.47 92.47 93.55 INDIKATOR PROGRAM 

13 Angka Kematian Ibu (AKI) per 
100.000 
kelahiran 

hidup 

0 0 0 0 0 0 0 INDIKATOR PROGRAM 
DAN LPPD 

14 Angka Kematian Balita per 1000 
Kelahiran 

Hidup 

5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 INDIKATOR 
PROGRAM 

15 Angka Keberhasilan pengobatan TB 
(%) 

% 96.32 91.00 91.10 91.25 91.40 91.55 91.70 INDIKATOR 
PROGRAM 

16 Persentase Hipertensi dalam 
Pengendalian 

% 34 38 42 46 50 54 58 INDIKATOR PROGRAM 

17 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 99.62 95.5 96.2 96.9 97.6 98.3 99.0 INDIKATOR PROGRAM 

18 Cakupan kepesertaan aktif jaminan 
kesehatan nasional (JKN) 

% 88.4 88.68 88.96 89.24 89.52 89.80 90.08 INDIKATOR PROGRAM 
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No. Indikator sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah 

(IKU"Tujuan dan Sasaran", IKK, 
SPM, SDGs) 

Satuan Kondisi Kinerja 
pada awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

19 Cakupan penerima pemeriksaan 
kesehatan gratis 

% 0 36 46 55 61 70 70 INDIKATOR PROGRAM 

20 Persentase Peningkatan Kompetensi 
SDM Bidang Kesehatan 

% 90.00 91.80 92.16 93.24 94.32 95.40 96.48 INDIKATOR PROGRAM 

21 Persentase Cakupan Sediaan 
Farmasi, Alat Kesehatan dan 

Makanan Minuman 

% 91.0 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 INDIKATOR PROGRAM 

22 Persentase Masyarakat Bidang 
Kesehatan yang diberdayakan 

% 2.18 10 20 30 40 50 60 INDIKATOR PROGRAM 

23 Jumlah Ibu Hamil yang 
Mendapatkan Layanan Kesehatan 

Sesuai Standar 

orang 2847 1907 1945 1984 2024 2065 2106 SPM 

24 Jumlah Ibu Bersalin yang 
Mendapatkan Layanan Kesehatan 

Sesuai Standar 

orang 2847 1907 1945 1984 2024 2065 2106 SPM 

25 Jumlah Bayi Baru Lahir yang 
Mendapatkan Layanan Kesehatan 

Sesuai Standar 

orang 2690 1887 1925 1964 2003 2043 2084 SPM 

26 Jumlah Balita yang Mendapatkan 
Layanan Kesehatan Sesuai Standar 

orang 10611 8278 8444 8613 8785 8961 9140 SPM 



205  

No. Indikator sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah 

(IKU"Tujuan dan Sasaran", IKK, 
SPM, SDGs) 

Satuan Kondisi Kinerja 
pada awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

27 Jumlah warga negara usia 
pendidikan dasar yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

orang 31650 31683 31395 31426 31458 31489 31521 SPM 

28 Jumlah warga negara usia produktif 
yang mendapatkan layanan 

kesehatan 

orang 129392 129400 129500 129600 129700 129800 129900 SPM 

29 Jumlah warga negara usia lanjut 
yang mendapatkan layanan 

kesehatan 

orang 34940 35045 35150 35256 35362 35468 35575 SPM 

30 Jumlah warga negara penderita 
hipertensi yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

orang 12730 18910 9752 8752 7752 6752 5752 SPM 

31 Jumlah warga negara penderita 
diabetes melitus yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

orang 10755 6906 6955 7002 7048 7082 7116 SPM 

32 Jumlah warga negara dengan 
gangguan jiwa berat yang terlayani 

kesehatan 

orang 403 404 405 406 408 409 410 SPM 

33 Jumlah warga negara terduga 
tuberculusis yang mendapatkan 

layanan kesehatan 

orang 6597 6585 5649 4866 4308 3884 3558 SPM 

34 Jumlah warga negara dengan resiko 
terinfeksi virus yang melemahkan 

daya tahan tubuh manusia (human 

Orang 6240 6436 6241 6080 5965 5878 5811 SPM 
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No. Indikator sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah 

(IKU"Tujuan dan Sasaran", IKK, 
SPM, SDGs) 

Satuan Kondisi Kinerja 
pada awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Keterangan 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

immunodefiviency virus) yang 
mendapatkan layanan kesehatan 

35 Angka Kelahiran Total (Total Fertility 
Rate / TFR) 

Anak 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.9 INDIKATOR TUJUAN 
OPD 

36 Angka Prevalensi Kontrasepsi 
Modern/ Modern Contraceptive 

(mCPR) 

% 70.46 70.5 70.55 70.56 70.57 70.58 70.59 INDIKATOR SASARAN 
OPD 

37 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang 
tidak terpenuhi (Unmet Need) 

% 5.58 4.8 4.2 3.6 3.0 2.8 2.5 INDIKATOR SASARAN 
OPD 

38 Persentase Keluarga yang Mengikuti 
Kelompok Kegiatan Ketahanan 

Keluarga 

% 32 33 34 35 36 37 38 INDIKATOR SASARAN 
OPD 

39 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-
19 Tahun (Age Specific Fertility Rate 

/ ASFR 15-19) 

Kelahiran 
per 1000 
WUS 15-
19 tahun 

6.50 6.95 6.85 6.75 6.65 6.55 6.45 INDIKATOR PROGRAM 

40 Persentase peserta Aktif KB MKJP % 43.35 46.0 48.2 49.8 51.0 52.5 54.0 INDIKATOR PROGRAM 

41 Persentase keluarga yang 
menerapkan 8 fungsi keluarga 

% 60 62 64 66 68 70 72 INDIKATOR PROGRAM 
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Agar pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan objektif, konsisten, dan akuntabel, setiap Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan perlu memiliki definisi operasional yang jelas serta rinci. 

Tanpa pemahaman yang konsisten tentang cara mengukur setiap indikator, proses penilaian 

kinerja akan menjadi subyektif dan tidak tepat. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan narasi 

dan definisi operasional untuk masing-masing indikator kinerja pada Tabel 4.5. Penjelasan ini 

mencakup rumusan atau cara penghitungan indikator, sumber data yang digunakan, serta periode 

pelaporan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki 

persepsi yang sama dalam proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kinerja, sehingga 

evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Madiun dapat 

dilaksanakan dengan validitas yang tinggi. 
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Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Madiun 

No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

1 Usia Harapan Hidup Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani 
 oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun 
 tertentu 

Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur 
(Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari 
catatan registrasi 
 kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat 
table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia 
dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak 
 langsung dengan paket program Micro Computer Program for 
Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack 

Badan Pusat Statistik 
(BPS) 

2 Indeks Pelayanan Publik 
Dinas Kesehatan PP dan 
KB 

Indeks Pelayanan Publik adalah hasil pengukuran kinerja penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dievaluasi berdasarkan enam aspek utama, yaitu 
kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi 
pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan 

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai 
berikut: 
 a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator 
 Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang 
disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator 
merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan 
bobot indikator. 
 Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator 
 Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator 
 
 b. Menentukan Nilai Setiap Aspek 
 Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai 
saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, 
dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan 
 Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator 
dalam satu aspek. 
 Nilai per aspek : ∑ nilai per indikator 

Laporan Akhir 
Pemantauan dan 
evaluasi kinerja 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
yang dilaksanakan 
oleh pihak ketiga 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

 
 c. Menentukan Nilai Indeks Formulir 
 Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah 
selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing 
formulir dengan rumus sebagai berikut: 
 Nilai Indeks Formulir : ∑ (nilai per aspekn x bobot aspekn) 
 
 d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik 
 Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks 
pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai 
berikut: 
 Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir- 02 + 
25% Nilai Indeks Formulir-03.  

3 Prevalensi stunting Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur 
berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau 
TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di 
mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan 
digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak 
balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Zscore) menggunakan baku 
antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang 
digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. 
 a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 SD 
 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 SD s/d Zscore < -2,0 SD 

 

Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu 
tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama 
dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 

 

 

 

 

Keterangan : 

PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang masuk kategori 
pendek dan sangat pendek (stunting) 

Hasil Survei Nasional 
Status Gizi 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

JAB(5 )P stunting : Jumlah anak balita pendek dan sangat 
pendek (stunting) pada waktu diukur 

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu diukur 

4 Rata-rata nilai Penilaian 
Kinerja Puskesmas (PKP) 

Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) merupakan upaya pemantau dan evaluasi 
terhadap kinerja puskesmas yang diselenggarakan berdasarkan klaster. Klaster 
di Puskesmas terbagi menjadi 5 Klaster, yiatu : Klaster 1 Manajemen, Klaster 2 
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Usia 
Dewasa dan Lanjut Usia, Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular dan 
Kesling, Klaster 5 Lintas Klaster. 

Jumlah Rata-rata Klaster 1 sampai Klaster 5 dikali 100%. Sistem Informasi 
Puskesmas 

5 Tingkat kepuasan pasien 
terhadap layanan 
kesehatan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu pengukuran untuk 
mengukur tingkat kepuasan pasien terdahap layanan kesehatan yang diterima 
baik di rumah sakit maupun puskesmas. 

Rata-rata hasil IKM Puskesmas dan RSUD Laporan Hasil Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

6 Presentase Fasilitas 
Kesehatan sesuai standar 

Persentase fasilitas kesehatan primer (1 Pustu perkelurahan dan puskesmas 
melayani ≤30 ribu penduduk atau jarak ≤120 menit) dan fasilitas kesehatan 
lanjutan minimal 1 rumah sakit kelas C 

fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar/fasilitas pelayanan 
kesehatan dikali 100% 

hasil evaluasi fasilitas 
pelayanan kesehatan 

7 Rasio tenaga kesehatan 
dan tenaga medis terhadap 
populasi 

Perbandingan jumlah tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi) 
yang memberikan pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan di suatu 
wilayah per 1000 penduduk 

jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan 
(dokter,perawat,bidan) yang terdata/total populasi dikali 1000 

SISDMK 

8 Persentase 
Desa/Kelurahan sanitasi 
total berbasis masyarakat 

Desa/kelurahan  yang menerapkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM), sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah 
perilaku higienis dan sanitasi demi mewujudkan komunitas bebas penyakit 
berbasis lingkungan dengan 5 pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan 
(Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan 
Makanan Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan 
Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. 

Jumlah kelurahan menerapkan 5 pilar STBM di bagi jumlah 
seluruh kelurahan dikali 100% 

hasil survey rumah 
sehat (aplikasi 
Rumahku) 

9 Persentase tempat 
pengelolaan pangan 
memenuhi syarat 

Tempat pengelolaan pangan yang berkomitmen terhadap pemenuhan SPPIRT  
atau yang memenuhi persyaratan Higine Sanitasi 

Jumlah Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang 
berkomitmen terhadap pemenuhan SPPIRT dibagi jumlah PIRT 
yang terdaftar  dikali 100 % ditambah Jumlah Tempat 
Pengelolaan Pangan (TPP)  yang memenuhi persyaratan Higine 
Sanitasi dibagi jumlah TPP yang terdaftar dikali 100% dibagi dua 

Data SPPIRT, data 
Inspeksi Kesehatan 
Lingkunga (IKL) 
tempat pengelolaan 
pangan, data SLHS 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

10 Nilai SAKIP Perangkat 
daerah 

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang terdiri dari 4 komponen, mulai dari 
perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas 
kinerja 

Evaluasi AKIP menggunakan aplikasi EVAKIP Hasil Evaluasi AKIP 
dari tim APIP 
Inspektorat Kota 
Madiun 

11 Persentase indikator SPM 
(Standar Pelayanan 
Minimal) Kesehatan 
mencapai target 

12 indikator SPM Kesehatan (pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan 
kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan 
kesehatan balita, pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar, pelayanan 
kesehatan usia produktif, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan 
penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan 
kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang 
terduga tuberkulosis, pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV) yang 
capaiannya 100% 

Jumlah Indikator SPM Kesehatan yang mencapai target dibagi 
jumlah seluruh indikator SPM Kesehatan dikali 100% 

Aplikasi E-SPM 

12 Capaian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
Rumah Sakit 

Target indikator-indikator pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang terdiri dari 
21 jenis pelayanan (Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, 
Persalinan dan Perinatologi, Intensif, Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, 
Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi, Tranfusi Darah, Pelayanan Keluarga Miskin, 
Rekam Medis, Pengelolaan Limbah, Administrasi dan Manajemen, Ambulance, 
Pemulasaran Jenazah, Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, 
Pelayanan Laundry, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) yang diukur melalui 
data pelayanan dan hasil kegiatan pelayanan rumah sakit 

Jumlah indikator SPM RS yang sesuai standar dibagi jumlah 
seluruh indikator SPM RS dikali 100% 

Hasil evaluasi SPM 
dari masing-masing 
layanan pada setiap 
triwulan 

13 Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya 
 perempuan yang meninggal dari suatu 
 penyebab kematian terkait dengan komplikasi 
 obstretik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) 
selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah 
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran 
hidup. 

 

 

 

Keterangan: 

AKI : Angka kematian ibu 

JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau 

estimasi pada waktu tertentu 

Laporan MPDN 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

JLH: Jumlah kelahiran hidup 

 

14 Angka Kematian Balita Kematian anak yang berusia 0 - 5 tahun (balita) yang disebabkan oleh berbagai 
faktor di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah balita (umur 0-5 tahun) yang meninggal dibagi dengan 
jumlah Bayi Lahir Hidup dalam kurun waktu satu tahun dikali 
1.000 

Laporan MPDN 

15 Angka Keberhasilan 
pengobatan TB (%) 

Adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara 
semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini 
merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka 
pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas 
pengobatan TB. 

Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap 
dibagi umlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan x 
100% 

SITB 

16 Persentase Hipertensi 
dalam Pengendalian 

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dalam kurun waktu 
satu tahun 

Jumlah penderita hipertensi yang dalam 3bulan berturut-turut 
tekanan darah normal dibagi dengan jumalah pasien hipertensi 
dalam waktu satu tahun dibagi 100% 

Asik 

17 Cakupan imunisasi bayi 
lengkap 

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi 
  dasar lengkap meliputi 1 dosis Hepatitis B pada usia 0-7 
  hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio tetes (bOPV), 1 dosis Polio 
  suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis Campak 
  Rubela (MR) di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun 

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar 
lengkap yang terdiri dari: satu dosis Imunisasi Hepatitis B, satu 
dosis imunisasi BCG, empat dosis imunisasi Polio oral, satu 
dosis imunisasi IPV, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib, dan satu 
dosis imunisasi Campak Rubella dalam kurun waktu satu tahun 
dibagi jumlah bayi yang diperkirakan hidup usia 0-11 bulan 
(Surviving Infant ) selama kurun waktu yang sama, dikali 100%. 

ASIK (Aplikasi Sehat 
IndonesiaKu) 

18 Cakupan kepesertaan aktif 
jaminan kesehatan nasional 
(JKN) 

Persentase kepesertaan JKN yang dinyatakan aktif untuk  segmen PBPU BP 
PEMDA 

Jumlah peserta PBID yang dinyatakan aktif dibagi jumlah 
penduduk dikali 100% 

aplikasi BPJS 

19 Cakupan penerima 
pemeriksaan kesehatan 
gratis 

presentase penduduk kota Madiun yang menerima pemeriksaan kesehatan 
gratis 

penduduk kota Madiun yang menerima pemeriksaan kesehatan 
gratis dibagi jumlah penduduk kota madiun dikali 100% 

aplikasi ASIK 

20 Persentase Peningkatan 
Kompetensi SDM Bidang 
Kesehatan 

Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan  yang bekerja di instansi 
pemerintah daerah yang melakukan peningkatan kompetensi (melalui 
Pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi 
lainnya) 

Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan  yang bekerja di 
instansi pemerintah daerah yang melakukan peningkatan 
kompetensi (melalui Pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau 
kegiatan peningkatan kompetensi lainnya) dibagi Jumlah tenaga 

Puskesmas, RSUD 
dan Dinkes 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

medis dan tenaga kesehatan  yang bekerja di instansi dikali 
100% 

21 Persentase Cakupan 
Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan dan Makanan 
Minuman 

Sarana kefarmasian  yang mampu memelihara persyaratan perizinan, Tempat 
Pengelolaan Pangan yang memenuhi komitmen SPPIRT atau memenuhi 
persyaratan higiene sanitasi 

Prosentase Sarana kefarmasian  yang mampu memelihara 
persyaratan perizinan ditambah prosentase PIRT yang 
memenuhi komitmen SPPIRT ditambah prosentase Tempat 
Pengelolaan Pengan (TPP) yang memenuhi persyaratan higiene 
sanitasi dibagi tiga 

Laporan pengawasan 
sarana, Data 
SPPIRT, data 
Inspeksi Kesehatan 
Lingkunga (IKL) 
tempat pengelolaan 
pangan, data SLHS 

22 Persentase Masyarakat 
Bidang Kesehatan yang 
diberdayakan 

Persentase Kader Posyandu Strata Madya atau Persentase Kader Posyandu 
telah mengikuti peningkatan ketrampilan dasar kader dan telah lulus penilaian 
minimal 4 dari 5 kelompok ketrampilan (pengelolaan posyandu, layanan ibu, 
balita, usia sekolah remaja, dewasa dan lansia). 

Jumlah kader Posyandu yang telah mengikuti ketrampilan dasar 
dan lulus minimal 4 kelompok ketrampilan dibagi jumlah seluruh 
kader Posyandu dikali 100% 

Laporan Rekapitulasi 
Data Kader Tingkat 
Kota Madiun 

23 Jumlah Ibu Hamil yang 
Mendapatkan Layanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

Ibu hamil yang sudah melakukan kunjungan minimal 6 kali  selama masa 
kehamilan dan mendapatkan layanan Antenatal Care Terpadu (12 T) di suatu 
wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah ibu hamil  yang mendapatkan pelayanan antenatal care 
sesuai standar (K6) di wilayah kerja dalam kurun waktu satu 
tahun. 

Laporan PWS ibu 

24 Jumlah Ibu Bersalin yang 
Mendapatkan Layanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan 
kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di 
fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu 
satu tahun. 

Laporan PWS ibu 

25 Jumlah Bayi Baru Lahir 
yang Mendapatkan 
Layanan Kesehatan Sesuai 
Standar 

Bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat layanan Kunjungan  Neonatal 
Lengkap meliputi :                                                            Kunjungan Neonatal 1 
(KN1)  6 - 48 jam 
 Kunjungan Neontal  2 ( KN2) 3-7 hari 
 Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 Hari                                                                                                                                                                                                                                     
di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar 
dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru 
lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu 
satu tahun yang sama dikali 100% 

Laporan PWS Bayi 

26 Jumlah Balita yang 
Mendapatkan Layanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

Pelayanan kesehatan  balita berusia 0-59 bulan sesuai standar  meliputi  
pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit                                                                                                                                          
1. Pelayanan kesehatan balita usia  0-11 bulan  sehat meliputi:                                                                                                                                                        
a). Penimbangan minimal 8 kali setahun                                                                                                                              
b).pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 
kali/tahun.                                                                                                                                                
c). Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. 
                                                                                                                                                                                                                                               

Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan 
kesehatan sesuai standar  + jumlah balita usia 24-35 bulan 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  + balita usia 
36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar di wilayah 
kerja dalam kurun waktu satu tahun. 

Laporan PWS Balita 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

d).Pemberian kapsul vitamin A pada fusia 6-11 bulan  1 kali setahun.                                                                                            
 e) Pemberian imunisasi dasar lengkap.                                                                                                                    
Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: 
 (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 
bulan). 
 (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun (3) Pemantauan 
perkembangan minimal 2 kali/tahun (4).Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 
kali setahun. 
 (5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.                                                                                                                                           
Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan: 
 (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 
bulan). 
 (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. 
 (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. 
 (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 
 d) Pemantauan perkembangan balita. 
 e) Pemberian kapsul vitamin A. 
 f) Pemberian imunisasi dasar lengkap. 
 g) Pemberian imunisasi lanjutan. 
 h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan. 
 i) Edukasi dan informasi. 
 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan 
pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 

27 Jumlah warga negara usia 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

Anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 yang mendapat 
layanan kesehatan 

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 - kelas 9 yang 
mendapat layanan kesehatan 

Laporan Skrining 
Puskesmas 

28 Jumlah warga negara usia 
produktif yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat 
pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 

satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota 
dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100% 

Laporan bulanan 
Puskesmas 

29 Jumlah warga negara usia 
lanjut yang mendapatkan 
layanan kesehatan 

Jumlah lansia mencapai usia 60 tahun ke atas dan mendapat pelayanan 
kesehatan (kunjungan baru) yang ada di wilayah kerja dalam 1 tahun, ditulis 

berdasarkan umur dan jenis kelamin 

Jumlah lansia mencapai usia 60 tahun ke atas dan mendapat 
pelayanan kesehatan (kunjungan baru) yang ada di wilayah kerja 

dalam 1 tahun, ditulis berdasarkan umur dan jenis kelamin 

Pelaporan 
puskesmas rutin tiap 

bulan 

30 Jumlah warga negara 
penderita hipertensi yang 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan 
pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Hipertensi dinilai dari 

Jumlah penderita Hipertensi yangmendapat pelayanan 
kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi 

Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka 

Asik 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

mendapatkan layanan 
kesehatan 

persentase jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun 

prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 
yang sama dikali 100% 

31 Jumlah warga negara 
penderita diabetes melitus 
yang mendapatkan layanan 
kesehatan 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan 
pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Melitus dinilai dari 

persentase jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan 
kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi 

Jumlah estimasi penderita diabetes berdasarkan angka 
prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 

yang sama dikali 100% 

Asik 

32 Jumlah warga negara 
dengan gangguan jiwa 
berat yang terlayani 
kesehatan 

Jumlah penyandang gangguan jiwa berat (skizofrenia dan psikotik akut) yang 
memperoleh layanan di fasyankes yang ada di wilayah kerja dalam 1 tahun 

Jumlah penyandang gangguan jiwa berat (skizofrenia dan 
psikotik akut) yang memperoleh layanan di fasyankes yang ada 
di wilayah kerja dalam 1 tahun 

Pelaporan 
puskesmas rutin tiap 
bulan 

33 Jumlah warga negara 
terduga tuberculusis yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan 

Adalah jumlah semua terduga kasus TB yang dilakukan tatalaksana standart dan 
 dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua terduga kasus TB 

Jumlah semua terduga kasus TB yang ditatalaksana standart 
dan 

 dilaporkan dibagi Perkiraan jumlah semua terduga kasus TB x 
100% 

SITB 

34 Jumlah warga negara 
dengan resiko terinfeksi 
virus yang melemahkan 
daya tahan tubuh manusia 
(human immunodefiviency 
virus) yang mendapatkan 
layanan kesehatan 

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 
standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan 
pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu 
satu tahun dibagi Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada 
di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama x 

100 % 

SIHA 

35 Angka Kelahiran Total 
(Total Fertility Rate / TFR) 

Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan 
selama masa reproduksinya. 

TFR = ASFR x 5 (interval kelompok umur) / 1000 Laporan Pendataan 
Keluarga BKKBN 

36 Angka Prevalensi 
Kontrasepsi Modern/ 
Modern Contraceptive 
(mCPR) 

Prosentase pasangan usia subur (15-49 tahun) yang saat ini menggunakan 
metode kontrasepsi modern terhadap seluruh pasangan usia subur dalam 
kelompok tersebut. 

mCPR = Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi modern / 
Jumlah seluruh PUS  x  100% 

Laporan SIGA 
BKKBN 

37 Persentase Kebutuhan Ber-
KB yang tidak terpenuhi 
(Unmet Need) 

Presentase Pasangan Usia Subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang 
ingin menjarangkan kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. 

Unmet Need = Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin 
menunda dan atau menghentikan kelahiran tetapi tidak 

Laporan SIGA 
BKKBN 
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No. Indikator sesuai Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah (IKU"Tujuan dan 
Sasaran", IKK, SPM, 

SDGs) 

Definisi Operasional Rumus Perhitungan Sumber Data 

menggunakan kontrasepsi  /  Jumlah seluruh Pasangan Usia 
Subur yang menikah  atau berpasangan (15-49 tahun) x 100 % 

38 Persentase Keluarga yang 
Mengikuti Kelompok 
Kegiatan Ketahanan 
Keluarga 

Jumlah anggota poktan Tribina yang hadir pada pertemuan Jumlah anggota poktan Tribina yang hadir pada pertemuan 
dibagi jumlah seluruh anggota poktan Tribina dikali 100% 

SIGA 

39 Angka Kelahiran Remaja 
Umur 15-19 Tahun (Age 
Specific Fertility Rate / 
ASFR 15-19) 

Angka kelahiran menurut usia tertentu /Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 
tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada 
kelompok umur 15-19 tahun 

 

 
 
 Dimana:                                                                                                    
B15-19 : Jumlah Kelahiran dari wanita kelompok umur 15-19 
tahun dan P15-19 : jumlah wanita kelompok umur 15-19 Tahun 

Pemutakhiran PK 
Kementerian 
Kependudukan dan 
Pembangunan 
Keluarga/ BKKBN 

40 Persentase peserta Aktif 
KB MKJP 

Jumlah peserta aktif peserta yang menggunakan metode kontrasepsi jangka 
panjang (IUD, Implan, MOW, MOP) dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta 
KB Aktif dikalikan 100 % 

Peserta Aktif KB MKJP = Jumlah peserta aktif peserta yang 
menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implan, 
MOW, MOP)  /  Jumlah seluruh peserta KB Aktif dikalikan 100 % 

Aplikasi SIGA BKKBN 

41 Persentase keluarga yang 
menerapkan 8 fungsi 
keluarga 

Persentase keluarga yang terdata dalam PK/PPK yang menerapkan 8 fungsi 
keluarga 

Jumlah keluarga yang terdata PK/PPK dibagi jumlah keluarga 
sasaran PK/PPK dikali 100% 

Pendataan Keluarga 
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BAB V PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun Tahun 2025-2029 merupakan dokumen 

perencanaan strategis yang menjadi pedoman dan kerangka acuan bagi seluruh jajaran 

dalam menyelenggarakan pembangunan di sektor kesehatan, pengendalian penduduk, 

dan keluarga berencana. Dokumen ini disusun secara sistematis dan partisipatif untuk 

menjawab tantangan dan dinamika yang ada, sekaligus bersinergi dengan arah kebijakan 

pembangunan di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis kondisi, permasalahan, dan isu strategis yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan substansial sebagai berikut: 

1. Tantangan Utama Beban Ganda Penyakit: Kota Madiun dihadapkan pada 

tantangan beban ganda penyakit (double burden of disease), di mana penyakit 

menular seperti Tuberkulosis (TB) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) masih 

menjadi ancaman, sementara pada saat yang sama terjadi eskalasi penyakit tidak 

menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan stroke yang menjadi 

penyebab kematian tertinggi. 

2. Arah Transformasi Layanan: Untuk menjawab tantangan tersebut, Renstra ini 

mengarahkan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada penguatan 
layanan di hulu. Hal ini diwujudkan melalui akselerasi implementasi Integrasi 

Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, revitalisasi upaya promotif dan 

preventif, serta penguatan pemberdayaan masyarakat melalui Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). 

3. Fokus Pembangunan Berbasis Siklus Hidup: Pembangunan kesehatan tidak 

hanya berorientasi pada penyembuhan, tetapi pada peningkatan kualitas hidup 
di seluruh siklus kehidupan. Ini mencakup percepatan penurunan stunting, 

peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja melalui program GenRe, 

hingga penyiapan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat 

(SMART). 

4. Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga: Di bidang pengendalian 

penduduk, Renstra ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan 
pertumbuhan penduduk untuk mempertahankan bonus demografi, sekaligus 

meningkatkan kualitas program Keluarga Berencana (KB) melalui pergeseran ke 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan penguatan ketahanan keluarga 

melalui kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat. 

5. Tujuan Akhir: Muara dari seluruh strategi dan program yang dirumuskan dalam 

Renstra ini adalah untuk mencapai tujuan utama, yaitu "Mewujudkan Masyarakat 
Kota Madiun yang Sehat, Produktif, dan Berdaya Saing dengan Keluarga 
Berkualitas dan Berketahanan" , yang diukur melalui indikator-indikator strategis 



218  

seperti peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dan terkendalinya Angka 

Kelahiran Total (TFR). 

B. Kaidah Pelaksanaan 
Agar Renstra ini dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel, 

pelaksanaannya akan berpegang pada kaidah-kaidah berikut: 

1. Keterpaduan dan Sinergisitas: Seluruh program dan kegiatan harus dilaksanakan 

secara terpadu dan sinergis, baik antar bidang di lingkungan internal Dinkes PPKB, 

maupun melalui kolaborasi lintas sektor dengan Perangkat Daerah lain, pemerintah 

pusat, fasilitas kesehatan swasta, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, dan 

masyarakat. 

2. Akuntabilitas Kinerja: Pelaksanaan Renstra berorientasi pada hasil (outcome) 

yang terukur. Pencapaian kinerja akan dievaluasi berdasarkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan target-target yang telah ditetapkan 

dalam Bab IV, yang berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kepada pimpinan 

daerah dan masyarakat. 

3. Partisipatif dan Berbasis Pemberdayaan: Pelaksanaan program, khususnya 

yang bersifat promotif dan preventif, harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

Kader kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 

merupakan mitra strategis yang perannya akan terus direvitalisasi sebagai motor 

penggerak kesehatan di lingkungannya. 

4. Berbasis Bukti (Evidence-Based): Setiap pengambilan keputusan, penentuan 

prioritas, dan alokasi sumber daya dalam implementasi Renstra akan senantiasa 

didasarkan pada data dan analisis yang valid, sebagaimana telah dilakukan dalam 

pemetaan masalah dan sasaran pelayanan. 

5. Adaptif dan Berkelanjutan: Renstra ini adalah dokumen dinamis (living document) 

yang memungkinkan adanya penyesuaian strategi dan kegiatan berdasarkan hasil 

evaluasi dan perubahan lingkungan strategis, tanpa mengubah tujuan utama. 

Pelaksanaannya juga harus memperhatikan keberlanjutan program dan pendanaan 

untuk menjamin dampak jangka panjang. 

C. Pengendalian dan Evaluasi 
Untuk menjamin bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan 

yang ditetapkan, akan dilakukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara sistematis 

dan berjenjang. 

1. Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi: 
a. Pengendalian Internal: Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan 

subkegiatan dilakukan secara melekat oleh masing-masing penanggung 

jawab, mulai dari Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator, 

hingga Direktur UOBK RSUD dan Kepala UPTD Puskesmas. 

b. Evaluasi Kinerja: Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana bertanggung jawab penuh atas pencapaian target 
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kinerja Renstra dan secara berkala melaporkannya kepada Wali Kota 

Madiun. Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat dinas. 

2. Mekanisme dan Waktu: 
a. Pengendalian Bulanan/Triwulanan: Dilakukan melalui rapat-rapat internal 

untuk memantau progres penyerapan anggaran dan capaian output kegiatan 

serta mengidentifikasi kendala untuk segera dicarikan solusinya. 

b. Evaluasi Tahunan: Dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk 

mengukur capaian kinerja terhadap target tahunan yang telah ditetapkan 

dalam dokumen Renstra. Hasil evaluasi ini akan membandingkan realisasi 

dengan target indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). 

3. Tindak Lanjut: 
a. Hasil evaluasi tahunan akan menjadi bahan masukan utama dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun 

berikutnya. 

b. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi dan target, akan 

dilakukan analisis penyebab masalah untuk kemudian dirumuskan 

 rencana tindak lanjut (RTL) atau tindakan korektif, baik berupa perbaikan 

proses, realokasi sumber daya, maupun penyesuaian strategi pada tahun 

berikutnya. 

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis ini, diharapkan seluruh upaya dan 

sumber daya yang dimiliki dapat terarah secara optimal untuk mewujudkan visi 

pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun yang lebih baik. 

 

Madiun, 30 September 2025  
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana, 
 
 
 
 
dr. Denik Wuryani, M.H 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP 196712272002122001 
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